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KATA PENGANTAR

Penelitian tentang konflik di Aceh ini, sebagaimana yang
dikemukakan pada penelitian di tahun pertama, merupakan bagian
dari Penelitian Terpadu tentang “Konflik Di Indonesia: Penyebab,
Karakteristik dan Penyelesaian Jangka Panjang”. Penelitian terpadu ini
adalah salah satu program riset kompetitif dan diseminasi Iptek LIPI
yang diharapkan dapat menghasilkan suatu  hasil  penelitian
multidisipliner yang komprehensif dan terfokus, sehingga memberikan
kontribusi yang lebih besar dan lebih baik bagi upaya pembangunan
bangsa dan penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi di
dalam masyarakat.

Kompleksitas permasalahan konflik di Indonesia, termasuk
konflik berkepanjangan bernuansa separatisme yang terjadi di Aceh,
tidak memungkinkan untuk dilakukan studi yang menyeluruh dalam
waktu singkat. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk studi
jangka panjang antara tiga sampai lima tahun; atau bahkan mungkin
lebih dari lima tahun karena sifat konflik yang memang dinamis dan
mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat. Walaupun
demikian, sejauh memungkinkan tentu saja penelitian ini tidak
mengabaikan upaya pencarian solusi alternatif yang cepat dan tepat
bagi kondisi dan persoalan Aceh saat ini. Diharapkan hasil penelitian
yang menekankan sejarah dan spesifikasi daerah Aceh ini pada
akhirnya bisa menjadi buku panduan manajemen konflik yang
komprehensif untuk daerah yang bersangkutan. Untuk keperluan
jangka panjang, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya sudah
dapat dibuat sebuah model (pre)manajemen konflik yang bersifat
local-specific, yang bisa diuji-cobakan secara berulang dan
berkesinambungan agar di masa depan bisa terbentuk dan
dikembangkan sistem manajemen konflik lokal yang selalu dinamis
dan mengikuti perubahan masyarakat Aceh.



KONFLIK Aceh saat ini memasuki babak baru. Setelah
setahun (19 Mei 2003 s/d 19 Mei 2004) Provinsi NAD (Nanggroe
Aceh Darussalam) berada dalam keadaan Darurat Militer (DM), maka
sejak 19 Mei 2004 itu sampai saat ini berlaku Darurat Sipil (DS).
Kalau DM pemeran utamanya PDMD (Penguasa Darurat Militer
Daerah), maka DS dipimpin oleh PDSD (Penguasa Darurat Sipil
Daerah).  Meskipun OT (Operasi  Terpadu) dengan  cakupan
pemulihan  keamanan, pemulihan  kineria pemerintahan  daerah,
peningkatan  ekonomi dan  penegakan  hukum diprogramkan
pemerintah dalam masa darurat, namun hasilnya kurang memadai
dibandingkan target yang direncanakan.

Penyelesaian konflik Aceh semestinya melibatkan semua aktor
kunci yang memiliki pengaruh secara optimal dan seimbang. Tetapi,
sesuatu yang lebih menonjol ialah adanya akumulasi peran “negara”
(state) di Aceh, termasuk dalam rangka resolusi konflik. Peran itu
dimainkan oleh pihak militer (TNI) dan kepolisian dengan pendekatan
keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjadikan “mesin
perang” sebagai motor penyelesaian konflik Aceh, ternyata sangat
fidak efektif. Perang, disamping meminta biaya ekonomi yang tinggi,
juga selalu meninggalkan biaya sosial dan kemanusiaan yang tidak
ternilai. Juga, akumulasi peran TNI/Polri yang sangat menonjol justru
membuahkan kelemahan pada peranan  akior-aktor lainnya. Ini
berarti sinergitas yang ingin dibangun melalui OT (Operasi Terpadu)
tidak tercapai. Oleh sebab itu, selain peran TNI/Polri dalam konflik
Aceh, penelitian ini juga mengamati secara seksama peran
pemerintah (Pusat dan Daerah), akademisi, intelektual, mahasiswa,
ulama serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Dengan demikian, untuk penyelesaian konflik Aceh ini perlu
dipertimbangkan berbagai pendekatan resolusi konflik serta cara
pelaksanaannya. Dialog, khususnya, lebih menyejukkan dibandingkan
melalui jalur perang, Secara keseluruhan, dari hasil penelitian tahun
pertama dan kedua ini telah dan akan dibuat rapid assessment dan



tentative academic guideline yang bisa dijadikan dasar untuk
pembentukan sistem (pre)manajemen konflik, khususnya konflik yang
bernuansa kekerasan yang masih berlangsung di Aceh, antara lain
melalui penghentian kekerasan, treatment dan relokasi.

Penelitian ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai
pihak, baik para tokoh Aceh dan non-Aceh pemerhati masalah Aceh
yang berada di Jakarta maupun yang berada di daerah penelitian,
khususnya para informan yang diundang ke Jakarta untuk wawancara
mendalam. Untuk itu para peneliti mengucapkan banyak terima kasih
kepada berbagai pihak tersebut di atas. Di samping itu para peneliti
juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila  terdapat
kekhilafan dan kesalahan selama penelitian.

Tentu saja laporan penelitian ini masih mempunyai banyak
kekurangan, oleh karena itu para peneliti sangat mengharapkan kritik
dan masukan yang bermanfaat dari para pembaca agar hasil
penelitian ini bisa lebih baik lagi.

Akhir kata, hasil penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung
jawab para peneliti khususnya dan LIPI pada umumnya.

Jakarta, Desember 2004

Proyek Penelitian “Konflik Di
Indonesia: Penyebab, Karakteristik
dan Penyelesaian Jangka Panjang”.

Peneliti Utama
Ttd.
Thung Ju Lan
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

dalam status keadaan darurat sipil, setelah selama setahun (19

Mei 2003 - 19 Mei 2004) dalam status darurat militer.
Sebagaimana aspek dan kondisi lainnya, masalah dan  penanganan
konflik Aceh berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab PDSD
(Penguasa Darurat Sipil Daerah) yang dipimpin oleh Gubernur
Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam)'. Perubahan status terjadi
ketika Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri,
mengeluarkan Keppres Nomor 43 Tahun 2004, sebagai regulasi
dasar untuk mengakhiri kekuasaan PDMD (Penguasa Darurat Militer
Daerah) yang menjalankan mandat yang diberikan Pemerintah Pusat
sejak tanggal 19 Mei 2003, berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun
2003, untuk melaksanakan Operasi Terpadu yang terdiri atas:
operasi pemulihan kineria pemerintahan daerah, operasi penegakan
hukum, operasi kemanusiaan dan operasi militer. Dengan status baru,
operasi terpadu yang dilaksanakan pada masa PDMD  tetap
dilanjutkan dengan penekanan prioritas yang berbeda. Meskipun
PDSD menyatakan operasi pemulihan kinerja pemerintahan, operasi

5 aat ini Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berada

' Berhubung Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam menjadi tersangka dalam kasus korupsi, maka dengan Instruksi
No.43 tanggal 18 November 2004 Penguasa Darurat Sipil Pusat (PDSP)
mengalihkan kepemimpinan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) dari
Gubernur Kepala Daerah Provinsi NAD kepada Kepala Polda Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam waktu yang sama pelaksanaan Darurat

Sipil (DS) di Aceh diperpanjang enam bulan sejak tanggal 19 November
2004.
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kemanusiaan, operasi penegakan hukum akan lebih ditingkatkan,
namun operasi militer tetap dilanjutkan juga.

Lahirnya Keppres No. 28 Tahun 2003 yang kemudian diganti
dengan Keppres No. 43 Tahun 2004, sebenarnya mempunyai latar
belakang yang sama, yaitu dinyatakannya bahwa Provinsi NAD masih
dalam keadaan bahaya dengan tfingkat pemulihan keadaan yang
belum kondusif di beberapa wilayah. Dilihat dari proses penyelesaian
konflik  menandakan  gagalnya langkah-langkah  penghentian
permusuhan  kedua belah pihak, antara GAM dan Pemerintah
Republik Indonesia. Meskipun situasi di Aceh relatif agak mereda,
namun harus disadari bahwa hal itu belum sepenuhnya menjamin
permasalahan konflik di Aceh dapat dituntaskan. Kondisi riil masih
menunjukkan tanda-tanda belum hilangnya kontak senjata antara
GAM dengan pihak TNI-Polri. Di sisi lain, walaupun telah ada tanda-
tanda  peningkatan  “keamanan” di  Aceh, dengan indikasi
berkurangnya daerah hitam (daerah yang menurut TNI masih dikuasai
GAM), namun jika memahami arti “keamanan” dalam pengertian
sosiologis, maka saat ini Aceh sesungguhnya sedang memasuki masa

yang paling sulit dalam situasi transisi dari perang ke arah konflik
yang “tidak menentu.”

? Kata keamanan diberi tanda kufipan karena sifatnya masih terlalu
semu, belum sepenuhnya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari situasi
perang menuju pada situasi perdamaian yang positif; bahkan untuk menuju
kepada tanda-tanda perdamaian yang negatif pun masih terlalu sulit
diwuvjudkan. Tanda-tanda dari munculnya masa perdamaian positif dalam
suatu wilayah konflik yang berbentuk perang seperti di Aceh adalah adanya
penurunan terhadap tindak kekerasan, pembunuhan dan kontak senjata di
lokasi konflik. Situasi di Aceh lebih cocok disebut “aman,” dengan tanda
kutip, karena merupakan situasi transisional yang dapat berubah ke arah
perdamaian negatif, ataupun sebaliknya ke arah konflik yang lebih keras
dalam bentuk meningkatnya tindak kekerasan dan intensitas kontak senjata
antara kedua belah pihak.
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Dalam teori konflik, setiap konflik akan melalui tahapan pra-
konflik, konflik dan pasca konflik. Salah satu ciri dari situasi transisi
dari konflik ke pasca konflik ditandai oleh adanya antiklimaks dari
situasi konflik yang bersifat keras, dalam hal ini perang, untuk menuju
situasi konflik yang bersifat lunak atau perdamaian yang bersifat
negatif, yaitu situasi transisional yang sifatnya amat tergantung pada
berbagai faktor yang mempengaruhi. Dalam masa transisional seperti
itu, dibutuhkan suatu langkah-langkah yang konkret dari pemerintah
pusat dan daerah serta “pihak-pihak yang terlibat dalam konflik”
untuk menyusun agenda sosial, budaya, ekonomi dan politik sebagai
kerangka bagi terwujudnya situasi transisional yang mengarah pada
penghentian permusuhan secara total.

Mengapa hal ini menjadi penting bagi konflik Aceh? Pertama,
dari penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa cara-cara militer
yang “diselewengkan,” dengan berbagai implikasi sosial, politik dan
kemanusiaan, justru merupakan faktor pemicu dari berlanjutnya
konflik di Aceh dengan fingkat dukungan aktor kunci konflik yang
semakin luas dan membesar. Perasaan sebagai korban yang tidak
bersalah dan martabat sebagai sebuah bangsa yang “dijajah,” oleh
Jawa turut pula memperbesar dorongan bagi tumbuhnya Gerakan
Aceh Merdeka pasca Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut oleh
pemerintah pusat. Tidak tuntasnya penyelesaian Aceh di masa
terjadinya “pemberontakan”® DI/TII ternyata turut pula mempengaruhi

® Perbedaan penyebutan istilah di mana untuk DI/TII disebut
peristiwa sementara untuk ASNLF disebut gerakan, adalah karena faktor
historis. Dalam salah satu klausul Ikrar Lamteh sebuah ikra/perjanjian antara
DI/TIl dengan ABRI dan Pemerintah Rl waktu itu, disebutkan bahwa untuk
menetralisir istilah pemberontakan DI/TIl karena pemerintah dan ABRI sering
menggunakan sebutan itu, maka semenjak ada ikrar Lamteh istilah
pemberontakan  kemudian  direvisi sebagai  peristiva  dan  bukan
pemberontakan. Sementara penggunaan istilah gerakan untuk menyebut apa
yang dilakukan oleh Hasan Tiro sejak 1976, karena sejak awal mereka
menyebut dirinya memang dengan istilah gerakan -- lihat singkatan GAM

3
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sisa-sisa kekecewaan atas masalah harga diri dan perspektif historis
masyarakat Aceh terhadap integrasi politiknya kepada Indonesia.

Akibat dari beberapa residu konflik Aceh yang tidak
terselesaikan secara tuntas itu, justru tidak mempersempit wilayah
konflik di Aceh, sebaliknya wilayah konfliknya justru semakin meluas,
dengan aktor-aktor konflik sebagaimana digambarkan  dalam
penelitian tahun pertama yang sangat kompleks. Di sisi yang lain,
konflik yang berkepanjangan, di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
yang dihuni oleh kurang lebih 4,2 juta penduduk,* akan berdampak
bagi kehidupan mereka. Dari segi etnik, penduduk Aceh sangat
beragam. Selain yang dikenal sebagai orang Aceh, sebenarnya ada
kelompok masyarakat etnik Gayo, Alas, Singkil, Aneuk Jamee,
Tamiang, Simeleu, dan lain-lain. Namun demikian Aceh sering
dianggap sebagai hasil osmosis dari keseluruhan unsur etnik tersebut,
sehingga ke-Acehan bukan saja sebagai perekat di antara mereka,
tetapi juga telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas
orang Aceh. Akan tetapi suatu kenyataan pula bahwa selain mereka,
di wilayah Aceh juga telah berdiam warga etnik lain, seperti Jawa,
Sunda, Batak, Minangkabau, dan lain sebagainya. Wilayahnya sendiri
sangat luas, yaitu sebesar 57.366,57 km? yang meliputi 119 pulau,
35 gunung, dan 73 sungai. Sebagian besar wilayah daratnya adalah
kawasan hutan yang sangat luas, sekitar 4.130.000 ha (74,54%), dan
sebagian dari kawasan hutan tersebut tergolong hutan lindung (25,
46%), sementara sisanya adalah hutan produksi dan  kawasan
pemukiman serta pertanian. Dari segi pemerintahan, NAD terdiri atas
18 kabupaten, satu kotamadya, satu kota administratif, 454
kecamatan, 5.862 gampong (desa).’®

(Gerakan Aceh Merdeka). Ini adalah kesimpulan dari beberapa narasumber
yang diwawancara, Oktober 2003 pada penelitian tahun pertama.

* Aceh Dalam Angka, 2002.

% Ibid.
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Sensus Penduduk (SP) di Aceh tahun 2000 yang diumumkan
Agustus 2001, menunjukkan jumlah penduduk Aceh tahun 2.000
tercatat  sekitar 4.010.865 jiwa, dengan perbandingan jumlah
perempuan mencapai 2.012.596 jiwa, dan jumlah penduduk laki-laki
1.998.269 jiwa. Kondisi penduduk Aceh pada tahun 2002 cukup
memprihatinkan karena dari 4.166.040 penduduk Aceh pada tahun
tersebut, 33, 84% atau 1.409.828 orang di antaranya masuk dalam
klasifikasi miskin. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2000
yang hanya sebanyak 1.101.368 orang (26,50%), atau tahun 2001
sebanyak 1.223.704 orang (30,43%). Penyebabnya adalah double
impacts dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan imbas
konflik bersenjata di Aceh. Sebagai imbas konflik, banyak yang
kehilangan mata pencaharian, dan banyak pula yang tak berani
melakukan pekerjaan apapun di desanya.

Dalam situasi konflik, ditambah dengan akibat kegagalan
upaya penghentian permusuhan (CoHA), dan trauma sosial-historis
atas pelaksanaan operasi militer di masa-masa  sebelumnya,
diasumsikan bahwa gagasan-gagasan perdamaian, sebagai langkah
untuk penyelesaian konflik, sulit untuk diterapkan. Apalagi sebagian
besar penduduk Aceh, sebagaimana telah disinggung di afas,
mengalami penderitaan yang cukup parah, baik dari segi psikologis,
sosiologis, ekonomi maupun dari segi kehidupan sosial lainnya.
Dengan pengalaman penanganan inisiator-inisiator konflik yang
sebelumnya diadili dan dihukum dengan hukuman yang cukup berat,
maka peran sosial masyarakat dalam konflik diasumsikan berada
dalam situasi yang cukup dilematis. Tingkat kepercayaan dan ruang
sosial masyarakat untuk mengambil inisiatif dalam langkah-langkah
perdamaian memang masih sulit diharapkan. Peran ini seharusnya
dimulai oleh pemerintah daerah dan pusat sebagai inisiator langkah-
langkah perdamaian.

Namun, ketika masa darurat militer di Aceh yang berlangsung
setahun ternyata membawa dampak pada sulitnya pemerintah daerah
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untuk menjalankan fungsi mereka, baik sebagai pelayan masyarakat
maupun sebagai pihak yang seharusnya melindungi rakyatnya dari
gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, bagaimanakah
seharusnya pemerintah daerah menjalankan aktivitas pemerintahan
dan program-program pembangunan sebagai upaya untuk Aceh
recovery dalam situasi konflik yang sedang mulai berubah? Apakah
dengan status darurat sipil saat ini, di mana Gubernur sebagai
penguasa PDSD, merupakan suatu pintu kemudahan bagi pemerintah
daerah menjalankan aksi dan programnya?2. Hal ini sangat penting
untuk dicari penjelasannya.

Peran negara (pemerintah daerah, aparatus negara seperti
TNI-Polri, maupun institusi pemerintahan yang lain) merupakan suatu
keniscayaan dalam upaya untuk menyelesaikan konflik Aceh saat ini.
Oleh sebab itu, orientasi pemecahan masalah kemudian menjadi
salah satu bentuk ukuran untuk melihat sejauhmana peran pemerintah
daerah dalam konflik yang sedang terjadi. Dalam konteks orientasi itu
pula, penting pula untuk mengetahui sejauhmana sesungguhnya
pihak militer mempersepsikan konflik yang sedang ferjadi, khususnya
dalam memandang kelompok-kelompok masyarakat di luar Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) atau yang sekarang sering mereka sebut
sebagai Gerakan Separatis Aceh (GSA). Selain itu, adakah perbedaan
antara pelaksanaan operasi militer pada masa darurat militer dengan
di masa lalu dan bagaimanakah perilaku aparat dalam melakukan
operasi militer? Lebih jauh lagi, orientasi politik dalam perkembangan
politik mutakhir di Aceh perlu dijadikan sebagai salah satu acuan
dasar dalam kajian ini, baik perspektif politik yang ditawarkan oleh
beberapa partai  politik maupun yang diajukan oleh negara
(pemerintah).  Orientasi politk GAM dalam rangka penyelesaian
situasi konflik yang sedang terjadi di Aceh juga perlu mendapat
perhatian.

Diasumsikan bahwa ruang sosial budaya masyarakat Aceh
amat dibatasi dalam sitvasi darurat militer yang lalu. Namun,
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bagaimana unsur-unsur masyarakat Aceh memandang diri mereka
dalam hubungannya dengan konflik dan situasi konflik yang sedang
terjadi, sangat perlu dijadikan subyek pengamatan. Hal ini harus
dilakukan karena persoalan sosial budaya bag; masyarakat Aceh,
terutama unsur adat (budaya) dan agama (Islam), merupakan dua
unsur  yang dominan dalam  mengendalikan  gerak hidup
masyarakatnya.® Kultur Islam mengisi alam pikiran orang Aceh;
keyakinan orang Aceh; dan rasa bersatu (sense of belonging) orang
Aceh, sehingga masyarakat Aceh merupakan sebuah bangsa yang
sejok lama, sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, telah memiliki
tatanan sosial sendiri. Tatanan sosialnya digambarkan dalam suatu
konfigurasi  sosial  sebagai  berikut:  Pertama, menyangkut
kepemimpinan, terbagi atas unsur eksekutif (Poteu Meureuhom);
yudikatif (Syiahkuala); legislatif (Putroe Phang), dan pertahanan
(Lakseumana). Sistem kekuasaan ini direkatkan oleh nilai-nilai dan
norma-norma adat dalam tangkup kaidah Islam, sehingga dalam hal
ini pemimpin agama merupakan salah satu simbol utama dalam
konfigurasi sosial budaya Aceh, di samping pemimpin adat.

Kondisi ini secara derivatif menurun ke dalam sendi-sendi
institusi sosial Aceh yang lebih kecil seperti dalam struktur komunitas
desa (gampong). Pemimpin agama yang terefleksi dalam tokoh
Imeum Meunasah sebagai simbol hukum, dan tokoh Keuchiek
sebagai simbol penataan adat yang diayomi oleh semacam “dewan
orang-orang tua” (Tuha Peuf) merupakan cerminan derivatif dari
unsur legislatif gampong. Orang Aceh memandang Imeum Meunasah
sebagai “ibu” dan Keuchiek sebagai “ayah.” Konfigurasi adat dan
agama dalam tatanan hidup mereka ini menjadi benteng dan
referensi orang Aceh dalam merepresentasikan dirinya, dan dalam

¢ Tim Peneliti LIPI, Bara Dalam Sekam, (Bandung: Mizan, 2001),
him. 54.
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menghadapi dan mempertahankan diri dari ancaman luar, termasuk
konflik yang sering berkecamuk.’

Meskipun dengan timbulnya konflik yang berkepanjangan,
telah mempengaruhi peran uloma dalam politik, khususnya sejak
peristiwa DI/TIl yang menyebabkan lembaga ini seperti “mati suri,”
bahkan PUSA yang didirikan sejak 1933 pun mengalami hal yang
serupa, namun memperhatikan sekecil apapun peran atau kontribusi
mereka daloam konflik, baik langsung maupun tidak langsung, masih
perlu dilakukan. Hal ini didasarkan pada situasi histories, budaya
serta religi, di mana ulama diasumsikan masih menempati peran-
peran tertentu dalam komunitasnya masing-masing. Memang secara
umum peran mereka ini masih cukup dihormati dan masih dianggap
sebagai lembaga yang paling terhormat dibandingkan dengan
birokrasi dan partai-partai politik. Dengan kata lain, posisi ulama
tetap penting, karena simbol keagamaan dan adat bagi orang Aceh
yang terus terpelihara hingga sekarang. Namun demikian, harus pula
diakui pula bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat lain,
termasuk mereka yang berpendidikan tinggi yang bergerak di bidang
intelektual, mahasiswa dan LSM/NGO, yang memiliki peran-peran
tertentu yang tidak boleh dilupakan. Demikian pula dengan
keberadaan masyarakat umum yang sebagian besar dapat
dikategorikan sebagai silent majority atau mayoritas diam, harus
dilihat kontribusi mereka, baik langsung maupun tidak langsung,
dalam konflik serta dalam penyelesaian konflik yang sedang
berlangsung.

Karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa
sesungguhnya yang dikehendaki oleh masyarakat Aceh, serta
rumusan-rumusan seperti apa yang mereka inginkan, agar konflik
dapat diselesaikan dengan cara-cara yang efektif untuk jangka
panjang. Dengan demikian, perlu digambarkan seperti apakah

7 Ibid., him. 53.
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orientasi politik dan penyelesaion Aceh seperti apakah yang
dikehendaki oleh masing-masing aktor/kelompok, sehingga dapat
ditarik benang merahnya, kelompok mana yang menghendaki
penyelesaian dan kelompok mana yang menghendaki agar konflik di
Aceh terus berlangsung dengan pola dan karakteristiknya yang khas.

Dengan latar belakang itulah, penelitian  tahun  kedua
menfokuskan kajiannya pada beberapa persoalan peran berbagai
pihak dan unsur dari negara serta masyarakat dalam rangkaian
dengan konflik Aceh dan penyelesian yang diharapkan.

Fokus Kajian

Pada dasarnya kajian ini hendak melihat peran dari masing-
masing stakeholder dalam konflik yang terjadi di Aceh sejak 1998
hingga 2004. Peran di sini diartikan sebagai kontribusi, baik yang
bersifat positif maupun negatif, dari suatu kelompok yang langsung
maupun tidak langsung terlibat dalam konflik yang sedang ferjadi.
Gagasan-gagasan  mengenai  upaya-upaya  penyelesaian  konflik
merupakan salah satu wujud dari peran seperti itu. Begitu juga
dengan upaya-upaya nyata yang sudah dilakukan oleh masing-
masing stakeholder, baik oleh negara maupun oleh masyarakat,
dalam upaya menghentikan konflik. Dalam mempelajari secara
mendalam peran negara dan masyarakat dalam konflik, kajian ini
secara integratif memfokuskan pada beberapa  permasalahan
mendasar berikut ini:

1. Sejauhmana peran dan orientasi pemerintah, baik pemerintah
pusat maupun daerah, dalam konflik Aceh? Langkah-langkah
atau program-program penyelesaian konflik apa saja yang telah
dijalankan selama tahun 1998-2003 (sebelum Operasi Terpadu
dilakukan), dan sejak Operasi Terpadu dilaksanakan hingga
tahun 2004 ini?



Bab 1 - Pendahuluan

2. Bagaimanakan peran dan orientasi masyarakat Aceh (Ulama,
Intelektual/Akademisi, LSM, dan lain-lain) dalam  konflik yang
terjadi¢ Bagaimana mekanisme survival masyarakat Aceh dalam
situasi konflik? Bagaimana respon masyarakat atas pelaksanaan
Operasi Terpadu pada umumnya, dan tentang pelaksanaan
operasi militer di Aceh khususnya?

3. Bagaimana respon Gerakan Aceh Merdeka atas  peran
pemerintah dan masyarakat dalam konflik Aceh dan sebaliknya,
bagaimana respon pemerintah dan masyarakat terhadap lahimya,
perkembangan serta kegiatan Gerakan Aceh Merdeka?

4. Apa dan bagaimana gagasan-gagasan negara dan masyarakat
sebagai upaya perdamaian atau upaya untuk menyelesaikan
konflik Aceh di masa depan?

Kerangka Pemikiran

Konflik Aceh adalah sebuah konflik yang dapat disebut
sebagai konflik identitas yang salah satu karakteristiknya adalah
tingkat ketahanannya, dan bahwa ia timbul, di atas semuanya, karena
isu identitas,® yaitu kultur ke-Aceh-an versus ke-Indonesia-an, di
samping adanya gagasan untuk membangun sebuah negara baru.
Karena itu konflik Aceh adalah konflik yang mengakar pada, atau
terwujud  dari  kombinasi dua elemen, yakni  faktor identitas
berdasarkan  kultur yang kuat dengan pandangan  (orientasi)
ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber daya ekonomi, politik,
dan sosial, akibat tidak adanya penegakan hukum (justice) di daerah
tersebut. Pada kenyataannya, dari 27 kasus konflik yang didasarkan
pada isu identitas pada 1996 yang terjadi di dunia, apabila ia

8 Peter Haris dan Ben Reilly, (eds.,), Demokrasi dan Konflik yang
Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator, (Jakarta: IDEA, 2000), him.
11.
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tergolong  sebagai  “konflik besar bersenjata,”” maka cara
mengakhiri/menyelesaikannya sangat sulit.

Snouck Hougronje pernah merekomendasikan kepada Hindia
Belanda waktu itu dengan mengatakan, “tindakan kasar dan tidak
manusiawi akan menuntut kehadiran pendudukan militer secara
abadi, sedangkan kehadiran itu akan menutup kemungkinan segala
macam kerukunan orang Aceh dengan pihak penjajah (Belanda),
Snouck Hurgronije, 1904.” Tidaklah mengherankan akhirnya Belanda
juga kurang berhasil menundukkan masyarakat Aceh. Ketahanan
kultur dan orientasi untuk tidak dijajah telah menyebabkan timbulnya
perang suci dari Serambi Mekkah.

Inilah yang sering disebut sebagai inti dari kultur perlawanan
masyarakat Aceh. Dari segi kulturnya, masyarakat Aceh adalah
masyarakat yang sangat dinamis. Pemikiran dan orientasi mereka
sangat dipengaruhi oleh kultur atau budaya yang membentuk
identitas mereka sendiri, yaitu kultur Aceh yang direkatkan oleh nilai-
nilai dan norma-norma adat dalam tangkup kaidah Islam. Seperti
telah dikemukakan sebelumnya, unsur adat dan agama merupakan
dua unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak hidup
masyarakat Aceh.'® Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai
persoalan seringkali alam bawah sadar kolektif masyarakat Aceh
menggiring mereka untuk cenderung mengulang pola sejarah
perjuangan mereka di masa lalu. Dalam teori identitas memang
disebutkan bahwa struktur-struktur historis tertentu melahirkan tipe-tipe
identitas tertentu pula yang bisa dikenali dalam kasus-kasus
individual."' Karena itu, orang Aceh memiliki identitas yang berbeda

? Ibid., him 16.

"% Tim Peneliti LIPI, Bara Dalam Sekam, (Bandung: Mizan, 2001),
him. 54.

"' Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Tofsir Sosial afas

Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta: LP3ES, 1990),
him. 248.
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dengan orang Indonesia lainnya (orang Jawa, Sunda, dan lain-lain),
termasuk dalam persoalan hubungannya dengan negara. Misalnya,
bagi mereka, ketika pengorbanan dan kesetican Aceh terhadap
Republik Indonesia tidak dihargai, bahkan cenderung dilupakan,
sementara ruang untuk kompromi dan tawar menawar sangat
terbatas, atau bahkan tertutup, maka orang Aceh terdorong untuk
memilih dan berpikir secara hitam putih, yaitu:“Meuhan ke Kee, bah
keu Jih,” (kalau tak untukku, biarlah untuknya).'? Karena itu, faktor
kultur dan identitas perlu dijadikan sebagai dasar untuk memahami
mengapa orientasi dan peran mereka dalam menghadapi situasi yang
terjadi selalu sama, dan proses adaptasi sosialnya terasa demikian
cepat dan cenderung mengikuti proses perubahan yang sedang
berlangsung. Dengan cara ini kita akan dapat memahami mengapa
mereka melakukan apa yang mereka lakukan, dan apa tujuan dari
tindakan tersebut bagi mereka sendiri.

Dialektika antara kultur, identitas dan kenyataan sosial pada
prinsipnya melahirkan orientasi sosial bagi warga yang berada dalom
suatu komunitas tertentu. Orientasi ini biasanya terkait dengan
sejauhmana mereka mempunyai peluang untuk bertahan hidup dalam
situasi tertentu. Memang terkadang amat pragmatis, tetapi di sisi yang
lain, terkesan ada idealisme-idealisme tertentu yang tersembunyi di
balik situasi atau keadaan fertentu. Memahami identitas kultur dan
identitas politik, atau identitas kolektif, bukan hanya secara kognitif,
tetapi sekaligus perlu melihatnya sebagai pendorong terjadinya peran
yang harus mereka lakukan. Hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa
melakukan analisis mengenai orientasi, baik orientasi politik, sosial
maupun ekonomi masing-masing kelompok atau stakeholder, karena
orientasi dan peran seseorang afau suatu kelompok seringkali
dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan historis, serta perubahan-

12 Hasballah M. Saad, “Aceh dalam Pangkuan Ibu Pertiwi”, dalam
Musni Umar (ed.), Aceh Win-win Solution, (Jakarta: Forum Kampus Kuning,

2002), hlm. 39.
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perubahan yang sudah, sedang dan akan terjadi. Apakah orientasi
tersebut lebih condong ke masa lalu, ataukah lebih mengacu pada
apa yang harus dicapai pada masa akan datang? Dengan cara itu
pula akan dapat diperlihatkan perbedaan antara orientasi yang
mendorong peran terfentu pada tingkat negara maupun pada tingkat
masyarakat.

Persoalan orientasi dalam kehidupan manusia sebenarnya
tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dijadikan sebagai
pedoman atau penuntun untuk berpikir dan berbuat, dan nilai-nilai ity
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pendukungnya. Oleh
karena itu, para ilmuwan sosial, terutama ahli antropologi
menyebutnya sebagai orientasi nilai  budaya, dan istilah ini
dikemukakan untuk pertama kalinya oleh Clyde Kluckhohn. Setelah
beliau meninggal, teori ini dilanjutkan oleh isterinya Florence
Kluckhohn, bersama-sama seorang ahli sosiologi bernama F.L.
Strodtbeck, dalam buku mereka yang berjudul Variation in Valuve
Orientation (1961). Pada intinya teori ini dapat dikembangkan
sebagai  konsep dasar untuk menjelaskan orientasi  kehidupan
berbagai komunitas atau kelompok sosial, seperti halnya masyarakat
Aceh. Secara ringkas konsep tersebut dapat digambarkan dalam
matriks berikut ini:

13
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Kerangka Kluckhohn
Orientasi Nilai Budaya Manusia'®

Masalah dasar
dalam hidup

Orientasi Nilai Budaya

Hakekat Hidup (MH)

Hidup itu buruk

Hidup itu baik

Hidup itu buruk
tetapi manusia waijib
berikhtiar supaya
hidup itu menjadi
baik

Hakekat Karya (MK)

Karya itu untuk

Karya itu untuk

Karya itu untuk

natkah hidup kedudukan, menambah karya
kehormatan,
dan
sebagainya
Persepsi manusia Orrientasi ke Orientasi ke Orientasi ke masa
tentang wakiu (MW) | masa lalu masa kini depan
Pandangan manusia | Manusia Manusia Manusia berhasrat
terhadap alam (MA) | tunduk kepada | berusaha menguasai alam
alam yang menjaga
dahsyat keselarasan
alam
Hakekat hubungan Orientasi Orientasi Individualisme
antar manusia kolateral vertical, rasa menilai tinggi usaha
dengan sesamanya (horizontal), ketergantungan | atas kekuatan
(MM) rasa kepada tokoh- | sendiri
ketergantungan | tokoh atasan
pada dan
sesamanya berpangkat

(berjiwa gotong
royong)

Konsep tersebut mencakup lima masalah pokok .dalam
kehidupan manusia dan selamanya dihadapi manusia di mana pun.
Dalam kasus Aceh, mungkin hal ini bisa diinterpretasikan sebagai

13

Dikutip dari Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan

Pembangunan, Cetakan kesepuluh, Jakarta: PT. Gramedia, 1983, him. 31.
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berikut: dalam kaitannya dengan konflik yang sedang berlangsung,
apakah cita-cita “kemerdekaan” GAM, misalnya, merupakan sesuatu
yang murni untuk masa depan masyarakat Aceh, atau hanya
merupakan nostalgia masa lalu (masa kerajaan) dari segelintir orang
Aceh yang menjadikan hal tersebut sebagai alat atau sarana untuk
mendiskreditkan apa yang terjadi di masa kini (sebagai bagian dari
Rl). Pemahaman yang benar tentang hal ini hanya bisa diperoleh dari

penelitian yang mendalam tentang orientasi nilai budaya masyarakat
Aceh.

Dalam perkembangannya, sesungguhnya konflik Aceh tidak
lagi sebatas tuntutan atas status Aceh sebagai “negara merdeka”,
tidak juga hanya sebagai sebuah keinginan yang merindukan kondisi
seperti kejayaan masa lalu  Kerajaan Aceh, tetapi sudah bertambah
arahnya ke berbagai sudut orientasi yang semakin tajam dan
kompleks, antara lain masalah-masalah  kepemimpinan, terutama
berpangkal dari kepercayaan masyarakat yang semakin  luntur;
solidaritas sosial kebangsaan (Indonesia) yang bertambah rapuh;
keteladanan yang semakin hilang; semakin jauhnya rasa keadilan;
lingkungan sosial politik yang semakin tidak kondusif untuk menata
kehidupan bernegara dan berbangsa.

Konflik Aceh dapat pula dilihat sebagai akibat dari
pengembangan sistem nilai yang baru yang berbeda dengan sistem
nilai yang lama, yang dilakukan oleh orang-orang Aceh yang hidup di
luar kebudayaannya (budaya lokal Aceh), seperti misalnya para
pemimpin GAM yang hidup di luar negeri. Mereka ini hidup di
lingkungan orientasi nilai budaya yang lebih terbuka (open minded),
mudah beradaptasi dan mengadopsi sistem nilai baru yang memiliki
gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup yang mereka miliki
sebelumnya, dan juga berbeda dengan gaya hidup mayoritas
masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pemikiran kebangsaan Aceh yang
ingin mereka wujudkan pada dasarnya lebih merupakan “demokrasi
ala Barat” yang tidak lagi bersandar pada ajaran-ajaran agama Islam
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yang melandasi orientasi nilai budaya mayoritas rakyat Aceh, yang
barangkali lebih mencita-citakan bentuk kerajaan. Dengan kata lain,
konflik di sini merupakan suatu pergulatan orientasi nilai social,

budaya dan politik yang belum pasti, masih berproses dan berubah-
ubah.

Dalam teori konflik, orientasi semacam ini diterjemahkan oleh
Ted Gur sebagai deprivasi relatif yang merupakan suatu keadaan
psikologis seseorang atau suatu kelompok dalam memahami realitas
kehidupan yang mereka alami. Deprivasi relatif ini pula yang
menyebabkan  terjadinya persepsi dan pemahaman masyarakat
terhadap realitas sosial yang mereka hadapi, serta pilihan-pilihan
peran yang harus mereka jalani dalam situasi konflik yang terjadi.
Konflik dipengaruhi oleh faktor deprivasi relatif ini apabila antara
harapan dan kenyataan amat jauh perbandingannya. Karena tidak
setiap tempat memiliki kesamaan faktor deprivasi relatif ini, maka
konflik yang terjadi dalam suatu komunitas masyarakat berbeda
dengan pada komunitas lainnya. Sebagai contoh, antara konflik Aceh
dengan konflik Papua jelas berbeda.

Hubungan antara orientasi dan peran pada hakekatnya dapat
diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya individual maupun
kolektif. Apakah sebagian atau seluruh orang Aceh berorientasi ke
masa lalu atau ke masa depan? Bagaimana pilihan-pilihan peran dari
berbagai pihak dalam masyarakat Aceh yang harus mereka jalankan
sehubungan dengan orientasi yang mereka milikie Dengan menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, kita akan dapat memahami
apa sesungguhnya yang dikehendaki/diinginkan oleh masyarakat
Aceh untuk mengakhiri konflik yang sedang terjadi, serta mekanisme
dan cara apa yang mereka pilih untuk mewujudkan itu.

Di dalam teori-teori konflik juga disebutkan bahwa peran bisa
berarti positif dan bisa berarti negatif. Peran positif adalah sebuah
peran yang mengacu pada upaya-upaya dan langkah-langkah untuk
terciptanya suatu perdamaian dan pengurangan tindak kekerasan
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dalam bentuk apapun. Sebaliknya, peran negatif adalah peran yang
diwujudkan dalam tfindakan untuk tetap “terpeliharanya” konflik.
Dengan mengkaitkan orientasi dengan peran suatu kelompok, maka
kita dapat membuat suatu tipologi atas peran pemerintah daerah,
pemerintah pusat, apparatus negara, maupun kelompok-kelompok
masyarakat dalam konflik di Aceh, baik peran itu merupakan peran
positif maupun peran negatif. Dengan pendekatan atau kerangka
pemikiran seperti itu, diharapkan akan diperoleh solusi-solusi
alternatif sebagai bagian dari pencarian model penyelesaian konflik
Aceh. Dengan menempatkan negara dan masyarakat sebagai bagian
yang integral dari konflik (part of conflict) dan juga sebagai bagian
yang integral dari resolusi konflik (part of conflict resolution), maka
akan dapat diperoleh suatu peluang bagi pemetaan, bagian mana
yang paling kuat, sehingga pendekatan secara terbuka sebagai
inisiatit penyelesaikan konflik dari masyarakat dapat dibuka dan
diwujudkan.

Dalam teori resolusi konflik, posisi dan peran masyarakat
dapat dianalisis melalui beberapa peran positif dan negatif sebagai
salah satu mekanisme pengendalian sosial. Karena itu, sejauhmana
sebenarnya peran lembaga-lembaga sosial di Aceh dalam konflik,
menjaga keutuhan masyarakat, dan dalam konteks perlawanan sosial
yang terjadi. Soekanto misalnya menyebut bahwa lembaga sosial
yang berfungsi pengendalian bertujuan untuk mencapai keserasian
antara stabiltios dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat
atau mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian
dengan keadilan/kesebandingan. Dengan demikian, pengendalian
sosial dipengaruhi oleh kepercayaan, agama, maupun norma-norma
sosial yang dipahami oleh masyarakat setempat.'* Sebaliknya, bila
orientasi dan deprivasi relatif atas kenyataan sosial dengan
perbandingan atas cita-cita dan harapan yang berbanding terbalik,

" A. Rani Usman, Sejarah Peradaban Aceh, (Jakarta: Yayasan

Obor, 2003), him. 63.
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dapat menimbulkan gejala-gejala  disharmonisasi  dalam  suatu
masyarakat, apabila lembaga-lembaga sosialnya “terancam,” seperti
keluarga dan lembaga agama. Karena itu, tak jarang ketika masa
DOM berlangsung, seringkali timbul pandangan bahwa Pemerintah
Jakarta telah berupaya untuk merusak masyarakat Aceh dengan
“menghina,” lembaga sosialnya yang paling kecil yaitu keluarga
dengan banyaknya kasus pemerkosaan dan penghilangan orang
dalam lembaga sosial terkecilnya. Bukan hanya itu, sendi-sendi
lembaga agama juga terkesan “dihancurkan,” diganti dengan
lembaga politik yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia.
Padahal lembaga-lembaga inilah yang merupakan institusi yang
dapat berperan untuk mengendalikan masyarakat Aceh dalam
keadaan damai, dan potensial bagi peluang perdamaian di Aceh ke
depan.

Metode Penelitian

Dalam situasi  konflik seperti di Aceh, terutama dengan
berlakunya darurat militer ataupun darurat sipil, maka tidak menutup
kemungkinan observasi langsung akan membawa berbagai kendala
bagi para peneliti. Karena itu, kajian ini amat tergantung pada
kelunakan dan good will dari pemerintah pusat dan penguasa darurat
militer serta penguasa darurat sipil untuk memberikan ijin penelitian.
Selain itu, unsur ketakutan dari pihak-pihak yang akan menjadi
responden penelitian pun bisa menimbulkan bias informasi yang
berbeda jauh dari kenyataan yang ada. Dengan kata lain, informasi
yang diperoleh akan terpola dalam dua bentuk: pertama, bahwa
informasi yang disampaikan memang apa adanya, atau yang kedua,
informasi yang disampaikan sama sekali berfolak belakang dengan
kenyataan, atau tingkat validitasnya rendah.

Dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang ada,
maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah model
wawancara mendalam (in-depth interview) yang melibatkan para
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responden yang mengetahui situasi dan keadaan aktor (kelompok)
sasaran penelitian, sehingga dimungkinkan adanya cross-check di
antara mereka sendiri. Selain itu, melalui FGD (Focus Group
Discussion), dengan mengundang para informan dengan unsur-unsur
yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari unsur negara maupun
unsur masyarakat, diharapkan dapat diperoleh informasi  yang
mendekati kenyataan yang ada. Dengan melakukan beberapa kali
peremuan semacam ini, diharapkan bias atau ketidak-validan
informasi dapat dihindari. Peneliti juga memeriksa dokumen-dokumen
sekunder yang dijadikan dasar untuk mengecek apakah informasi
yang diperoleh benar-benar valid ataukah hanya sebuah persepsi
atau opini yang direkayasa. Selain itu para peneliti juga melakukan
observasi atau pengamatan langsung sebagai salah satu cara untuk
mengukur tingkat kebenaran informasi yang diberikan informan.
Dengan saling mengisi antara satu metode dengan metode lainnya,
maka diharapkan tingkat akurasi data yang dikumpulkan pada
akhirnya tidak perlu diragukan lagi.

Salah satu kesulitan yang akan dihadapi di lapangan
barangkali adalah dalam upaya mendapatkan orientasi dan persepsi
pihak GAM. Salah satu strategi yang dapat ditempuh, apabila
memungkinkan, adalah dengan menemui beberapa anggota GAM
yang saat ini menjadi tahanan dan/atau mantan anggota GAM yang
sudah kembali ke masyarakat. Tentu saja dengan seizin pihak militer
dan penguasa darurat sipil (pemerintah daerah). Dengan cara itu
dimungkinkan untuk memperoleh informasi dari mereka untuk
melengkapi kajian yang komprehensif tentang konflik Aceh. Namun,
langkah dan strategi itupun pada akhirmya tidak dapat dilakukan
karena bermacam kendala.

Untuk memperoleh informasi dan dokumen yang diinginkan,
pada mulanya penelitian ini akan dilakukan di beberapa wilayah NAD
berdasarkan tipologi keamanan yang dibuat TNI' sebagai lokasi
pengumpulan data, yaitu: wilayah yang dianggap putih (aman),
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wilayah abu-abu (masih dikuasai oleh kedua belah pihak) dan wilayah
hitam (yang masih dikuasai oleh pihak GAM). Namun, rencana
tersebut belum dapat dilaksanakan karena pertimbangan keamanan
belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu penelitian hanya dilakukan
di Banda Aceh. Banda Aceh dapat disebut sebagai “daerah putih”
dan sebagai lokasi berkumpulnya semua pihak yang
berkaitan dengan konflik Aceh dan mereka adalah pemeran yang

(aman)

Bab 1 - Pendahuluan

sangat berarti untuk penyelesaian konflik tersebut.

Dalam penelitian lapangan telah  dilakukan wawancara

mendalam dan FGD dengan berbagai pihak, antara lain:

Narasumber/Informan/Responden penelitian

©® N OO A~

B e © )
> b~ o

Wakil Gubernur Provinsi NAD

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi NAD
Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD

Beberapa Anggota DPRD NAD

Kepala Bagian pada Dinas Kesbang Linmas
UNSYIAH (Dosen / Staf Pengaijar)

IAIN'Ar Raniry (Dosen / Staf Pengaiar)

Pimpinan Muhammadiyah NAD

Pimpinan Maijelis Permusyawaratan Ulama

Pimpinan dan pengurus Partai Bintang Reformasi NAD
Pimpinan dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera NAD
Pengurus BEM UNSYIAH

Pengurus BEM IAIN Ar Raniry

LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat)
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15. Tokoh Masyarakat
16. Anggota masyarakat lainnya
17. DIl

Dengan variasi informan seperti di atas maka penelitian ini
akan sangat berpengaruh dalam proses dan analisis data. Untuk
keperluan fersebut maka secara tfidak langsung dalam proses
pengolahan dan analisis data diperoleh perbandingan antara varian-
varian informasi yang didapat dari informan penelitian. Kategori
variasi informan sekaligus akan menjadi bagian dari model analisis
dalam setiap bab dari laporan ini yang dilakukan oleh peneliti atas
dasar teknik ilmiah penulisan penelitian yang bersifat deskriptif
analisis.

Sistematika Penulisan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian lapangan
(bulan Mei 2004) melalui metoda FGD (Focus Group Discussion) dan
wawancara mendalam (in-depdth interview), hasil penelusuran data
sekunder (bersumber dari buku, majalah, surat kabar, dokumen,
bahan arsip, catatan (lepas) perorangan, dlsb.), hasil-hasil workshop,
seminar dan diskusi, maka karya tulis yang merupakan laporan
penelitian tahun kedua (2004) disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

Bab 1, adalah pendahuluan yang didalamnya dijelaskan tentang latar
belakang, tujuan penelitian, kerangka teoritis yang memberi
arah serta wawasan penelitian selain merupakan sandaran
untuk melaksanakan kajian ilmiah atas masalah  konflik,
sebagaimana konflik Aceh. Dalam pendahuluan ini juga
dijelaskan metodologi penelitian tentang cara dan teknik
memperoleh data dan informasi secara optimal. Pendahuluan
ini diakhiri dengan menjelaskan lokasi penelitian, alasan
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Bab 2,

Bab 3,

Bab 4,

Bab 5,

Bab 6,

Bab 1 - Pendahuluan

pemilihannya, informan dalam penelitian serta sistematika
pembahasannya dalam laporan.

mengungkapkan kronologis konflik Aceh secara lengkap
sebagai “pintu gerbang” untuk mengetahui latar belakang,
penyebab, aktor atau pelaku yang menggerakkan munculnya
konflik dan alasan serta motivasi mereka melakukannya,
bagaimana proses konflik terijadi dan perkembangan
selanjutnya. Kronologis ini sangat penting untuk mendapatkan
“ramuan” yang tepat dalam merumuskan suatu model
pendekatan penyelesaian konflik Aceh secara komprehensit
dan bermartabat.

mengedepankan peran Pemerintah  Pusat (non TNI/Polri)
dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi NAD dalam rangka
penyelesaian konflik Aceh melalui kiprah pembangunan yang

dilakukan.

menjelaskan berbagai macam peran yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, khususnya melalui peran serta TNI/Polri
dalom rangkaian konflik Aceh yang berlarut-larut. Dalam
bagian ini dijelaskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh
“kelembagaan” negara tersebut, bagaimana  mereka
melakukannya, respon  masyarakat  terhadapnya  dan
bagaimana pengaruhnya terhadap konflik Aceh, apakah
mengarah kepada penyelesian konflik atau, bahkan, menjadi
bagian yang mempersubur konflik itu sendiri.

mengemukakan peran para akademisi, intelektual dan
mahasiswa. Bagaimana kiprah mereka dan respon yang
didapatkan, bagaimana mereka berperan, motivasi, tujuan
yang diinginkan, serta kendala-kendala yang ada dalam
melaksanakan peran.

membahas mengenai peran dan orientasi ulama dan

LSM/NGO dalam rangka penyelesaian konflik Aceh.
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Bab 7, sebagai penutup yang berisi kesimpulan laporan, rancangan
strategi  dan  pendekatan  alternatif  serta  beberapa
rekomendasi untuk penyelesaian konflik Aceh.
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BAB 2
KONFLIK ACEH:
DARI DI/TII KE GAM (GERAKAN ACEH MERDEKA)

Dulu, Daud Beureueh ingin membentuk negara
yang berdasarkan Islam. Tapi kini tidak. Gerakan
yang dipimpin Hasan Tiro, ingin mendirikan negara
Aceh yang berasaskan pemerintahan nasional.

(Ismail Suny, Republika, 1 Agustus 1999)

paut dengan konflik, peristiwa dan pergolakan, sejak masa

kerajaan-kerajaan di Aceh dahulu, masa penjajahan kolonial
Belanda, masa kemerdekaan Rl (masa Orde Lama), masa Orde Baru
hingga masa Reformasi saat ini. Dilihat sebagai sebuah kronologis
peristiwa, mungkin GAM lebih erat kaitannya dengan konflik Aceh
dalam rangkaian pemberontakan DI/TIl yang muncul pada masa
Orde Lama. GAM sendiri lahir pada masa pemerintahan Orde Baru,
kemudian dalam masa reformasi saat ini menjelma menjadi sebuah
konflik yang semakin kompleks. Upaya menghubung-hubungkan
GAM dengan masa-masa kerajaan di Aceh, bahkan juga dengan
masa kolonial Belanda, selain merupakan rentetan yang tidak
proporsional, juga lebih banyak merupakan romantisme - sejarah.
Masalahnya, arfi, makna dan semangat konflik-konflik  tersebut
berbeda, juga karena mengedepankannya akan sangat tidak
produkiif dalam mencari titik penyelesaian konflik Aceh saat ini.

Seiorch Aceh memang untuk sebagian besar adalah bersangkut

Konflik Aceh yang terjadi sampai sekarang, dimulai ketika
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendeklarasikan kemerdekaan Aceh-
Sumatera pada tahun 1976. Deklarasi kemerdekaan ini membuat
pemerintah R.I. menganggap GAM sebagai kelompok pemberontak
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separatis dengan tujuan untuk memisahkan Aceh dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari sisi tokoh penggeraknya,
yaitu Tgk. Hasan Di Tiro, peristiwa ini sebenarnya bukanlah suatu
konflik antar Pemerintah R.I. dengan kelompok tertentu di Aceh yang
muncul seketika tetapi masih merupakan kelanjutan dari benihnya
yang sudah ditanam sejak 1 September 1954. Ketika itu, masih
dalam masa DI/TIl di Aceh, Hasan Tiro yang berada di New York
mengirim sepucuk Surat Ulfimatum kepada Perdana Menteri Ali
Sastroamidjojo dengan tuntutan “agar Pemerintah Rl menghentikan
genocide atau penumpasan pemberontakan DI/TIl, melepaskan
semua tahanan dan melakukan perundingan dengan pemimpin
pemberontak. Jika sampai batas waktu tanggal 20 September 1945
semua tuntutan itu tidak diindahkan, ia mengancam akan membuka
Perwakilan diplomatik DI/TIl di PBB dan seluruh dunia” (Sulaiman,
2000:13). Adanya ancaman tersebut Hasan Tiro mulai menunjukkan
kedongkolannya kepada pihak pemerintah Republik Indonesia.

Masalah DI/TI

Kemerdekaan R.l. yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta
pada tanggal 17 Agustus 1945 seharusnya menjadi titik tolak yang
potensial mengangkat ketertinggalan berbagai wilayah di Indonesia
sebagai akibat penjajahan kolonial yang sangat lama. Masa-masa
awal kemerdekaan semestinya menjadi ajang konsolidasi masyarakat
Indonesia yang majemuk — karena ferdiri atas beratus sukubangsa,
berpuluh agama dan kepercayaan serta wilayah yang berbeda-beda -
guna memperkuat  berbagai aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara. Namun, tidak semua berjalan sebagaimana diharapkan.
Kemerdekaan yang dicapai dengan susah payah ternyata dapat pula
berubah menjadi sebuah sumber kekecewaan. Hal ini terbukti karena
baru dalam beberapa tahun saja sejak kemerdekaan, sudah muncul
tindakan  yang  berseberangan  dengan  kepemimpinan  dan
kebijaksanaan Pemerintah Pusat.

26



Bab 2 — Konflik Aceh: Dari DI/TIl Ke GAM (Gerakan Aceh Merdeka)

Pemberontakan DI/TIl di Aceh muncul pada tahun 1953
merupakan protes terhadap perlakuan Pusat yang menempatkan Aceh
dan masyarakatnya dalam kondisi ketidakpastian.! Ketidakpastian
yang dimaksud terutama mengenai status daerahnya sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari seluruih wilayah Indonesia. Gerakan DI/TII
Aceh dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, karena
kekecewaannya terhadap Pusat, menjadikan Islam sebagai alternatif
bentuk negara Indonesia, dikenal sebagai NIl (Negara Islam
Indonesia). Bagi beliau, NIl lebih menjanjikan bagi kemajuan Aceh
dan masyarakatnya.

Berbagai penyebab yang mendorong lahirnya gerakan DI/TII
Aceh dimulai dari persoalan identitas masyarakat Aceh (ke-aceh-an)
yang dalam anggapan mereka kurang dihargai sampai kepada
kewenangan untuk mengurus daerahnya yang disepelekan oleh
Pemerintah  Pusat. Hal-hal itu sebagaimana tampak dalam
kesempatan masyarakat Aceh melihat daerahnya sebagai sebuah
provinsi yang otonom ditutup oleh pemerintah Pusat ketika Aceh
kembali digabungkan dengan Sumatera Utara (Sumut) sebagai
sebuah provinsi. Pada saat itu status Aceh hanya dianggap sebuah
wilayah  keresidenan dalam wilayah  Sumut. Demikian pula

' DI/TII sebenarnya pertama kali digagas oleh S.M. Kartosuwiryo
dan menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah tempat mendeklarasikan
gagasannya. Munculnya gagasan tersebut karena kekecewaan S.M.
Kartosuwiryo kepada Presiden Soekarno yang tidak memberikan kesempatan
kepadanya untuk mengimplementasikan ide-idenya dalam negara Republik
Indonesia yang baru merdeka. Dilihat dari sisi tersebut, dapat diketahui
bahwa ada perbedaan penyebab kekecewaan yang cukup signifikan antara
S.M.  Kartosuwiryo dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh.
Kekecewaan S.M. Kartosuwiryo dipicu oleh tidok adanya kesempatan yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat kepadanya untuk mengimplementasikan ide-
idenya di negara baru Republik Indonesia, sedangkan Teungku Muhammad
Daud Beureueh lebih memprihatinkan kedudukan dan status Aceh yang tidak
pasti dalam negara Republik Indoenesia.
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kesempatan mereka untuk membangun sebuah “pemerintahan” di
daerahnya tertunda. Keinginan orang Aceh untuk mengaktualisasikan
syariat Islam dalam kehidupan mereka tidak kesampaian karena
dihalang-halangi oleh Presiden Soekarno pada masa lalu.?

2 Penyebab munculnya DI/TIl Aceh yang dibidani oleh Teungku
Muhammad Daud Beureueh secara lengkap dikemukakan oleh Hasanuddin
Yusuf Adan (2003), sebagai berikut: (1) Soekarno mengingkari janij
dengannya untuk menjalankan hukum Islam di negara [Indonesia] yang
ketika itu berpenduduk 99% beragama Islam. (2) Soekarno tidak menepati
janji dengannya untuk menjadikan Aceh sebagai sebuah daerah yang
mempunyai otonomi dalam pemberlakuan hukum Islam secara penuh. (3)
Soekarno terang-terangan mendukung, membantu dan berpihak kepada
Partai Komunis Indonesia (PKI) serta menghina Islam. (4) Mengenyampingkan
syariat Islam dengan menjalankan sistem pemerintahan sekular, khususnya di
Aceh, yang dibenci oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. (5)
Menghancurkan struktur pemerintahan di Aceh dengan cara memindahkan
putra-putra Aceh keluar dan menggantikannya orang-orang dari daerah lain.
(6) Menurunkan pangkat dan jabatan Kolonel Husin Yusut sebagai orang
PUSA dari jobatannya selaku Panglima Divisi X menjadi Komandan Brigade
dengan pangkat Letkol pada tahun 1950. Brigade ini kemudian diletakkan
dibawah kekuasaan Panglima Bukit Barisan dibawah pimpinan Alex
Kawilarang. (7) Pemindahan Kepala Polisi Aceh Muhammad Insya dan
Komisaris Muda Yusuf Effendi ke Medan merupakan tamparan hebat bagi
Aceh. (8) Pemindahan semua batalyon tentara yang dipimpin putra Aceh
untuk keluar dari Aceh dan digantikan oleh orang luar yang kebanyakan
tidak beragama Islam. (9) Pembubaran Provinsi Aceh oleh Perdana Menteri
Mohammad Natsir dari Partai Masyumi yang dibacakan melalui corong
Radio Republik Indonesia (RRI) Kutaroja (Banda Aceh) pada 23 Januari
1951, menjadi penyebab utama meletusnya peristiwa berdarah di Aceh. (10)
Adanya peristiwa Razia (operasi) Ogos 1951 atau Razia Sukiman yang telah
menginjak-injak kehormatan ulama dan sekaligus bangsa Aceh yang dahuly
pernah menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia. Razia ini diperintahkan
oleh Perdana Menteri DR. Sukiman ke semua daerah untuk mencari sisa-sisa
senjata simpanan anggota komunis. Namun di Aceh diubah tujuannya untuk
mengganyang para ulama. (11) Pengambilan paksa sebuah mobil yang
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Adanya  kendala-kendala  tersebut,  pada  akhirnya
menggerakkan Teungku Muhammad Daud Beureueh, beberapa
pemimpin dan tokoh Aceh lainnya untuk memberikan reaksinya dan
dianggap sebagai refleksi persoalan harga diri yang dihadapi
masyarakat Aceh secara keseluruhan. Pertama-tama reaksi yang
diperlihatkan ialah  berusaha mengerti kesulitan yang dihadapi
negara Republik Indonesia yang masih seumur jagung, sebagaimana
ditunjukkan pada respon mereka terhadap Presiden Soekarno ketika
berkunjung ke Aceh pada tahun 1948. Mengingat keadaan Indonesia
sangat memprihatinkan, ketika baru saja menghadapi agresi kolonial
Belanda I, maka pengandaian Soekarno bahwa Republik Indonesia
tinggal setangkai payung, tangkainya ada di Aceh, payungnya ada di
Yogya dan Aceh dapat dijadikan sebagai daerah modal untuk
merebut kembali wilayah Republik yang diduduki Belanda ternyata
sangat menyentuh hati dan perasaan orang Aceh. Permohonan
Soekarno agar Aceh tetap berada dipihak Republik dan membantu
perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan direspon secara
positif, bukan hanya oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh
secara pribadi, tetapi oleh seluruh ulama Aceh. Sesungguhnya
sambutan atas kunjungan Soekarno itu adalah upaya menegaskan
kembali keseriusan, keikhlasan dan semangat rakyat Aceh dalam
mendukung negara R.l. seperti maklumat yang dikeluarkan pada
tanggal 15 Oktober 1945 yang menyerukan seluruh rakyat Aceh
berdiri di belakang “maha pemimpin Soekarno”.

Sebagai imbalannya, Teungku Muhammad Daud Beureueh
mohon kepada Presiden Soekarno agar memberi kebebasan kepada
rakyat Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Pada saat itu Soekarno
menjawab tidak ada masalah karena 90 persen rakyat Indonesia juga
memeluk agama Islam. Ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh

dipakai Gubernur Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh, oleh
Gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim, merupakan pukulan berat bagi
Aceh dan bangsanya.
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menyodorkan secarik kertas agar dibubuhi tanda tangan Soekarno
sebagai bukti persetujuannya, ternyata Soekarno menangis karena
merasa tidak dipercaya oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh.
Kemudian Soekarno bersumpah bahwa di daerah Aceh nanti akan
diberikan hak menyusun rumah tangga sendiri sesuai dengan syariat
islam. Teungku Muhammad Daud Beureueh sendiri ternyata tidak lagi
minta jaminan karena iba melihat Presiden Soekarno menangis
terisak-isak.

Setahun kemudian kesetiaan kepada Republik Indonesia
kembali dibuktikan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh ketika
menolak permintaan Wali Negara Sumatera dr. Teungku Mansyur
yang menawarkan kepada Aceh untuk menjadi negara bagian
Sumatera. Pada saat itu Teungku Muhammad Daud Beureueh
mengatakan bahwa perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada karena
kami tidak bermaksud membentuk Aceh Raya dan lain-lain.
Selanjutnya Daud Beureueh mengatakan bahwa kita mempunyai
semangat republiken.

Namun, dua tahun setelah kunjungan Soekarno ke Aceh,
kegelisahan mulai terlihat ketika status Provinsi Aceh yang dikukuhkan
oleh PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) pada tahun 1949
mulai digugat. Hal ini mengingat adanya penataan kembali status
provinsi. Kemudian pemerintah memutuskan melebur Aceh ke dalam
Provinsi Sumatera Utara. Teungku Muhammad Daud Beureueh
sempat mengadakan kunjungan ke Jakarta untuk melobi dan
mengadakan negosiasi dengan Presiden Soekarno tentang status
Provinsi Aceh yang otonom. Namun uscha tersebut gagal dan
akhirnya pada tanggal 23 Januari 1951 Provinsi Aceh dibubarkan.?

3 Menurut Van Dijk (1983) proses pembubaran atau pengalihan
status Aceh itu sangat menyakitkan Teungku Muhammad Daud Beureueh
karena fidak adanya informasi yang sampai kepadanya. Bahkan dua hari
setelah keputusan diambil, pemerintah Jakarta melantik Abdul Hakim
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Kegelisahan para pemimpin Aceh semakin tajam  ketika
Presiden Soekarno berpidato di Kalimantan Selatan pada tanggal 27
Januari 1953 yang menyatakan bahwa ia menolak Islam sebagai
dasar negara Indonesia. Ucapan Soekarno ini dianggap oleh
Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai pelecehan terhadap
janji-janji yang pernah diucapkannya di Aceh tentang pemberlakuan
syariat Islam di Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh masih
teringat maklumat yang pernah dikeluarkan oleh ulama seluruh Aceh,
bahwa Aceh merupakan daerah modal bagi Republik Indonesia,
walaupun Indonesia ketika itu diumpamakan tinggal hanya setangkai
payung. Namun pada fanggal 21 September 1953 Teungku
Muhammad Daud Beureueh benar-benar patah arang dan payung
yang dianggap sebagai modal perjuangan kembali menutup jalan
negosiasi dengan dipukulnya genderang perang melawan Republik.

Selain ketidakpastian status Aceh dalam bingkai negara
Republik Indonesia, salah satu sebab lain yang mendorong Teungku
Muhammad Daud Beureueh mengangkat senjata ialah  karena
beredarnya sebuah dokumen rahasia yang oleh pengikutnya di DI/TII
disebut sebagai “les hitam” atau daftar hitam. Les hitam tersebut
menjadi berita yang hangat di Aceh karena beredar isu bahwa
Teungku Muhammad Daud Beureueh dan pengikutnya akan dihabisi.
Konon, adanya les hitam itu atas perintah perdana menteri Ali
Sastroamidjojo, namun ada pula yang mengatakan warisan dari
kabinet Sukiman. Isinya menggambarkan perseteruan antara Jakarta
dengan rakyat Aceh dan pihak Jakarta berencana akan membunuh
sekitar 300 orang Aceh melalui sebuah operasi rahasia. B.J. Boland
(1971) seorang sejarawan Belanda menerangkan bahwa sebenarnya
dokumen rahasia tersebut tidak pernah ada. Namun yang jelas apa
yang disebut oleh Van Dijk (1983) bahwa kebenaran dokumen

menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan ibukota Medan, padahal
ketika itu Teungku Muhammad Daud Beureueh masih duduk sebagai
Gubernur Jenderal yang membawahi Aceh, Langkat dan Tanah Karo.
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rahasia yang merencanakan pembunuhan  tersebut menjadi tidak
berarti ketika pemberontakan DI/TIl menemukan momentumnya
dalam bentuk tindakan Jakarta yang sewenang-wenang terhadap
status Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh yang disasar
dalam dokumen rahasia tersebut segera memukul genderang perang
dengan Jakarta. Tindakannya kemudian mendapat dukungan dari
rakyat Aceh, juga melalui Kongres Ulama Aceh di Medan serta
Kongres PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Hujatan terhadap
Soekarno pun tidak ketinggalan menambah panasnya suasana.
Puncaknya adalah ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh
mengeluarkan maklumat perang pada  September 1953  yang
menyatakan proklamasi lahimya Negara Islam Indonesia (NII) Aceh
dan daerah sekitarnya.

Persoalan status Aceh dalam negara Republik Indonesia pada
dasawarsa perfama masa kemerdekaan ternyata memang merupakan
masalah yang sangat krusial bagi rakyat Aceh. Tampaknya, hal itu
merupakan simbol harga diri yang harus ditegakkan  dan
diperjuangkan. Meskipun tfindakan perlawanan melalui  perang
terhadap Jakarta dilakukan rakyat Aceh, namun mereka tidak pernah
menyatakan diri untuk keluar dari bingkai negara Republik Indonesia.
Persoalan mereka ialah mencari “bentuk” negara Indonesia yang
ideal — jadi bukan berpisah dari Indonesia atau merdeka sebagai
sebuah negara sendiri - yang dapat memberi peluang bagi
pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Masalah DI/TIl Aceh, menurut tafsir politik, juga tidak jauh
berbeda. Dalam salah satu dari beberapa karya tulisnya, Nazaruddin
Syamsuddin (1990) menunjukkan melalui pembahasannya paling
tidak 3 (tiga) tesis, dan mengajukan tesisnya sendiri, yang
berhubungan dengan masalah pemberontakan DI/TIl Aceh. Pertama,
masalah DI/TIl Aceh adalah merupakan ungkapan konflik di antara
berbagai kekuatan dalam masyarakat Aceh sendiri. Tafsiran ini ingin
menyampaikan bahwa persoalan Aceh dalam dasawarsa pertama
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sesudah kemerdekaan R.l. adalah kelanjutan dari rivalitas yang terjadi
di Aceh sebelum Indonesia merdeka antara kaum ulama dan
ulebalang (bangsawan). Beberapa sarjana, tokoh dan kelompok yang
cenderung mengikuti asumsi ini antara lain W.F. Wertheim, seorang
sarjana Belanda, Pemerintahan Ali Sastroamidjojo dan S.M. Amin,
bekas Gubernur Sumatera Utara. W.F. Wertheim adalah sarjana yang
pertama kali menyebutkan bahwa konflik antara ulama dan ulebalang
di Aceh sebagai faktor penyebab pemberontakan DI/TIl. Ketika
Indonesia merdeka ulebalang, yang merasa tersingkir akibat ulah
kaum uloma pada masa sebelum kemerdekaan, kembali
memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam terhadap ulama
yang telah menyingkirkan mereka dalam gelanggang politik. Melihat
gelagat itu, pemimpin ulama merasa perlu meminta bantuan
Pemerintah Pusat, namun harapan mereka ditolak. Penolakan itu
menyebabkan para ulama menuntut otonomi untuk Aceh. Dengan
demikian, Pemerintahan Ali Sastroamidjojo menganggap tuntutan
otonomi Aceh dengan saloh satu tujuannya yaitu dapat menjadi
peluang bagi pengamalan syariat Islam  bukan penyebab
pemberontakan yang sesungguhnya, tapi hanya sebagai selubung
dalam pertikaian antara ulama dengan ulebalang. Bahkan S.M. Amin
menyatakan bahwa faktor agama sama sekali bukan penyebab
pemberontakan tersebut. Pemimpin Aceh hanya memanipulasi agama
untuk mendapatkan dukungan rakyat Aceh.

Kedua, dalam pandangan Herbert Feith pemberontakan itu
justru disebabkan oleh pergulatan atau konflik perpolitikan pada
tingkat nasional (Indonesia), khususnya konflik tahapan baru antara
Masyumi dan PNI (Partai Nasional Indonesia) pada tahun 1953.
Tanpa mengabaikan potensi konflik lokal (ulama versus ulebalang) di
Aceh, Feith menyatakan konflik ini adalah akibat disisihkannya
kelompok Masyumi dari kabinet Ali Sastroamidjojo yang dikuasai PNI.
Dan karena itu pula pecahlah pemberontakan di Aceh, salah satu
basis terkuat Masyumi. Bagi rakyat Aceh penyingkiran Masyumi
adalah sebagai pertanda bahwa pemerintah akan menghadapi para
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pemimpin setempat dengan cara yang lebih keras. Karena
kekhawatiran terhadap tindakan demikian itu, mendorong rakyat Aceh
mendahului dengan melakukan pemberontakan sebelum Kabinet Ali
Sastroamidjojo berbuat sesuatu yang mengakibatkan kerugian yang
lebih parah dalom kehidupan mereka.

Ketiga, Herbert Feith menyatakan pula bahwa pemberontakan
itu muncul karena dipicu oleh perbedaan kepentingan antara rakyat
Aceh dan Pemerintah Pusat. Intisari pandangan ini adalah bahwa
kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang mengejar sentralisme melalui
birokratisasi telah menyebabkan perselisihan dengan para pemimpin
Aceh yang memperjuangkan otonomi daerah mereka. Bagi sebagian
pemimpin Aceh, sentralisme bisa menjadi titk awal memudarnya
identitas sosial budaya masyarakatnya yang pedoman utamanya
agama Islam. Sebaliknya otonomi dapat mengangkat kembali
harapan terhadap pengembangan kehidupan  sosial-budaya dan
ekonomi yang telah diidam-idamkan oleh para pemimpin Aceh sejak
lama. Kegagalan otonomi, dalam arti tidak mendapatkan respon
positif  yang diharapkan secara layak dari pemerintah Pusat
menyebabkan timbulnya pemberontakan.

Keempat, Nazaruddin  Syamsuddin ~ (1990)  melihat
pemberontakan DI/TIl itu secara lebih eklektis, dalam pengertian
menggabungkan unsur-unsur yang kuat dari sefiap interpretasi yang
ada, disamping menunjukkan keterbatasannya. Dalam penafsirannya,
dio membedakan berbagai unsur yang membentuk setiap kubu
agama. Dengan memperhatikan keterlibatan para pemimpin agama
dalam politik, menjadi jelas bahwa konfigurasi keagamaan tidak
seluruhnya terdiri atas para ulama, karena politik mengharuskan
mereka menarik dukungan dari luar dunia mereka sendiri. Kondisi
demikian itu pada akhirnya menggambarkan bahwa sebenornyc
dalam suatu kelompok keagamaan, anggotanya terdiri atas ulama
dan non-ulama (“zuama”).
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Dalam hubungannya dengan pemberontakan DI/TII di Aceh,
terutama menyangkut penyebabnya, sebenarnya terdapat bentuk-
bentuk kekecewaan yang berbedo antara ulama dan zuama di Aceh
terhadap kebijoksanaan Pemerintah Pusat. Apabila  kekecewaan
ulama terkait dengan persoalan keagamaan, terutama pelaksanaan
syariat, yang masih sulit dilaksanakan; maka bagi kelompok zuama
lebih berhubungan dengan persoalan kedudukan mereka dalam
tatanan kekuasaan politik di daerah yang tfidak stabil karena sifat
ofonomi Aceh yang dilatarbelakangi oleh ketidakpastian, karena
timbulnya ancaman penghapusan status provinsi bagi Aceh. Bagi
para ulama, terutama anggota PUSA (Persatuan Ulama Seluruh
Aceh), otonomi bukanlah suatu hal yang dikhawatirkan tetapi lebih
merupakan alat untuk memelihara dan melindungi nilai-nilai agama
masyarakat Aceh yang merupakan kepentingan mereka yang lebih
besar. Berbeda dari ulama, para zuama secara langsung mengaitkan
persoalan otonomi dengan kepentingan politik mereka. Mereka
menganggap penghapusan status provinsi bagi Aceh adalah
ancaman serius terhadap kedudukan dan posisi mereka dalam
pemerintahan daerah. Kendatipun terdapat dua kepentingan yang
berbeda, namun adanya semangat ke-Aceh-an yang mengikat
sehingga dua kelompok fersebut sebenarnya mempunyai kesamaan
perjuangan menolak kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Mereka pun
harus melupakan perselisihan yang pernah muncul antar mereka.

Pemberontakan DI/TIl yang dimulai pada tahun 1953
berakhir pada tahun 1962 setelah berlangsung lebih kurang 9 tahun.
Pemberontakan itu berakhir melalui perundingan yang bermartabat
sehingga mendorong Teungku Muhammad Daud Beureueh turun
gunung atau kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Sampai
berakhirnya DI/Tll, Teungku Muhommad Daud Beureueh tetap
memimpin gerakannya dalam wadah ke-Indonesia-an. Hal ini berarti
orientasi pemikiran dan perjuangan Teungku Muhammad Daud
Beureueh sebenarnya tetap untuk Republik Indonesia, bukan didasari
keinginan membentuk sebuah negara baru di luar negara Republik
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Indonesia, sehingga apapun yang dilakukannya sesungguhnya juga
demi mengangkat ke-Indonesia-an itu sendiri. Tokoh kharismatik Aceh
ini memang termasuk kelompok pelopor tokoh pejuang kemerdekaan
Indonesia.

GAM (Gerakan Aceh Merdeka)

Kemerdekaan Aceh-Sumatra (Declaration of Independence
Acheh-Sumatra) diproklamalasikan oleh Tengku Hasan M. di Tiro
(disingkat Hasan Tiro) pada tanggal 4 Desember 1976.* Hari ity
merupakan titik awal dari konflik Aceh yang berlangsung sampai hari
ini dan memperhadapkan antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka)
dengan Pemerintah Republik Indonesia. Walaupun jika ditelusuri latar
belakangnya, sebenarnya cita-cita dan persiapan pembentukan GAM
itu sendiri sudah berlangsung cukup lama. Seperti disinggung di atas
benihnya sudah ditanam sejak 1 September 1954 dan tampak
nuansa separatisnya cukup menonjol karena ingin membentuk

* Tanggal 4 Desember 1976 sebagai hari berdirinya GAM, juga
sebagai hari proklamasi kemerdekaan Aceh-Sumatra, sebenarnya menijadi
subjek perselisinan tokoh-tokohnya. Sebagian tokoh GAM menyatakan hari
tersebut hanya hasil karangan (manipulasi) Hasan Tiro yang ingin
mengaitkan proklamasi GAM 4 Desember 1976 itu dengan kenangannya
terhadap hari kematian kakeknya Tengku Maat di Tiro yang dibunuh Belanda
pada 4 Desember 1911. Sebenarnya GAM lahir pada tanggal 24 Mei 1977,
dideklarasikan pembentukannya sebagai gerakan perlawanan terhadap
pemerintah Rl di kaki Gunung Halimun di Aceh Pidie dalam suatu upacara
yang sangat sederhana. Saking sederhananya sehingga dokumen
pembentukannya pun tidak lengkap. Acara proklamasi ketika itu hanya diisi
pernyataam lisan dan sambutan lisan dari beberapa tokohnya. Pada saat itu
Hasan Tiro tidak hadir karena masih ada di Amerika. Proklamasi ity
kemudian disusul dengan pembentukan Kabinet Pemerintahan Aceh-Sumatra
pada tanggal 28 Mei 1977. (Lihat, Neta S. Pane, Sejarah dan Kekuatan
Gerakan Aceh Merdeka — Solusi, Harapan dan Impian, PT Grasindo, 2001).

36



Bab 2 — Konflik Aceh: Dari DI/TIl Ke GAM (Gerakan Aceh Merdeka)

perwakilan di PBB dan seluruh dunia, di luar perwakilan negara
Republik Indonesia yang sudah ada. Dengan alas an itu pula,
seorang informan penelitian menyatakan bahwa perbedaan antara
Teungku Daud Beurueh dengan Hasan Tiro adalah pada komitmen
dan orientasi perlawanannya terhadap RI. Sejak awal tujuan Hasan
Tiro dengan GAM-nya adalah kemerdekaan di luar negara Indonesia
yang sudah merdeka.

GAM lahir pada masa Orde Baru. Masalah sosiologis yang
menjadi penyebab munculnya GAM karena sebagian masyarakat
Aceh, terutama bagi mereka yang kemudian menjadi tokoh-tokoh
GAM, memandang pemerintah Orde Baru ketika itu tidok mempunyai
kesungguhan dalam membangun wilayah Aceh dan tidak mempunyai
niat mensejahterakan masyarakatnnya. Pemerintah Orde Baru bahkan
menjadikan “masyarakat Aceh sebagai bonsai, boleh tumbuh tapi
tidak boleh besar”, demikian sebuah ibarat yang menggambarkan
keadaan mereka. Padahal sejok masa-masa itu di Aceh sudah
didirikan perusahaan industri besar LNG (Liquified Natural Gas).
Namun kehadiran industri tersebut ditengarai hanya menambah
beban psikologis masyarakat Aceh karena mereka tetap sajo hidup
dalam kemiskinan di kampung halaman mereka yang menjadi sumber
kekayaan pihak lain.

Kemunculan GAM pada mulanya diposisikan oleh pemerintah
Indonesia (Orde Baru) sebagai sebuah gerakan lanjutan dari DI/TII
Aceh. Hal ini hendak dibuktikan dengan upaya pemerintah (Pusat)
menciduk tokoh Tengku M. Daud Beureueh, tokoh utama dan
pemimpin DI/TIl Aceh, dari rumahnya di Aceh hanya sekitar lima
tahun  setelah  GAM  terbentuk  dan  memproklamasikan
kemerdekaannya. Tokoh kharismatis Aceh ini  kemudian dikirim
paksa, walaupun dalam keadaan sakit, ke Jakarta dengan alasan
demi menjaga keamanan dan menjaga ketertiban. Alasan lainnya
ialah akan dijadikan saksi pada persidangan anggota Komando Jihad
(Komii) (Al Chaidar, 1999). Oleh karena semua itu memang hanya
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“sandiwara”, dan tuduhan yang dilontarkan ialah Tengku M. Daud
Beureueh dianggap inspirator pembentukan GAM, maka beliau perlu
“dirumahkan” di Jakarta.

GAM sendiri sejak berdiri sampai sekitar akhir dasawarsa
tahun 1980-an, sesuai dengan posisinya dalom pandangan
pemerintah  Rl, dianggap sebagai GPK (Gerakan Pengacau
Keamanan), gerakan separatis, kaum pemberontak dan, oleh karena
itu, anggota, tokoh dan simpatisannya menjadi sasaran “tembak”
(ditekan, diserbu, dihancurkan),  oleh pemerintah dan aparat
keamanan Rl. Sampai pada tahun 1998 ketika DOM dicabut status
tersebut tetap disandangnya. Dalam pengertian sampai masa DOM,
GAM bukanlah suatu organisasi yang patut diajak berunding untuk
mencari penyelesaian konflik Aceh, tetapi GAM itu sendiri harus
dimusnahkan.

Perubahan baru terjadi setelah DOM dicabut, ketika terjadi
pergantian pemerintahan di Indonesia dari Presiden Soeharto ke
Presiden B.J. Habibie, juga masa Orde Baru berganti menjadi masa
Reformasi. Di mana-mana di Indonesia, termasuk di wilayah Aceh,
rakyat bebas menyuarakan isi hatinya dalom suasana demokratis
untuk kepentingan ideologi-politik yang dikehendaki, pembangunan
ekonomi, penegakan hukum dan keadilan, kehidupan sosial dan
budaya. Pada masa tersebut tercipta pula “momentum” yang sangat
tepat untuk kembali melontarkan kritik, tuntutan dan permintaan
tanggung jawab terhadap berbagai jenis pelanggaran yang pernah
dilakukan  pemerintah  Orde Baru. Bagi masyarakat Aceh,
pelaksanaan Operasi Jaring Merah atau lebih terkenal dengan
sebutan kasus  DOM (1989-1998) dengon segala akibatnya
senantiasa diangkat sebagai sebuah contoh “iragedi kemonusnocn
ciptaan Orde Baru yang tiada bandingannya.

Pada masa-masa itu, terutama ketika terjadi  “peristiwa
Robert” sebagai pemicu digelarnya DOM oleh pemerintah RI, GAM
juga berubah dari hanya sebuah kelompok gerakan politik menjadi
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berkembang pula sebagai perlawanan bersenjata. Perkembangan
demikian membuat rakyat dan masyarakat Aceh yang terutama
menanggung dan merasakan akibatnya. Dalam  perkembangan
kondisi seperti itu pula beberapa kelompok yang berhubungan
langsung dan/atau mempunyai perhatian terhadap penyelesaian
konflik Aceh mengusahakan untuk  mencari, mempersiapkan dan
menyusun strategi penyelesaian konflik tersebut. Dengan kata lain,
mereka berupaya mengaktualisasikan peran-peran yang mempunyai
orientasi kepada penyelesaian konflik sesuai dengan kapasitasnya
masing-masing.  Kelompok- kelompok yang dimaksud ialah pihak
Pemerintah Rl (Pusat dan Daerah), pihak TNI/Polri, masyarakat
akademis/intelektual, ulama dan tokoh masyarakat lainnya serta juga
kelompok LSM/NGO. Strategi penyelesaian konflik oleh masing-
masing kelompok tersebut, kendala-kendala resolusi konflik yang
dihadapi serta implikasi konflik itu sendiri akan mengisi bab-bab
berikutnya dalam laporan ini.

Sebelumnya dapat dikemukakan bahwa upaya-upaya yang
dilakukan untuk penyelesaian konflik Aceh dari masing-masing
kelompok sampai hari ini belum ada yang benar-benar tepat.
Dikatakan demikian karena belum ada kesepakatan yang diterima
secara tuntas oleh pihak-pihak yang berselisih (NKRI dan GAM) dan
diterima pula oleh masyarakat Aceh serta dapat memberikan
kedamaian hidup dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan
dengan aman.

DI/TII (Aceh) dan GAM: Berbeda atau Sebuah Kelanjutan?

DI/TIl Aceh dan GAM mungkin sekali sebuah kelanjutan.
Dapat dikatakan demikian apabila kita hanya melihat dari segi
keterlibatan tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam
gerakan DI/TIl ternyata kemudian terlibat pula dalam GAM, sebutlah
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antara lain Teungku Umar Tiro dan Zainal Abidin Tiro. Bahkan tokoh
utama GAM, Teungku Hasan M. Tiro ketika telah berada di Amerika
Serikat, sempat menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah Rl
dalam hubungan dengan cara pemerintah Rl melakukan penumpasan
terhadap pemberontakan DI/TIl tersebut. Hasan Tiro menganggap
cara-cara itu adalah “genocid” - pembantaian sewenang-wenang
terhadap rakyat Aceh. Disamping menyampaikan kritiknya, Hasan M.
Tiro juga  mengancam akan membuka perwakilan diplomatik DI/TII
di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan di seluruh dunia.®

Bagaimana sebaliknya, jika dilihat dari segi keterlibatan eks
tokoh-tokoh DI/TIl dalam GAM2. Sebutlah antara lain keterlibatan
Teungku Muhammad Daud Beureueh, pendiri DI/TIl Aceh dalam
GAM, sebagaimana dilansir Isa Sulaiman (2000). Dikatakan bahwa
Teungku Muhammad Daud Beureueh ketika pada pertengahan 1971
dalam suatu kesempatan singgah di Amerika Serikat dalam rangkaian
perialanannya ke luar negeri, sempat mendiskusikan nasib “Bangsa
Aceh Sumatera” dengan Hasan M. Tiro. Dari diskusi itu bahkan
Teungku Muhammad Daud Beureueh mengharapkan pula agar
Hasan M. Tirolah yang bergerak untuk merealisasikan ide yang
kemudian menjadi cita-cita  GAM mendeklarasikan kemerdekaan
Aceh Sumatera pada tahun 1976.

Masih adanya hubungan dalom gerakan “sosial politik” di
kalangan tokoh-tokoh Aceh seperti diuraikan ini kemungkinan saja
hanya merupakan kesamaan perhatian atas nasib Aceh dan
masyarakatnya. Hal itu akan berlangsung selamanya bagi tokoh-
tokoh Aceh dimanapun berada dan dalam semua zaman. Namun,
dalam upaya mengantarkan perubchan terhadap masyarakat Aceh
ternyata terdapat perbedaan ideologi politik yang cukup mencolok
sehingga dapat pula disebut bahwa antara satu gerakan dengan
gerakan lainnya bisa jadi tidak ada hubungan yang pasti.

® Lihat, M. Isa Sulaiman, Aceh Merdeka — Ideologi, Kepemimpinan
dan Gerakan. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
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Baik gerakan DI/Tll Aceh yang muncul pada tahun 1953,
maupun GAM yang dideklarasikan pada tahun 1976 adalah sebagai
akibat dari rasa kecewa para tokohnya. Meskipun DI/TIl Aceh sangat
memperhatikan keadaan Aceh dan masyarakatnya dalam konteks
negara Republik Indonesia, tetapi ideologi politik DI/TIl Aceh sangat
berorientasi  kepada perkembangan demokrasi dan semangat
nasionalisme Indonesia itu sendiri. Dalam pengertian latar belakang
munculnya DI/TIl Aceh, para tokohnya berupaya untuk tidak
memisahkan Aceh dari negara Rl, tetapi menginginkan agar
pemimpin Indonesia pada masa-masa  sesudah  kemerdekaan
menjalankan pemerintahan  sesuai  dengan kondisi masyarakat
Indonesia yang bersifat majemuk. Hal ini berarti diperlukan adanya
otonomi bagi daerah-daerah sesuai dengan karakter penduduk
dengan latar belakang sosio-kulturalnya. Misalnya, bagi Aceh yang
masyarakatnya dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang patuh
dan taat agar diberikan keleluvasaan memberlakukan syariat dan
hukum Islam sebagai sandaran dalam berbagai aspek kehidupan
mereka. Dalam suatu  kesempatan Teungku Muhammad Daud
Beureueh, ketika menjabat sebagai Gubernur Militer  Aceh,
menyatakan antara lain:

“Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada. Sebab itu, kita
tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya dan
lain-lain  karena kita di sini adalah bersemangat
Republiken. ....Kesetioan rakyat Aceh kepada pemerintah
Republik Indonesia bukan dibuat-buat serta diada-
adakan. Tetapi, kesetiaan yang tulus dan ikhlas yang
keluar dari hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan
yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan
secara terpisah-pisah negara per-negara tidak akan
meguntungkan dan tidak akan membawa kepada

kemerdekaan yang abadi” .

¢ Pernyataan sikap Teungku Muhammad Daud Beureueh ini dimuat
lengkap oleh surat kabar “Semangat Merdeka” yang terbit di Banda Aceh
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Menurut beberapa sumber, keinginan rakyat Aceh seperti
yang dikemukakan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh
sebenarnya sudah pernah di-iya-kan oleh Soekarno dalam suatu
perfemuan di Meulaboh, Aceh Barat. Ketegasan dan kuatnya
komitmen Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama seluruh
rakyat Aceh akan kesetiaan mereka kepada negara Republik
Indonesia kemudian disebut oleh Presiden Soekarno sebagai “modal
bagi Republik Indonesia”. Hanya saja ternyata Soekarno tidak selalu
konsisten ferhadap sesuatu yang sudah di-iya-kannya  sendiri.
Soekarno melupakan janjinya untuk memberi keleluasaan bagi Aceh
menjalankan syariat Islam, bahkan Provinsi Aceh pun dilikuidasi
menjadi  bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan Teungku
Muhammad Daud Beureueh dicopot dari jabatannya  sebagai
Gubernur Militer Aceh.

Munculnya kemudian DI/TIl Aceh (1953) yang dipelopori oleh
Teungku Muhammad Daud Beureueh bukan karena pencopotan
iabatannya sebagai Gubernur Militer Aceh, tetapi kecewa karena
tidak diberlakukannya syariat dan hukum Islam di Aceh. Pernah
dikatakannya bahwa “Sudah ratusan tahun berlaku syariat Islam di
Aceh, tetapi baru beberapa tahun bergabung dengan R, sirna hukum
Islam di Aceh. Saya akan pertaruhkan segalanya demi tegaknya
syariat Islam di Aceh”. Ketika pertaruhan yang dimaksudkan digelar
fernyata  semangat ke-Indonesia-an tetap melekat pada semua
identitas dan simbol  gerakannya, misalnya dalam kata/kalimat

pada 23 Maret 1949. Diterbitkan tepat 5 (lima) hari sebelum diadakannya
Muktamar Sumatera di Medan yang digagas oleh Teungku Dr. Mansur dan
salah satu tujuannya ialah menggalang pendirian Negara Sumatera
Merdeka. Namun, dengan adanya sikap tegas Teungku Muhammad Daud
Beureueh tersebut di atas, maka Muktamar Sumatera menjadi fidak populer.
Demikian pula semangat Dr. Mansur untuk mendirikan Sumatera Merdeka
menjadi rontok. Untuk informasi yang lebih lengkap, lihat: Neta S. Pane,
Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi Harapan dan Impian,
Jakarta, PT. Grasindo, 2001.
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sebagai berikut: Maklumat NIl (Negara Islam Indonesia), Proklamasi
Negara Islam Indonesia di Aceh, Tentara Islam Indonesia (Tll), dan
lain sebagainya.” Sampai gerakannya berhenti dan bahkan hingga
akhir hayatnya, sesungguhnya Teungku Muhammad Daud Beureueh
adalah seorang “Republiken Indonesia” sejati.

Bagaimana dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka)?.
Apabila dilihat dari namanya sesungguhnya sudah sangat jelas apa
yang menjadi tujuan gerakan ini, yaitu suatu kemerdekaan.
Penggagas dan para tokohnya menginginkan Aceh yang merdeka
dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
penelitian lapangan seorang informan menyatakan bahwa  “sejak
awal GAM memang sudah dengan tekadnya, yaitu menginginkan
suatu kemerdekaan, bukan hanya sekedar tuntutan perbaikan,
rehabilitasi dari keadaan yang kurang baik menjadi baik bagi wilayah
Aceh dan masyarakatnya”. Kemerdekaan sebagai suatu batu loncatan
bagi restrukturisasi Aceh dinyatakan dengan jelas oleh Hasan Tiro
dalom Deklarasi Kemerdekaan Aceh Sumatera (Declaration of
Independence of Acheh Sumatera) pada tanggal 4 Desember 1976:

“Kami rakyat Aceh Sumatera menggunakan hak kami
bagi penentuan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah
pemerintahan terhadap tanah air kami, dengan ini
mempermaklumkan bahwa diri kami bebas dan merdeka
dari segala kontrol politik regim asing Jakarta dan rakyat
asing di pulau Jawa. ...Kita, rakyat Aceh, Sumatera,
tidak akan berselisih dengan orang-orang Jawa jika

7 Lihat, Proklamasi NIl (Negara Islam Indonesia) yang diumumkan di
Aceh Darussalam, pada 13 Muharram 1373 atau bertepatan dengan 21
September 1953. Teks proklamasi NIl Aceh selengkapanya dapat dilihat
pada lampiran.
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mereka tinggal di negeri mereka sendiri, dan jika tiada

mencoba menjadi penguasa atas kita”

Dari kutipan deklarasi GAM itu nampak keinginan mereka
untuk merdeka. Mereka dengan cara terbuka menyatakan bahwa
hanya dengan melalui kebebasan dan kemerdekaan dari Indonesia
(dianalogkan dalam kata-kata — kontrol regim politik asing Jakarta
dan rakyat di pulau Jawa) — masalah Aceh dapat diselesaikan. Bagi
GAM, kemerdekaan Aceh juga adalah harga mati karena merupakan

suatu langkah perlindungan terhadap hak sejarah pemerintahan di
tanah Aceh.

Apakah kemerdekaan dan negara Aceh yang dideklarasikan
GAM sesuai dengan keinginan rakyat Aceh dan pemerintahannya
bertumpu kepada syariat dan hukum Islam seperti masa lalu ketika
Aceh dalam bentuk kerajaan. Kendatipun Al Chaidar memberi judul
sebuah bukunya “GERAKAN RAKYAT ACEH - Jihad Rakyat Aceh
Mewujudkan Negara Islam” (1999), tetapi ketika membahas tentang
latar belakang munculnya GAM sama sekali tidak mengemukakan
dengan cukup kondisi-kondisi yang mengutamakan Islam sebagai
dasar bagi munculnya gerakan fersebut. Bahkan disebutkan bahwa
pulangnya Hasan Tiro ke Aceh dalam rangka mendeklarasikan GAM
(1976) justru membawa perubahan konsep, di mana konsep
kenegaraannya banyak bertentangan dengan Islam serta tidak sesuai
dengan adat istiadat masyarakat Aceh. Disamping itu banyak
persoalan kontroversial yang dimunculkan oleh Hasan Tiro sehingga
melahirkan sikap pro dan kontra dengan teman seperjuangannya
sejak awal.

8 Moch. Nurhasim, dkk. 2003. KONFLIK ACEH - Analisis Atas
Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian,
Jakarta, Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Lihat pula, Hasan Tiro,
The Price of Freedom: The Unfinished Diary, sebagaimana ringkasannya
dikutip dan disebarluaskan oleh Aceh Links
http://achehnet.tripot,com/price.htm.
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Menyangkut deklarasi GAM, menurut Al Chaidar (1999),
beberapa hal yang menjadi pertanyaan dan terasa janggal apabila
dipandang dari sudut Islam dan budaya Aceh, antara lain: (1) Naskah
proklamasi kemerdekaan Aceh tidak diawali dengan bismillah dan
tidak diakhiri dengan takbir. Oleh karenanya, proklamasi itu tidak
patut ditaati oleh mereka yang mengaku diri mukmin. (2) Pada alinea
terakhir proklamasi Hasan Tiro terdapat kata-kata “Siploh droe njang
po tanda droe nibak surat peunjata njoe ka mugule mate sjahid”
(Sepuluh orang tokoh yang menandatangani proklamasi ini sudah
terguling mati syahid) disanggah antara lain oleh Teungku Hasbi
Geudong dan memberikan usulan perubahan kalimat: “Meu ribee
ribee droe endatu bangsa Atfieh ka mugule mate sjahid nibak
peuntheuen nanggroe nan mulia njoe” (Beribu-ribu moyang bangsa
Aceh telah mati syahid dalam mempertahankan negara yang mulia
ini). (3) Klaim wilayah kekuasaan “Aceh Sumatera” yang meliputi
seluruh Sumatera sampai ke Lampung dianggap mengada-ada serta
mengindikasikan adanya penjajahan baru. (4) Bentuk negara yang
diinginkan Hasan Tiro adalah kerajaan, menurut beberapa koleganya
iika memang demikian seseorang yang lebih berhak adalah Tuanku
Ibrahim di Banda Aceh sebagai pewarisnya karena dia adalah anak
Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah (wafat 1982) yang pernah
dinobatkan sebagai putra mahkota pada tahun 1903. (5) Hasan Tiro
menetapkan bendera negara berbeda dengan bendera yang
diinginkan oleh para tokoh Aceh lainnya yang pernah ikut serta dalam
RIA (Republik Islam Aceh) dibawah pimpinan Teungku Muhammad
Daud Beureueh, yaitu bendera yang pernah dikibarkan sejak masa
kerajaan. (6) Hasan Tiro mengharamkan penggunaan bahasa Melayu
(Pase) sebagai bahasa persatuan (negara) dengan alasan sudah
menjadi  bahasa di  Jawa, meskipun para tokoh  senior
mengusulkannya bersama dengan bahasa Aceh. (7) Pijakan sejarah
Hasan Tiro hanya tfertuju kepada Teungku Chick Di Tiro dengan
keluarganya sampai tahun 1911 - saat syahidnya Teungku Ma’at Di
Tiro, sedangkan tokoh lainnya berpijak mulai dari Sultan Ali Mughayat
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Syah, Ali Riayat Syah Al Qahar dan Sultan Iskandar Muda,
‘bersombung sampai 1942 ketika Belanda hengkang dari Aceh.’

Dari penggalan riwayat pembentukan dan perjalanan DI/TII
dan GAM serta perilaku tokoh-tokoh utamanya yang dibahas secara
singkat di atas menunjukkan  bahwa sesungguhnya  terdapat
perbedaan ideologi politik yang sangat mendasar antara Teungku
Muhammad Daud Beureueh (DI/TIl) dengan Hasan Tiro (GAM).
Teungku Muhammad Daud Beureueh memperjuangkan kehidupan
Islami dalam kehidupan masyarakat Aceh khususnya, rakyat Indonesia
pada umumnya dan tetap dalam bingkai ke-Indonesia-an. Sementara
itu Hasan Tiro sejak awal menginginkan kemerdekan Aceh lepas dari
negara Republik Indonesia. Semangat Islam ternyata bukan sesuatu
yang dipentingkan baginya, dalam beberapa segi justru gerakan
nasionalisme ala “Barat” menjadi pedomannya. Kesamaan yang
menonjol bagi Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan Hasan

Tiro ialah bahwa keduanya memberi perhatian yang besar terhadap
Aceh.

? Mengatasi kejanggalan dan perbedaan pemikiran antara Hasan
Tiro dan tokoh-tokoh deklarator GAM lainnya pada akhirnya didamaikan
oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh.
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BAB 3
ORIENTASI PENYELESAIAN KONFLIK ACEH:
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

"

persoalan Aceh ketika masa DI/TIl  Teungku
Muhammad Daud Beureueh akhirya dapat diselesaikan
secara damai, di mana pendekatan melalui langkah
perundingan  Mr. Hardi [Wakil Perdana Menteri, diawali
pada 23 Mei 1959] yang mewakili pemerintah Republik
Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan dialog
dan musyawarah Kolonel M. Jasin [Panglima KDMA -
Komando Daerah Militer Aceh yang diembannya sejak awal
November 1960] dengan pihak DI/TII" dapat melunakkan
kembali hati Teungku Muhammad Daud  Beureueh
sehingga beliau bersedia turun gunung untuk berdamai.
Pertumpahan darah pun tidak terjadi lagi.”

Informan
Wawancara, Banda Aceh, Juni 2004

representasi aktor dari kalangan pemerintahan (sipil). Apa

kontribusi mereka dalam konflik Aceh, bagaimana konsepsi
(pemikiran) dan upaya mereka menyelesaikan konflik yang sudah
berlangsung lebih dari seperempat abad itu. Aktor-aktor yang
dimaksud adalah pihak pemerintah Pusat yang secara kelembagaan
terdiri atas MPR (Maijelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat), Presiden R.L dan beberapa
Departemen/Kementerian, juga termasuk Pemda (Pemerintah Daerah)

E D alam bab ini dibahas orientasi dan peranan negara dengan

' Dalam masa tersebut Aceh dikenal sebagai Republik Islam Aceh
(RIA) (lihat, Syamsuddin, 1990).
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NAD melalui akfivitas yang dilakukan oleh Gubernur NAD, lembaga
kedinasan, kejaksaan dan pemerintah tingkat kabupaten. Peran-peran
mereka bisa digambarkan melalui  berbagai aksi yang menunjukkan
orientasi serta mengarah kepada proses (re)konstruksi, implementasi
program.

Pemerintah Pusat

Mengawali  pembahasan,  kutipan  pembuka  yang
dikemukakan di atas merupakan sebuah pernyataan seorang
informan penelitian yang dapat menjelaskan bahwa peran Pemerintah
Pusat dapat menjadi sangat efektif apabila dilakukan dengan cara,
pendekatan dan strategi yang tepat. Tentang peran pemerintah Pusat
dalam konflik Aceh tidak hanya menyetop konflik tetapi juga harus
“mengisi” suasana awal pasca konflik menjadi suatu keadaan damai
yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam penjelesaian selanjutnya
beberapa informan menyatakan sebagai berikut:

“Kondisi damai itu berlangsung sekitar 14 tahun (1963-
1976). Dalam keadaan aman tersebut apa yang dilakukan
pemerintah  Pusat?. Bagaimana mereka mengisi  masa damai
tersebut?. Pemerintah Pusat bukannya memenuhi janjinya untuk
membangun Aceh, mengembalikan citra dan martabat rakyat Aceh
yang sudah dikebiri serta dilecehkan, tetapi ketika janji-janji itu
diingatkan kembali dan beberapa orang tokoh Aceh ingin berperan
aktif dalam membangun Aceh, pemerintah Pusat tidak memberikan
tanggapan sewajarnya.”

“Kefika penolakan itu kemudian direspon dalam bentuk suatu
gerakan, Pemerintah Pusat  kemudian menjadi  “berang”  dan
menganggap gerakan itu suatu pembangkangan. Pada akhirnya,
Pemerintah kembali mengirim bala tentara (pendekatan militer).
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Selama lebih dari dua puluh tahun kebijaksanaan demikian itulah
yang berulang-ulang ditunjukkan Pusat kepada rakyat Aceh. ....".

Dengan demikian, bagi warga Aceh, kebijakan militeristik
pemerintah Pusat seperti itu tidak akan menuai buah kepercayaan
dari rakyat Aceh. Kalaupun dalam berbagai proses rakyat Aceh
menunjukkan  “keikutsertaan-nya” dan/atau  memperlihatkan sikap
“mendukung” sifatnya hanya bersifat sementara. Tampaknya, hal itu
dilakukan  untuk  keselamatan  saja.  Mereka  menyesalkan,
pengorbanan rakyat Aceh yang direspon secara tidak layak oleh
Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, sumbangan rakyat Aceh pada
masa awal kemerdekaan R.I. berupa pesawat (Seulawah 1 dan 2)
sebagai peletak dasar perkembangan penerbangan (Garuda) di
Indonesia serta untaian emas untuk merekatkan kembali NKRI, justru
dibalas dengan melebur Provinsi Aceh sebagai sebuah keresidenan ke
dalam Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Pusat seringkali tidak
mengerti akan keadaan dan keinginan rakyat Aceh. Setelah masa
DOM (Daerah Operasi Militer) atau Operasi Jaring Merah dihentikan,
ketika itulah dapat diketahui betapa rakyat Aceh sangat menderita,
mereka hidup dalam kemiskinan, kebingungan, merasa tertekan di
berbagai aspek, namun pemerintah Pusat kembali lagi dengan
kebijakannya, yaitu menggelar kembali operasi-operasi militer, bukan
memberikan keamanan, kedamaion dan  kesejahteraan kepada
rakyat Aceh.?

2 Sejak tahun 1977, selang 27 hari setelah Hasan Tiro mendirikan
Aceh Merdeka (AM)-cikal bakal GAM pada Sabtu 4 Desember 1976 di Bukit
Halimon Kabupaten Pidie-mulailah panggung militer diatur di Bumi Iskandar
Muda. Diawali dengan Operasi Sadar dan Siwah (1977-1982), Operasi
Jaring Merah [DOM]  (Mei 1989-7 Agustus 1989), Operasi Wibawa
(Januari-April 1999), Operasi Sadar Rencong | (Mei 1999-Januari 2000),
Operasi Sadar Rencong Il ( Februari-Mei 2000), Operasi Cinta Meunasah |
(Juni-September 2000), Operasi Cinta Meunasah Il (September 2000-
Februari 2001), Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum | (Februari-
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Sesudah DOM dicabut, Presiden B.J. Habibie ketika itu
sebenarnya mempunyai gagasan dan/atau langkah awal yang cukup
memadai untuk menyelesaikan konflik Aceh. Beliau mengeluarkan
Keppres No. 74/M Tahun 1999 mengenai pembentukan Tim
Penasehat Presiden untuk [urusan] Aceh dan Keppres No. 97/M
Tahun 1999 yang menunjukkan bahwa melalui tim tersebut sudah
pernah diusulkan berbagai cara dan langkah-langkah yang perlu
diambil oleh Presiden dalam rangka penyelesaian masalah Aceh,
antara lain:

1) Agar Presiden berkunjung ke Aceh dan meminia maaf secara
terbuka kepada masyarakat Aceh akan kekeliruan pemerintah di
masa lalu.

2) Agar Pemerintah memberikan Amnesti Umum dan Rehabilitasi
kepada orang-orang GAM yang menghentikan perlawanannya
dan yang sedang ditchan dan atau yang sudah diputuskan
hukumannya oleh pengadilan.

3) Agar Pemerintah memberikan kompensasi dan bantuan khusus
untuk pendidikan bagi para korban kekerasan dan keluarga
dekatnya, yang lazim disebut sebagai “korban DOM - Daerah
Operasi Militer”.

Agustus 2001), Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum Il (September
2001-Februari 2002), Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum I
(Februari-Nopember 2002), Operasi Darurat Militer | (19 Mei-19 Nopember
2003), [Operasi Darurat Militer 1| (20 Nopember 2003-19 Mei 2004)].
Seperempat abad menyajikan operasi militer di Daerah Istimewa Aceh untuk
menyikat separatis. Mengharapkan mereka terkikis dan warga memburunya,
alih-alih GAM yang pada awal proklamasi[nya] hanya berkekuatan 12 pucuk
senjata dan 154 GAM, kini personil dan persenjataannya membengkak
menjadi ribuan (Sinar Harapan, Rabu 05 November 2003).
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4) Agar pembangunan ekonomi dan ekonomi kerakyatan segera
digalakkan di Aceh untuk dapat mengejar ketertinggalannya dari
provinsi-provinsi lainnya, dengan memanfaatkan perimbangan
keuangan yang lebih besar bagi Aceh, khususnya yang berasal
dari Sumber Daya Alam yang ada di Aceh terutama dari Gas dan
Minyak Bumi serta hasil Hutan dan Lautan.

5) Agar pemberlakuan “Tiga Keistimewaan Aceh” sesuai UU No. 24
Tahun 1956 tentang “Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh” dan UU No. 44 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh” segera diwujudkan,
yakni di bidang-bidang Syariat Islam, Pendidikan dan Kebudayaan
atau adat istiadat.?

Kendatipun Pemerintahan Presiden B.J. Habibie hanya
berlangsung dalam wakiu  yang singkat, namun sebagian besar
usulan langkah-langkah penyelesaian masaloh Aceh sudah mulai
dilaksanakan secara baik. Langkah Habibie yang mengunjungi Aceh
dan sempat mengadakan dialog dengan warga masyarakat dinilai
oleh banyak pihak sebagai tindakan yang sangat responsif dan
aspiratif  terhadap keinginan rakyat dalam rangka penyelesaian
konflik Aceh. Dalam dialog yang diselenggarakan di  Masjid
Baiturrahman Banda Aceh pada 26 Maret 1999 muncul sejumlah
tuntutan yang dilontarkan warga masyarakat Aceh dan semuanya
dijanjikan akan dipenuhi oleh Habibie. Dalam upaya memenuhi
janjinya, Habibie sudah memenuhinya sebagaimana seharusnya,
sehingga klaim yang menyatakan Habibie ingkar janji tidak benar

3  Tentang langkah-langkah  penyelesaian  masalah  Aceh

selengkapnya dapat diikuti dalam tulisan Usman Hasan (Ketua Tim Asistensi
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Jakarta) berjudul “Konflik
Aceh yang Mulii Dimensional dan Penyelesaiannya Secara Damai”, dalam:
Musni Umar (Penyunting), ACEH Win-win Solution, Penerbit Forum Kampus
Kuning, 2002.
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sama sekali. Menurut Prof. Dr. Ismail Sunny (Republika, 1 Agustus
1999; lihat juga: Al Chaidar, 1999) semua janji Habibie sudah
dipenuhi dan sementara dalam proses pelaksanaan. Kalaupun ada
yang masih tertinggal sisa hanya satu, yaitu soal pengadilan terhadap
pelanggaran HAM, meskipun pengusutannya sudah dilakukan pula.

Beberapa contoh pemenuhan janji Habibie, antara lain
bantuan kepada korban konflik, bantuan khusus kepada korban
DOM baik janda maupun anak-anak, perluasan Bandara Iskandar
Muda, pemberian amnesti, grasi dan abolisi terhadap sejumlah
narapidana politik Aceh, pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu
Sabang dan Kuala Langsa, dan lain  sebagainya. Mengenai
penyelesaian konflik Aceh, menurut Ismail Sunny, salah satu langkah
terbaik yang dilakukan ialah membentuk fim independen untuk
menindak secara adil para pelanggar HAM. Sebenarnya struktur
timnya sudah ada di bawah koordinasi Menko Kesejahteraan Rakyat,
sehingga hal lain yang perlu dilakukan adalah mengumumkan 26
nama anggota tim yang sudah diusulkan. Anggota tim yang masuk
dalam usulan terdiri atas tokoh masyarakat Aceh, kalangan militer
dan Komnas HAM.

Menanggapi langkah-langkah Presiden B.J. Habibie untuk
penyelesaian  konflik Aceh memang timbul pertanyaan akan
kemampuan beliau mengantar rakyat Aceh menuju pintu gerbang
kedamaian, kebebasan, keamanan, yang sudah lama dinantikan.
Ternyata, persoalannya bukan kemampuan namun kesempatan
jualah yang tidak dimiliki oleh B.J. Habibie karena beliau terdepak
dari kursi presiden tidak lama kemudian. Sebenarnya gagasan
Presiden B.J. Habibie yang mencoba menangani Aceh dengan lebih
mengedepankan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) —
melalui penunjukan Menko Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator
fim independen — muncul juga sebagai usulan dari beberapa
informan ketika peneliti melakukan penelitian di Aceh dalam bulan
Juni 2004. Mereka menyatakan bahwa yang dibutuhkan rakyat Aceh
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adalah kehidupan yang sejahtera secara sosial-budaya, ekonomi dan
politik dalam kondisi Aceh yang aman. Untuk itu penanganan
masalah Aceh ke depan sebaiknya diarahkan kepada tindakan-
tindakan yang menyumbang terhadap kehidupan yang sejahtera,
bukan diorientasikan kepada hal-hal yang membuat rakyat selalu
dalam kondisi was-was dan tidak aman. Penanganan sebaiknya di
bawah koordinasi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan
bukan di bawah komando Menteri Koordinator  Politik dan
Keamanan.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) beberapa masalah yang mengemuka di kalangan publik antara
lain proses dan penyelenggaraan peradilan  koneksitas  kasus
penembakan Teungku Bantagiah yang terjadi pada 23 Juli 1999.
Selain itu, diharapkan adanya langkah-langkah pemerintah yang
berorientasi kepada penyelesaian konflik Aceh maka dikeluarkanlah
beberapa Inpres, antara lain Inpres No. 4 Tahun 2001 tentang
Langkah-langkah  Komprehensif Penyelesaian Konflik Aceh yang
kemudian diperbarui dengan Inpres No. 7 Tahun 2001. Pemerintah Rl
menyelenggarakan pula dialog dengan GAM di Davos dan Jenewa.
Setelah itu diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 2002 tentang
Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam Rangka Percepatan
Penyelesaian Masalah Aceh yang berlaku pada tanggal 10 Pebruari
2002. Semua Inpres itu sebenarnya  dimaksudkan sebagai
mekanisme penanganan dan penyelesaian konflik Aceh secara lebih
baik dan bermartabat.

Penyelenggaraan  Peradilan  Koneksitas  terhadap  kasus
penembakan Teungku Bantagiah yang digelar mulai 19 April 2000
dan berakhir pada tanggal 17 Mei 2000, memang pada akhirnya
dapat memvonis para pelaku lapangan yang membantai Teungku
Bantagiah dengan para santrinya. Hanya saja peradilan koneksitas
tersebut gagal membongkar mofif peristiwa, pola-pola kekerasan
yang digunakan, penanggungjawab tertinggi yang sebenarnya dari
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peristiwa pembantaian di Dayah Babul Mukaramah, Beutong Ateuh,
di wilayah Aceh Barat itu.*

Menyangkut Inpres No.4 Tahun 2001, yang ditandatangani
11 April 2001, dan kemudian diperpanjang dengan Inpres No. 7
Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Dalam Rangka
Penyelesaian Masalah Aceh, sebenarnya untuk beberapa hal telah
dapat menghasilkan kondisi yang agak tenang dengan menurunnya
tingkat kerawanan di Aceh. Demikian pula dengan jumlah tindak
kekerasan fisik yang semakin kecil. Hanya saja karena dalam Inpres
tersebut juga menyertakan operasi militer sebagai salah satu aspek
yang tidak terpisahkan darinya ternyata berakibat sebaliknya dari
tujuan yang diharapkan. Percepatan perbaikan kondisi kemanusiaan,
penanganan masalah ekonomi, hukum dan sosial budaya di Aceh
tidak terjadi. Dampaknya justru memperlihatkan antara lain timbulnya
perpecahan masyarakat sipil Aceh antara yang setuju dan tidak setuju
dengan pelaksanaan Inpres tersebut, antara pro dan anti GAM, serta
berkembangnya sentimen dan stereotip negatif di  kalangan
masyarakat.

Diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 2002 tampaknya terkait
pula dengan belum adanya konsep yang jelas dan memadai dari
Gubernur NAD fentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam
masa implementasi Inpres No. 4 dan No. 7 Tahun 2001.
Persoalannya adalah karena setiap langkah Gubernur bersama DPRD
perlu adanya persetujuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan
didalamnya menyangkut hak prerogatif Presiden yang memerlukan
kejelasan dalam penggunaannya. Dengan adanya Inpres No. 1

* Mengenai Tragedi Teungku Bantagiah tersebut, informasi yang
penulis peroleh ketika sempat berkunjung di Beutong Ateuh selama dua hari
(2003) menyatakan bahwa tragedi itu terjadi karena lemahnya komunikasi
intelijen aparat TNI dan informasi yang salah mengenai apa dan bagaimana
sesungguhnya akdifitas Teungku Bantagiah dan santrinya di Beutong Ateuh.
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Tahun 2002 itu maka Gubernur NAD dengan bekerjasama Panglima
Kodam Iskandar Muda diberikan wewenang dan tugas melakukan
dialog untuk rekonsiliasi dengan semua unsur masyarakat Aceh,
termasuk didalamnya anggota GAM.

Kemudian dalam masa pemerintahan Presiden Megawati
Soekarnoputeri sudah diberlakukan Undang-Undang No. 18 Tahun
2001 tentang otonomi khusus NAD sebagai jalan bagi penyelesaian
konflik Aceh. Disamping itu juga upaya-upaya lainnya, antara lain:
Jeda Kemanusiaan, Moratorium, Inpres No.7 Tahun 2001, Inpres No.
1, Tahun 2002, CoHA (Cession of Hostilities Agreement) dan yang
sekarang sedang berjalan yaitu Operasi Terpadu dalam  status
Darurat Militer yang kemudian diganti dengan status Darurat Sipil.

Dari  sekian banyak upaya dan  kebijokan tersebut,
penggelaran Operasi Terpadu saat ini mendapat paling banyak
sorotan dari berbagai pihak sebelum dan ketika sedang dilaksanakan
bahkan sampai sekarang. Sorotan tajam terhadap kebijakan Operasi
Terpadu disampaikan antara lain oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat
Muhammadiyah, Prof. Syafii Maarif yang menyatakan bahwa “jika
operasi militer yang benar-benar ditempuh, maka berarti sama saja
dengan bunuh diri. Apapun alasannya, persoalan Aceh masih bisa
dilakukan dengan dialog, dan GAM juga masih bisa diajak dialog.
Oleh karena itu kepada Presiden Megawati diusulkan agar menunjuk
seseorang dari kalangan sipil yang diberi mandat penuh untuk
menyelesaikan masalah Aceh, yaitu Menko Kesra Yusuf Kalla.
Sebaliknya, kepada GAM diharapkan agar sadar diri bahwa tuntutan
kemerdekaan itu tidak akan mungkin dapat dicapai, sebab dari sudut
apapun, Aceh adalah daerah modal” (Sinar Harapan, 14 April 2003).
Sebagaimana  kebijakan-kebijokan pemerintah sebelumnya, upaya-
upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputeri diprediksi
tidok akan secara otomatis dapat meredakan kekerasan dan
ketegangan yang dirasakan masyarakat Aceh. Untuk mendapatkan
gambaran bagaimana pelaksanaan Operasi Terpadu di Aceh dalam
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dua masa Keadaan Darurat (Militer dan Sipil) yang berbeda, akan
dibentangkan dalam bab 4.

Kondisi seperti itu berlanjut dikarenakan oleh: (1) strategi
penyelesaian yang digelar pihak pemerintah belum sesuai dengan
tuntutan rakyat Aceh; (2) strategi penyelesaian Aceh secara politis
dari DPR-RI belum atau memang tidak muncul. Sehubungan dengan
ketidakmunculan itu maka (3) masalah Aceh seakan dibiarkan
menjadi urusan aparat keamanan semata atau sekedar menjadi
urusan aparat di daerah.

Namun, apabila dilihat dalam kerangka yang lebih luas,
terutama berhubungan dengan aspek pembangunan, maka upaya-
upaya yang sudah dilaksanakan pihak pemerintah  NKRI  dalam
rangka penyelesaian konflik Aceh meliputi:®

(1) Pembentukan Kodam | Iskandar Muda (1956) dan (2002);
(2) Operasi intelijen, teritorial dan militer;
(3) Cease Fire, Jeda Kemanusiaan dan Perundingan;

(4) Pemberian status Daerah Istimewa (misi Hardi 1959) dan
Otonomi Khusus NAD (UU No.18 Tahun 2001);

(5)  Rehabilitasi dan penampungan eks gerilyawan DI/TII;
(6) Pembinaan anggota GAM yang menyerah sebelum Darurat

Militer di sebuah Pesantren Seulemeun Aceh Besar dan
pembinaan tahanan Masa Darurat Militer di BPG Banda: Aceh;

5 Disampaikan oleh salah seorang Nara Sumber dalam penelitian
ini, yaitu Prof. Dr. Isa Sulaiman (sejarawan) pada tanggal 30 Juli 2003.
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Pemberian bantuan kompensasi sebesar Rp.3 juta kepada setiap
keluarga korban DOM;

Pembangunan rumah korban DOM;
Pemberian bantuan kepada pengungsi;
Pemberian Amnesti (1959) dan (1999);

Penetapan Pelabuhan Bebas Sabang (1970-1985) sejak
Tahun 2000;

Pemberian bagi hasil Migas 70% berlaku selama 8 tahun;

Pemberian status negeri kepada sekolah-sekolah agama,
penambahan sekolah agama, termasuk IAIN Ar Raniri;

Pengesahan Mahkamah Syariah;
Pembentukan Dinas Syariat Islam;
Perubahan Nomenklatur MUl Aceh menjadi MPU (Maijelis
Permusyawaratan Ulama) dan disertai peningkatan anggaran

belanja organisasi tersebut;

Penetapan Pelabuhan Udara Blang Bintang sebagai salah satu
Pelabuhan Embarkasi Haiji;

Peningkatan kerjasama regional.

Sebenarnya, pada awal pemerintahannya Presiden Megawati

menjadikan opsi “tanpa kekerasan” untuk menyelesaikan konflik
Aceh. Dalam kunjungannya ke Aceh dan pada kesempatan berpidato
di Masjid Baiturrahman Banda Aceh beliau menyatakan “tidak akan
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membiarkan lagi setetes darah rakyat Aceh menetes” karena konflik.
Pernyataan itu rupanya harus menjadi “catatan sejarah” saja, karena
tidak lama kemudian, justru atas persetujuannya pula maka Aceh
berada dalam keadaan darurat militer, dan OT (Operasi Terpadu)
dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi NAD.

PDMD (Penguasa Darurat Militer Daerah) dengan Operasi
Terpadu-nya yang lebih cenderung dinilai sebagai langkah “kebijakan
militer” pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Puteri yang baru
saja dinyatakan berakhir, ternyata wujudnya sama saja. Jika ingin
menyebut keberhasilan Operasi Terpadu atau PDMD, menurut
beberapa informan, mungkin hanya terletak pada tiga hal, yaitu (1) di
bidang pemulihan keamanan, berhasil menggiring tentara GAM ke
wilayah pinggiran (pedalaman) sehingga di daerah-daerah perkotaan
Aceh keadaannya relatif aman; (2) di bidang penegakan hukum,
berhasil membongkar praktek korupsi di lingkungan Pemda NAD; di
bidang operasi kemanusiaan berhasil menangani pengungsi akibat
konflik. Akan tetapi disisi lain kegagalannya cukup banyak, antara
lain: (1) tidak berhasil membersihkan Aceh dari pentolan bersenjata
GAM, padahal disebutkan di awal Operasi Terpadu akan
diselesaikan dalam waktu tiga bulan; (2) menjadikan rakyat Aceh
sangat tergantung pada kehadiran “aparat keamanan” untuk bisa
melakukan aktivitasnya di berbagai sektor, terutama di daerah-daerah
pertanian di pedalaman;  (3) penegakan hukum atas masalah-
masalah warisan masa DOM (pelanggaran HAM) sama sekali tidak
disentuh; (4) di bidang operasi kemanusiaan, khususnya bidang
pendidikan tidak berhasil mengantisipasi pembakaran sekolah-
sekolah; (5) ada kecenderungan membuahkan lebih banyak “potensi
konflik” baru (bersifat horizontal) diantara berbagai elemen
(pemerintah, masyarakat), seperti keberadaan  milisi di semua
kabupaten di Aceh, meskipun hal ini disebutkan muncul dari inisiatif
masyarakat sendiri.
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Berakhirnya masa darurat militer | dan Il (19 Mei 2003-19
Mei 2004) juga masih meninggalkan pertanyaan di kalangan
masyarakat khususnya yang menyangkut berapa banyak korban yang
jatuh (baik dari pihak TNI/Polri, GAM dan maupun rakyat sipil),®
bagaimana akuntabilitas pembiayaan Operasi Terpadu yang sudah
sebanyak 3 trilyun, untuk apa saja uang sebanyak itu, hanya dalam
waktu satu tahun?.

Selain kebijokan Pusat yang bersifat militeristik, beberapa
kebijakan lainnya yang juga menjadi agenda penelitian adalah (1)
pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Nanggroe Aceh Darussalam, dan (2) pelaksanaan Keppres No.43
Tahun 2004 tentang Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD).
Sementara pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2001 dan Keppres Nomor
43 Tahun 2004 akan dibahas dalam kaitannya dengan Pemda NAD
sebagai unit pelaksananya.

Pemerintah Daerah (Pemda) NAD

Sebulan pelaksanaan darurat sipil di NAD ternyata belum
banyak menghasilkan perubahan yang berarti. Kecuali di wilayah
perkotaan, seperti Banda Aceh dan kota-kota kabupaten lainnya,
kondisi NAD sebagai daerah konflik tetap dan masih dirasakan di

¢ Dalam keterangannya di DPR, Panglima TNI Jenderal Endriartono
Soetarto  menyatakan bahwa (1) personil GAM  masih tersisa 33%,
persenjataan GAM masih tfersisa 55%, anggota GAM menyerahkan diri
1157 orang, personil GAM tewas 1904 orang, senjata GAM yang disita
1012 pucuk. Sementara itu anggota TNI meninggal 130 orang, anggota TNI
yang luka-luka 369 orang, anggota masyarakat meninggal 565 orang,
anggota masyarakat luka-luka 291 orang. Selanjutnya, korban penculikan
dan penyanderaan 453 orang diantaranya 70 orang meninggal dunia, 247
orang dibebaskan (lihat, KOMPAS, 19 Mei 2004).

59



Bab 3 — Orientasi dan Penyelesaian Konflik Aceh: Pemerintah Pusat dan Daerah

wilayah pedesaan. Hampir setiap hari, di desa-desa pedalaman dan
pesisir pantai masih diberitakan adanya kontak senjata antara
TNI/Polri dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang mengakibatkan
jatuhnya korban di kedua pihak serta tidak ketinggalan pula adanya
korban  dari  warga  masyarakat  sipil.  Keadaan  tersebut
mengindikasikan bahwa walaupun pada saat ini GAM sudah digusur
ke wilayah pinggiran (berdiam di pedalaman), namun keamanan di
Aceh belum sepenuhnya pulih.

Perubahan status tidak serta merta diikuti oleh perubahan
keadaan yang kondusif di seluruh wilayah Aceh. Dalam beberapa
kesempatan, Panglima Iskandar Muda menyatakan bahwa selama
setahun PDMD, baru sekitar 50% tentara GAM berhasil dilumpuhkan.
Perubahan status Aceh, kendatipun mendapat sambutan  baik
sebagian warga masyarakat, namun sebagian lainnya menyatakan
bahwa penggantian status NAD dari keadaan darurat militer ke
darurat sipil hanya mengubah pengendali atau penguasa di tingkat
daerah saja, yaitu dari  pejabat militer (PDMD - Penguasa Darurat

Militer Daerah) ke pejabat sipil (PDSD — Penguasa Darurat Sipil
Daerah).

Apapun status NAD, sebenarnya kurang mempunyai makna
bagi kehidupan masyarakat Aceh. Tampaknya rakyat Aceh malah
menjadi “bingung” dalam menghadapi konflik yang berlarut-larut
tersebut.  Juga kebijakan  “penyelesaian”  pemerintah  Pusat.
Kebingungan tersebut bukan disebabkan oleh pupusnya harapan
hidup dalam kedamaian, ketenteraman dan rasa aman di masa yang
akan datang, tetapi karena kerisauan terhadap peran berbagai pihak
dalam konflik dan juga dalam mengamati kebijkan “penyelesaian”
pemerintah Pusat dalam konflik Aceh. Contoh konkrit dari rasa
bingung itu ialah ketika sebelum berakhirnya masa darurat militer, di
setiap kabupaten NAD muncul dukungan dan permintaan agar masa
darurat militer diperpanjang. Meskipun sebagian dukungan yang
muncul adalah berbentuk rekayasa. Namun, ketika pemerintah pusat
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memutuskan NAD sebagai daerah dengan status darurat sipil maka
masyarakat Aceh menyatakan rasa syukurnya dalam berbagai cara
dan bentuk.

Tampaknya, masyarakat NAD tidak lagi berpikir bagaimana
kebijakan Pusat diberlakukan atas mereka, mau darurat atau apapun
terserah saja, yang terpenting adalah bagaimana agar “selamat”
diantara bermacam kepentingan yang memanfaatkan konflik Aceh.
Peran apa yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat
terhadap konflik Aceh yang berkepanjangan, sayangmya mereka pun
tidok bisa menunjukkan sikap yang tegas. Bahkan terdapat sikap acuh
tak acuh di kalangan masyarakat bahwa siapapun yang memerintah
Indonesia bagi rakyat Aceh tidak menjadi masalah, karena yang
terpenting ialah bagaimana bisa hidup dalam kedamaian, keadaan
aman, dapat kembali lagi mencari nafkah secara leluasa, terjamin
kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.

Pemda NAD di bawah kepemimpinan Gubernur saat ini (Ir.
Abdullah Puteh) dan Wakil Gubernur Ir. H. Azwar Abubakar dimulai
pada tahun 2000, ketika keduanya memenangkan pemilihan pada
tanggal 4 November 2000, dengan perolehan suara 33 suara dari
54 anggota DPRD Aceh. Ketika memulai kiprah pemerintahannya,
NAD masih menghadapi konflik lanjutan dari adanya GAM (Gerakan
Aceh Merdeka) yang muncul sejak 1976. Penyelesaian konflik tersebut
sudah diletakkan sebagai tugas pokok dan/atau tugas utama
Pemerintah NAD selain beberapa tugas pokok lainnya. Garis besar
tugas pemerintah NAD selengkapnya adalah (1) penyelesaian konflik
Aceh, (2) perbaikan ekonomi rakyat, (3) mengisi keistimewaan Aceh,
(4) pembangunan daerah terpencil dan perbatasan. Rumusan tugas
pokok tersebut merupakan intisari dari bermacam jenis tantangan
yang dihadapi dan harus dicari solusinya sebagaimana termaktub
dalam visi dan misi pemerintahan NAD. Pemda NAD mempunyai visi:
“Terwujudnya Masyarakat Aceh yang Madani berdasarkan Islam”.
Sementara itu, misinya adalah sebagai berikut:
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Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam
semua aspek kehidupan masyarakat serta adat Aceh yang berjiwa
Islam.

Menciptakan tegaknya supremasi hukum dan hak azasi manusia
berlandaskan keadilan dan kebenaran yang bersifat universal.

Meningkatkan profesionalisme dan  spiritualisme  pemerintah
daerah yang berfungsi melayani masyarakat, produktit dan bebas

dari praktek KKN, sehingga dapat melahirkan pemerintahan yang
bersih.

Meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia
melalui peningkatan mutu pendidikan dan  kesehatan yang
memiliki akhlakul karimah, iman dan tagwa serta memiliki
keunggulan kompetitif dalam penguasaan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Membangun dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang
bertumpu pada ekonomi pasar yang berkeadilan, berbasis pada
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif serta
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Menetapkan perekonomian Aceh pada posisi yang kompetitif
dalam arus globalisasi dan liberalisasi regional dan internasional.

Mewujudkan pelaksanaan keistimewaan Aceh secara menyeluruh.

Perumusan tugas, visi dan misi tersebut tentu saja terkait

langsung dengan kondisi Aceh pada saat pimpinan Pemda NAD
terpilih yang masih diliputi konflik dan tugas rancangan kondisi Aceh
(pada saat pimpinan Pemda terpilih) yang masih diliputi konflik dan
masyarakatnya di masa depan yang akan dan ingin dicapai.
Bagaimana pelaksanaan  sebenarnya tferkait langsung  dengan
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pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Sehubungan dengan hal
itu, beberapa program pembangunan akan dibahas dalam laporan
ini, ferutama program yang ferkait dengan upaya dan usaha Pemda
NAD menangani konflik Aceh sesuai kewenangannya, termasuk
dampak konflik yang dirasakan oleh masyarakat. Program-program
dimaksud  dapat  digolongkan  kedalam  beberapa  sektor
pembangunan, pengembangan dan penanganan, antara lain: sosial
ekonomi, pemerintahan daerah, pendidikan dan masalah pengungsi.

Sosial Ekonomi

Pembangunan sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemda
NAD saat ini, meskipun berkaitan langsung dengan program
peningkatan potensi dan kemampuan ekonomi daerah, namun
kurang berhubungan dengan penyelesaian konflik Aceh. Pengaruh
keberhasilannya pun yang dapat dirasakan oleh rakyat banyak masih
minimal. Terdapat kontradiksi antara potensi daerah atau sumber
daya alam Aceh yang kaya raya dengan nasib sejumlah warganya
yang justru menderita dalam kemiskinan.

Ketika berusaha menggali pengalaman dan pendapat warga
masyarakat tentang kiprah pembangunan ekonomi Pemda NAD saat
ini, kebanyakan respon yang diberikan ialah “tidak ada yang benar-
benar berarti”. Bagi mereka, Pemda NAD hanya berusaha
membangun dan/atau menggerakkan “mercusuar ekonomi” yang
pengaruhnya dirasakan oleh golongan tertentu dalam masyarakat.
Dampaknya terhadap  mayoritas warga masyarakat Aceh masih
merupakan angan-angan, harapan dan impian saja.  Beberapa
contoh  proyek pembangunan  ekonomi itu, antara  lain
pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
Sabang, pembangunan jalan Ladia Galaska yang menghubungkan
pantai barat (Kabupaten Aceh Barat) dengan pantai timur (Kabupaten
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Aceh Timur) Provinsi NAD, pembangunan jalan di  Sabang,
pembangunan waduk keliling Banda Aceh, pembangunan dermaga
penyeberangan balohan di Sabang, pemeliharaan tanaman mangga
di Sabang, dan lain sebagainya. Hampir semua proyek besar di NAD
mengundang pertanyaan dari kalangan luas, menyangkut  biaya
pembangunan dan pelaksanaannya. Lebih jauh dari itu ada elemen
dalam masyarakat yang menyatakan bahwa beberapa proyek itu,
seperti Ladia Galaska, adalah sisi lain dari konflik Aceh.

Salah satu indusiri ekonomi raksasa yang dimiliki Aceh, yaitu
Pabrik Pupuk Asean, dalam beberapa bulan terakhir  sedang
menghadapi “sakratul maut”, tidak dapat beroperasi sebagaimana
mestinya, karena dihentikannya pemasokan  gas (bahan dasar
pembuatan pupuk) dari PT. Exxon Mobil. Memang beberapa pihak
mengharapkan agar Pemda Kabupaten Aceh Utara membantu
menyelesaikan kemelut yang terjadi. Tetapi tampaknya, tidak ada
usulan dari masyarakat untuk meminta perhatian Pemda Provinsi NAD
terhadap masalah Pabrik Pupuk Asean itu. Hal itu merupakan suatu
pertanyaan tersendiri yang belum diketahui latar belakangnya.
Kemungkinannya adalah karena PT. Pupuk Asean di bawah tanggung
jawab pemerintah Pusat. Apabila perusahaan tersebut sampai ditutup
maka kemungkinan besar akan menyumbangkan sebanyak 3000
pengangguran baru. Pabrik PT. Pupuk Asean merupakan salah satu
dari lima industri raksasa yang dimiliki Aceh dan berlokasi di
Kabupaten Aceh Utara. Empat lainnya adalah PT. Exxon Mobil
(pemasok gas), PT. LNG Arun, PT. PIM (Pupuk Iskandar Muda) dan
PT. KKA (Kertas Kraft Aceh).

Pengaruh konflik yang berlarut-larut terhadap kehidupan
ekonomi masyarakat Aceh sangat besar. Seiring dengan konflik yang
berkepanjangan, Provinsi NAD tidak bisa secara optimal mengelola
kekayaan sumber daya alamnya. Meskipun demikian, keadaan yang
relotif mulai aman, terutama di wilayah-wilayoh perkotaan dan
sekitarnya tampak mampu mendorong membaiknya kondisi sosial
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ekonomi yang terlihat dari mulai bergulirnya akfivitas pasar, toko dan
pusat perdagangan, yang berlangsung cukup normal.

Kemudian, ditinjau dari perkembangan ekonomi, NAD juga
tampak mengalami pertumbuhan. Salah satu  indikatornya ialah
meskipun sepanjang tahun 2002-2003 lalu konflik tetop saja
berkecamuk, namun perekonomian NAD masih mampu tumbuh
3,01% (naik dari tohun sebelumnya yang pertumbuhannya hanya
1,58%). Hanya saja pertumbuhan itu masih di bawah rata-rata
pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,5%.

Persoalan yang memprihatinkan sehubungan dengan ekonomi
justru terletak pada kehidupan ekonomi rakyat Aceh. Tidak seperti
keadaan ekonomi daerah yang tumbuh cukup baik, ekonomi rakyat
dalam masa konflik menunjukkan penurunan yang sangat memilukan.
Keadaan ini dapat dilihat dari segi angka-angka pengangguran dan
kemiskinan yang terjadi. Pada tahun 2003, dari sekitar 4,2 juta
penduduk NAD terdapat sedikitnya  450.000 jiwa (10,7%)
pengangguran  terbuka.  Sementara ity angka  kemiskinan
menunjukkan paling sedikit 1.700.000 jiwa (40,5%) merupakan
penduduk miskin. Kemiskinan di NAD hampir menyebar di setiap
kabupaten. Di Kabupaten Aceh Tengah, misalnya, penduduk sangat
miskin seperti direkam Serambi Indonesia (6 Maret 2004), berjumlah
6.580 KK yang tersebar dalam 10 wilayah kecamatan. Sementara itu
di Kabupaten Bener Meriah terdapat 2.233 KK sebagai penduduk
dengan kategori sangat miskin.

Berkaitan langsung dengan upaya pemulihan dampak konflik,
salah satu program ekonomi Pemda NAD ialah PER (Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat). PER merupakan upaya serentak Pemda Provinsi dan
Pemda Kabupaten di NAD yang mengucurkan bantuan modal bagi
pengusaha golongan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Aceh yang
kurang bisa menggerakkan kembali usahanya karena kondisi konflik.
Bantuan vang tunai ditambah peralatan senilai Rp.2,5 juta per orang
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diberikan oleh Pemda Provinsi, sedangkan Pemda Kabupaten
diwajibkan pula menambah bantuan modal Rp.2,5 juta tetapi
diserahkan kepada koperasi yang beranggotakan si peminjam
tersebut. Uang itu dimaksudkan sebagai biaya keikutsertaannya
dalam latihan kerja. Sambutan masyarakat tentu saja sangat besar
terhadap program tersebut, namun ternyata dalam pelaksanaannya
tidak semulus yang diharapkan. Selain persoalan administrasi yang
lamban, agunan masyarakat tidak setara dengan nilai pinjaman yang
ingin diterima, transfer uang dari pihak pemerintah ke bank yang
ditunjuk sebagai penyalur kepada rakyat kurang lancar, kendala
utamanya adalah hadirnya para koruptor yang mencari kekayaan
pribadi, dengan memanfaatkan kesempatan mengambil keuntungan
dalam proses pencairan dana PER tersebut.”

Persoalan korupsi di NAD sudah seakan-akan merupakan
suatu penyakit menular yang menjalar ke semua jaringan struktur dan
kelembagaan pemerintahan. Tindakan korupsi dapat dijumpai tidak
hanya ditingkat pemerintahan kabupaten dan kota, tetapi juga di
tingkat pemerintahan Provinsi NAD. Pada saat ini, Gubernur NAD
sendiri  berstatus sebagai “tersangka” dalam kasus pembelian
helikopter yang harganya dianggap jauh lebih tinggi dari standar
harga yang semestinya. Tidak tertutup kemungkinan status yang sama
akan dikenakan kepadanya dalam beberapa kasus korupsi lainnya. Di
tingkat kabupaten/kota, karena kasus korupsi yang berkaitan dengan
program PER (Perbedayaan Ekonomi Rakyat), maka Ketua DPRD
Banda Aceh dan beberapa anggota DPRD lainnya dimasukkan
kedalam sel penjara Keudah, Banda Aceh. Status “tersangka” karena
korupsi juga mengenai Walikota Langsa, sebagai urutan terbaru dari
unsur pemerintahan di Aceh.

7 Salah satu yang terlibat dalam praktek korupsi PER adalah mantan
Walikota Banda Aceh. Pada saat ini ditahan dalam LP Keudah di Banda
Aceh.
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Pemerintahan

“.... Belum ada suatu yang bisa dibanggakan sebagai hasil
dari kepemimpinan Gubernur Provinsi NAD saat ini. Bangunan untuk
pelayanan publik — rumah sakit, sekolah, serta sarana dan prasarana
ekonomi, seperti jalan yang menghubungkan Aceh dengan Sumatera
Utara, yang ada sekarang masih merupakan hasil kerja gubernur-
gubernur yang lalu, terutama di masa Gubernur Ibrahim Hasan ....”,

demikian pernyataan beberapa informan dalam penelitian lapangan
di Banda Aceh.

Sebenarnya kinerja Pemda NAD dalam kepemimpinan
Gubernur Abdullah Puteh  memang sejok tahun 2000, sudah
beberapa kali mendapat sorotan dari masyarakat Aceh sendiri. Dalam
sebuah tulisannya, tokoh Aceh Ismail Hasan Matereum (2002)
menyatakan bahwa “....nampaknya pihak Gubernur NAD belum
mempunyai konsep yang jelas serta langkah yang ditempuh agar
usaha berhasil.” Hal ini dikemukakan dalam hubungan dengan
pelaksanaan Inpres Nomor 4 dan 7 Tahun 2001 yang berisi antara
lain bahwa setiap rencana Gubernur yang berhubungan dengan
kepentingan masyarakat perlu dikonsultasikan kepada DPRD dan
harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat. Adanya Inpres itu
juga sebenarnya merupakan peluang hukum bagi Gubernur untuk
mengambil peran secara nyata dalam penyelesaian konflik (masalah)
Aceh. Disebutkan bahwa di dalam kedua ikhtiar [Inpres] tersebut
muncul tekad untuk mengakhiri permusuhan dan tindak kekerasan,
serta mengedepankan penyelesaian yang komprehensif, adil dan
bermartabat bagi daerah dan rakyat Aceh.

Menyusul Inpres tersebut di atas, dikeluarkan pula Inpres
Nomor 1 Tahun 2002. Inpres ini secara lebih jelas memberikan
kewenangan dan sekaligus tugas kepada Gubernur untuk melakukan
dialog bagi keperluan rekonsiliasi dengan semua elemen masyarakat
Aceh, termasuk dengan GAM di daerah-daerah. Pelaksanaan dialog,
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sebagaimana telah dikemukakan di atas,  tentu saja harus
mempunyai konsep yong jelas, adil dan bermartabat untuk
merancang suatu Aceh baru yang damai, sejohtera, disamping harus
dilaksanakan bersama-sama dengan unsur pimpinan daerah lainnya,
yaitu Panglima Kodam Iskandar Muda. Bagaimana pelaksanaannya
oleh Pemda NAD, selain beberapa pernyataan yang menyatakan
bahwa akan berupaya melakukan pendekatan terhadap pihak GAM,
tampaknya sampai saat ini belum ada realisasi  nyata yang bisa
dikedepankan.

Kinerja birokrasi Pemda yang tidak optimal itu juga
merupakan refleksi dari persoalan-persoalan yang dihadapi Pemda
Aceh saat ini. Mungkin saja masalahnya adalah kesulitan Pemda
berbuat sesuatu di tengah kancah konflik terbuka antara pasukan
TNI/Polri melawan GAM. Tidak mustahil ada pula konflik di antara
komponen pemerintohan  sendiri. Di  bidang  pelaksanaan
pemerintahan, misalnya, sebelum Operasi Terpadu dilaksanakan
terdapat 25 kecamatan dari 223 kecamatan di seluruh Aceh yang
tergolong tidak berfungsi.?

Setelah Operasi Terpadu dilaksanakan (sejak 19 Mei 2003)
beberapa kecamatan yang tidak berfungsi dibenahi kembali dengan
cara menempatkan perwira TNI/Polri sebagai camatnya. Mereka ini
sebelumnya sudah memperoleh Pendidikan dan Latihan Pemerintahan
Dalam Negeri. Hasilnya adalah sampai akhir Juni 2003, tersisa 13
kecamatan yang masih dikategorikan tidak berfungsi. Tentu saja
dalam masa selanjutnya jumlah kecamatan yang tidak fungsional
semakin berkurang. Dalam penjelasannya (KOMPAS, 27 Juni 2003),

pelaksana Operasi Pemanfaatan Pemerintahan di Provinsi NAD

8 Data Pemerintah NAD setelah diverifikasi bersama Kodam Iskandar
Muda  menyebutkan dari 223 kecamatan di seluruh wilayah NAD
sebenarnya terdapat 70 kecamatan yang masuk kategori kurang berfungsi,
yang sebelumnya berjumlah 57 kecamatan (KOMPAS, 27 Juni 2003).
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memberikan batasan sebuah kecamatan tidak, setengah berfungsi
dan berfungsi sebagai berikut:

(1) Kecamatan disebut tidak berfungsi jika tidak dapat melaksanakan
sama sekali kegiatan pemerintahan, tidak ada  kantor,
aparaturnya ada tetapi tidak dapat bekerja karena takut.

(2) Kecamatan setengah berfungsi karena kegiatan pemerintahan
berjalan tetapi tidak di kantor, aparatur tidak lengkap, tidak
dapat melakukan apel pagi, dan tidak dapat mengenakan
pakaian dinas.

(3) Kecamatan berfungsi jika kegiatan pemerintahan dapat berjalan
dengan normal di kantor kecamatan, aparatur lengkap dan
melaksanakan tugas, dapat melaksanakan apel pagi dan dapat
secara leluasa menggunakan pakaian dinas.

Kinerja Pemda NAD mendapat sorotan yang lebih tajam lagi
pada masa menjelang berakhirnya masa darurat militer. Sorotan yang
sama juga tertuju kepada DPRD NAD, terutama di tingkat Provinsi
dan Kota Banda Aceh. Hal itu bisa terjadi bukan disebabkan oleh
karena tidak berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan dan legislatif
yang menjadi tugas utamanya, tetapi karena masalah dan/atau isu
korupsi dalam berbagai proyek pembangunan di NAD yang
melibatkan sebagian dari mereka. Praktek korupsi terjadi di beberapa
sektor dan diduga melibatkan unsur pimpinan pemerintahan tertinggi
di Provinsi NAD sampai ke pejabat di daerah-daerah. Upaya untuk
mengungkapkan praktek korupsi ini merupakan salah satu hasil
investigasi PDMD.  Wacana mengenai korupsi dan penanganannya
masih tetap berlangsung, meskipun perubahan penguasa  status
darurat Provinsi NAD sudah beralih dari PDMD (darurat militer) ke
PDSD (darurat sipil).
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Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor pelayanan publik
yang mendapat “musibah” berat dalam konflik Aceh. Dikatakan
demikian karena pendidikan ternyata menjadi obyek yang
dikorbankan dalam pertarungan antar berbagai pihak yang berkonflik
di tanah Serambi Mekah. Pengorbanan itu tercatat tidak hanya
menyangkut ratusan sekolah-sekolah yang dibakar, tetapi juga betapa
banyaknya  anak-anak  menjadi  korban  konflik,  terlantar
pendidikannya, suram masa depannya, demikian juga betapa
banyaknya tenaga kependidikan (guru) yang menjadi korban konflik
yang berkepanjangan. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam kepada Gubernur Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam tertanggal 15 September 2003, terdapat 604
sekolah terbakar yang terletak di 11 wilayah kabupaten/kota, yaitu
dengan perincian sebagai berikut:

Banda Aceh 1,
Aceh Besar 31,
Pidie 267,
Bireuen 139,
Aceh Tamiang 5,
Aceh Timur 71,
Aceh Jaya 19,
Aceh Utara 49,
Nagan Raya 6,
Aceh Barat 13,
Lhokseumawe 3.

—“ VO NOoOAEWN =

- o

Sampai pada perubahan status Aceh menjadi Darurat Sipil,
berdasarkan laporan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 9 Juni 2004,
kepada Sekda Provinsi NAD selaku Sekretaris PDSD (Penguasa
Darurat Sipil Daerah) Provinsi NAD jumlah sekolah yang terbakar
mencapai 610 buah yang berarti dalam waktu 9 bulan bertambah 4
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buah sekolah. Dari jumlah tersebut, dilihat dari segi jenis sekolah
yang terbakar menunjukkan TK 4, SD 427, MI (Madrasah Ibtidaiyah)
67, SLTP 70, MTs (Madrasah Tsanawiyah) 14, SMU 19, MA
(Madrasah Aliyah) 8, SKB 1.

Upaya penanganan sekolah yang dibakar sudah dilakukan,
melalui pembangunan kembali secara permanen,  sehingga di
sebagian sekolah  proses belajar mengajar sudah berjalan baik
sebagaimana sebelumnya. Namun demikian, di sebagian sekolah
lainnya proses belajar mengajar masih dilakukan penanganannya
pada tempat-tempat  yang bersifat darurat, double shift,
fasum/ponpes, sampai sekolah terdekat. Gambaran penanganannya
secara rinci sebagai berikut:

Permanen 282,
Darurat 228,
Tenda O,

Double Shift 75,
Fasum/Ponpes 6,
Sekolah Terdekat 5,

Belajar normal 14.

N RN~

Selain persoalan penanganan sekolah yang terbakar, kendala lain
yang menyebabkan proses belajar mengajar belum optimal adalah
karena ada siswa yang masih berada di tempat pengungsian, fasilitas
pendidikan belum lengkap, disamping siswa yang belajar di sekolah
darurat belum bisa belajar dengan konsentrasi penuh.

Pembakaran sekolah di NAD mendapat kecaman dari semua
pihak, baik para aktor konflik yang berada dipihak R.I. (TNI/Polri)
maupun dari pihak GAM serta elemen masyarakat lainnya. Diantara
pihak-pihak yang memberi kecaman itu juga terjadi saling tuduh
mengenai siapa sesungguhnya pelaku dan aktor dibalik pembakaran
sekolah. Oleh karena itu upaya untuk mengungkapkan secara luas
siapa pembakar sekolah cukup sulit bagi penegak hukum. Selain
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pelaku yang tertangkap basah, atau terdeteksi oleh aparat, lebih
banyak pelakunya dikategorikan sebagai OTK (Orang Tak Dikenal).

Beberapa pihak menyatakan bahwa pembakaran sekolah
memang sudah direncanakan, dan hal itu merupakan skenario besar
untuk pembodohan bangsa. Menghancurkan suatu bangsa atau etnis
dengan strategi menghambat masa depannya melalui penghancuran
sarana dan prasarana pendidikan, membakar sekolah  dan
membunuh guru memang sangat efekiif untuk dilakukan. Mengenai
tenaga pendidik (guru) yang meninggal selama kontlik masa PDMD
tercatat tidak kurang dari 50 orang. Selain itu, seperti sudah diketahui
umum, pembunuhan juga dilakukan terhadap tokoh intelektual
(akademisi) Aceh, seperti Prof. Dr. Dayan Dawood (Rektor Unsyiah)
dan Prof. Dr. Safwan Idris (Rektor IAIN Ar-Raniniry). Meninggalnya
kedua tokoh tersebut dan beberapa intelektual lainnya, menurut
analisis beberapa informan penelitian, sangat efektif membungkam
suara warga kampus di Aceh yang biasanya sangat tajam apabila
membahas  dan/atau  mengomentari  hal-hal  yang  dianggap
melenceng, tidak tepat, dalam penanganan Aceh dan masyarakatnya
selama konflik berlangsung.

Program pembangunan pendidikan di  Provinsi  NAD
tampaknya mendapat perhatian yang cukup tinggi dari Pemda NAD.
Salah satu misi pendidikan di NAD, sebagaimana tercatat dalam
Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan tahun 2002-
2006, adalah meningkatkan relevansi pendidikan yang dititikberatkan
pada kemampuan beradaptasi dengan perubahan tuntutan dunia
kerja yang tepat. Misi itu bertujuan antara lain untuk menghasilkan
lulusan sekolah yang siap memasuki pasar kerja atau mampu
menciptakan lapangan kerja. Dimasukkannya masalah pendidikan ke
dalam Renstra merupakan antisipasi  terhadap keadaan yang
menunjukkan bahwa akan semakin sulit bagi lulusan SMU, akademi
dan S1 untuk mendapatkan pekerjaan.
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Untuk menunjang program pembangunan  pendidikan di
NAD, Pemda mengalokasikan dana sekitar 30% dari APBD Provinsi
NAD. Alokasi ini merupakan suatu kewaijiban bagi upaya memajukan
pendidikan karena memang diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus NAD. Dalam tahun 2004, alokasi
dana pendidikan NAD sebesar Rp.700 milyar, yang didistribusikan
kepada 21 kabupaten/kota, Dinas Pendidikan, Dinas Teknis, dan
untuk Dana Abadi pendidikan sebanyak Rp.70 milyar.

Dana pendidikan sebanyak itu tidak hanya diperuntukkan bagi
sekolah-sekolah negeri (pemerintah), tetapi juga untuk sekolah
swasta, termasuk Dayah (Pondok Pesantren). Selain itu perhatian
Pemda NAD dalam bidang pendidikan menyangkut pula tenaga
kependidikan, ferutama untuk mengatasi kekurangan guru yang
masih besar jumlahnya. Hingga akhir tahun 2003, kekurangan guru
TK, SD, SLTP dan SMU/SMK di NAD mencapai 27.724 orang. Dari
keempat jenjang pendidikan tersebut kekurangan terbesar terjadi
pada tingkat SD, yaitu mencapai 14.260 orang, kemudian diikuti
SLTP 6.829 orang, SMU 3.320 orang, dan SMK sebanyak 1.361
orang. Hanya saja dalam proses dan mekanisme pelaksanaan
pembangunan pendidikan di NAD ternyata juga tidak luput dari
korupsi.

73



Bab 3 — Orientasi dan Penyelesaian Konflik Aceh: Pemerintah Pusat dan Daerah

Tabel 3.1.

Alokasi Dana Pendidikan NAD Tahun 2004

Z
O

Kabupaten / Kota

Alokasi (Rp)

RO E ORS00 NO U WN =

Aceh Selatan
Aceh Tamiang

Aceh Barat Daya
Bener Meriah

Aceh Utara 31.219.075.000
Pidie 29.121.934.000
Bireuen 19.838.044.000
Aceh Besar 19.275.091.000
Aceh Timur 18.215.606.000
Banda Aceh 15.311.669.000

13.852.948.000
12.204.262.000

Aceh Tenggara 11.876.519.000
Aceh Barat 11.752.316.000
Aceh Tengah 10.932.483.000
Aceh Singkil 9.439.638.000
Lhokseumawe 9.079.739.000
Langsa 8.190.158.000

7.995.545.000
7.641.760.000

17 | Nagan Raya 7.534.376.000
18 | Aceh Jaya 6.328.133.000
19 | Simuelue 5.967.765.000
20 | Gayo Luwes 5.614.603.000
21 Sabang 3.108.136.000
22 Dinas Pendidikan 243.400.000.000
23 Dinas Teknis 122.100.000.000
24 Dana Abadi 70.000.000.000

Jumlah 700.000.000.000

Pengungsi

Salah satu dampak konflik Aceh yang penanganannya cukup
rumit ialah masalah pengungsi. Pengungsi Aceh secara umum
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mungkin dapat dikategorikan sebagai “pengungsi sementara”  yaitu
mereka yang mengungsi meninggalkan kampungnya ke berbagai
tempat pengungsian (kamp pengungsi, kerabat, keluarga, disb)
karena alasan keamanan, mereka tinggal di tempat tinggal sementara
dalam waktu yang tidak lama, dan kembali ke kampungnya setelah
keadaan sudah menjadi aman. Kategori lainnya adalah “pengungsi
terpaksa” yaitu mereka yang diminta oleh aparat TNI/Polri untuk
meninggalkan  kampungnya,  karena  kampungnya  sengaja
dikosongkan dengan tujuan memisahkan mereka dari GAM dan
simpatisannya, baru setelah kampungnya dibersihkan dari GAM maka
mereka boleh kembali lagi dengan izin aparat TNI/Polri.

Sampai tanggal 9 Juni 2004, jam 14.00 WIB, rekapitulasi
perkembangan pengungsi di Provinsi NAD menunjukkan jumlah
penduduk yang pernah mengungsi sebanyak 29.188 KK (Kepala
Keluarga), meliputi 125.642 jiwa. Tercatat sebanyak 123.122 jiwa
pengungsi yang sudah kembali, sedangkan yang masih berada di
tempat pengungsian sejumlah 671 KK atau 2.520 jiwa.

Dalam hal penanganan pengungsi tampaknya semua berjalan
cukup baik. Peran Pemda melalui Satkorlak sebagai pelaksananya
senanfiasa siap menyampaikan data-data mengenai jumlah dan
perkembangan pengungsi (rekapitulasi) berdasarkan hasil yang dapat
dipantau setiap hari. Demikian pula tentang penanganannya yang
meliputi data (rekapitulasi) bantuan Depsos Rl berupa Sandang,
Pangan dan Peralatan yang masuk ke gudang Banda Aceh, dan
pendistribusian barang-barang bantuan kemanusiaan dari Depsos
tersebut untuk pengungai ke beberapa kabupaten. Pada saat ini
pengungsi masih terdapat di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara,
Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya.

Berbicara mengenai  pengungsi  Aceh, apabila  hanya

menyangkut mereka yang ada di Aceh sangatlah tidak memadai.
Masalahnya pengungsi Aceh, sebagai akibat dari konflik yang terjadi
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selama  bertahun-tahun  sudah tersebar ke berbagai tempat.
Berdasarkan tempatnya mengungsi, pengungsi Aceh mungkin dapat
dibagi kedalam beberapa kriteria, sebagai berikut:

(1) “Pengungsi internal” yaitu mereka yang melakukan pengungsian
sebagai akibat dari konflik tetapi wilayah pengungsiannya masih
berada di wilayah Provinsi NAD lainnya.

(2) “Pengungsi luar provinsi” adalah mereka yang karena konflik
pergi meninggalkan kampung halamannya di NAD  dan
bertempat tinggal di wilayah provinsi lain di Indonesia. Kelompok
ini ada yang pada saat ini masih berdiam di Sumatera Utara
(Langkat dan Medan), di daerah Ciputat, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten, dan di Jawa Tengah.

(3) “Pengungsi luar negeri” adalah mereka yang meninggalkan Aceh
karena konflik dan bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia,
seperti di Malaysia, Singapura, Kanada, dan lain-lain.

Dari uraian mengenai peran Pemerintah (Pusat dan Daerah)
sebagaimana dibahas diatas terlihat suatu kecenderungan umum
yang menarik, yaitu bahwa peran mereka masih lebih banyak
ditekankan pada penyelesaian urusan sekforal masing-masing dan
tidak terlalu memberi perhatian kepada apakah kiprah dan kinerja
yang mereka tunjukkan memberi dampak terhadap penyelesaian
konflik Aceh secara keseluruhan. Bagi mereka, sepertinya konflik
selain hanya merupakan persoalan pihak keamanan, juga bisa
menijadi peluang untuk mencari keuntungan melalui findakan korupsi.
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ORIENTASI DAN PERAN TNI/POLRI
DALAM KONFLIK ACEH

Pengantar
@pa orientasi dan bagaimana peran TNI-Polri dalam konflik

Aceh?. Pertanyaan ini membutuhkan jowaban dan sekaligus

klarifikasi, karena membahas konflik Aceh sekarang --
khususnya setelah diberlakukannya kebijakan Operasi Terpadu (OT)
sebagai respon terhadap gerakan separatisme GAM -- perlu analisis
yang lebih tajam, hati-hati dan komprehensif. Sehubungan dengan
maksud tersebut, bagian ini menganalisis peran TNI dan Polri dalam
menangani konflik Aceh saat ini serta membandingkannya dengan
upaya-upaya penyelesaian konflik di masa lalu.

Kesalahan penyelesaian oleh TNl di masa lalu telah
menyebabkan semakin tumbuh dan berkembangnya kekuatan
separatisme di  Aceh. Inilah sekurang-kurangnya salah  satu
kesimpulan penelitian tahun pertama.' Salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan separatisme di Aceh ialah
kesalahan penanganan konflik yang dilakukan oleh pihak ABRI? di
masa Orde Baru, khususnya, akibat operasi Jaring Merah |-IX yang
sering disebut dengan istilah lain yaitu Daerah Operasi Militer (DOM).
Dari segi istilah, DOM tidak dikenal, karena yang resmi waktu itu
adalah Operasi Jaring Merah (OJM) I-IX. Akibat kesalahan ABRI di
masa OJM, justru GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sekarang (1999-

' Lihat, Moch. Nurhasim, Abdul Rachman Patji, Fadiri Alihar,
Lamijo, KONFLIK ACEH — Analisis Atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik,
Kepentingan dan Upaya Penyelesaian, LIPI, Jakarta, 2003.

2 Istilah ABRI diganti secara resmi pada 1 April 1999 tatkala ada
pemisahan antara TNI dan Polri.
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2003) semakin kuat dan jumlah anggotanya (body count)
berkembang sangat pesat ketimbang jumlah pasukan mereka pada
periode 1989-1995. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila ada
yang menyimpulkan bahwa kuatnya GAM justru karena dampak
penanganan yang salah secara umum dan khususnya pendekatan
militer yang telah melahirkan generasi-generasi baru dalam konflik
Aceh, khususnya generasi GAM dari para korban akibat OJM.

Kesalahan cara penyelesaian konflik Aceh di masa lalu,
berbagai  penyiksaan,  penghilangan  orang,  pembunuhan,
pemerkosaan, dan berbagai macam tindak pelanggaran HAM, telah
menyebabkan menjauhnya masyarakat Aceh, khususnya yang kecewa
sehingga mereka kemudian bergabung dengan kelompok ASNLF
(Acheh Sumatra National Liberation Front) Dr. Hasan Tiro. Akibatnya
kelompok ini tetap eksis dan mengangkat senjata ketika ada
kesempatan, khususnya dengan adanya momentum reformasi dan
perubahan  politik, setelah penguasa Orde Baru dijatuhkan,
digantikan oleh Orde Reformasi, sehingga ABRI -- dihujat dan “unsur
kekuatan otoriter negara” menjadi lemah. Inilah faktor masa lalu yang
menyebabkan tumbuhnya kembali gerakan yang oleh TNI sekarang
disebut sebagai Gerakan Separatis Aceh (GSA), sementara beberapa
kalangan umum lebih menyebut mereka dengan istilah Gerakan Aceh

Merdeka (GAM).

Dengan latar belakang historis seperti itu, tulisan ini mencoba
membahas orientasi dan peran TNI dalam konflik Aceh. Orientasi
diartikan sebagai pandangan, pemikiran mengenai konflik. Karena
itu, bagaimana sebenarnya TNl memandang konflik Aceh,
mengartikulasikan dalam bentuk rekonstruksi konflik dan menyusun
langkah-langkah (plan action) dalam sejarah konflik di  Aceh.
Sementara itu, peran lebih diartikan
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Orientasi TNI-Polri terhadap GAM dan Konflik Aceh

Perbedaan Orientasi ABRI terhadap DI/TIl dan GAM Hasan
Tiro

Ada perbedoan orientasi dan pandangan yang amat
mencolok dari aparatur keamanan (dalam hal ini TNI-Polri, dan ABRI)
di masa penanganan pemberontakan DI-TIl (1953-1963, munculnya
ASNLF (1976-1995), dan Gerakan Aceh Merdeka pada masa
reformasi (1998-2004). Dalam laporan resmi TNI, mereka menyebut
gerakan yang dilakukan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh
sebagai pemberontakan di satu sisi, dan di sisi lain sebenarnya
sebagai  “perjuangan.” Menghadapi  kasus Daud  Beureueh,
pemerintah pada wakiu itu, menetapkan Aceh sebagai daerah
‘Militaire bystand”® sesuai dengan Keputusan Presiden No. 175 tahun
1952 dan untuk menghancurkan pemberontakan telah dikirimkan 4
batalyon tentara dan 13 batalyon Mobrig ke dalam kancah
peperangan.’ Dalam keputusan fersebut, tentara berkewajiban:

1. Bertugas di lapangan mengembalikan keamanan dengan sedapat
mungkin  mengelakkan pertempuran dengan rakyat dan
membantu penyusunan kembali pamongpraja dan kepolisian.

2. Melakukan patroli-patroli untuk melindungi rakyat dan mencegah
pengacauan.

3. Membuka kembali perhubungan yang putus dan menyelamatkan
yang ada.

Menjamin security-intern.
Memperkuat pos-pos tentara.

Mengamankan garis pengangkutan antara pos-pos.

% Bahasa Belanda yang artinya Darurat Perang.
* M. Nur El lbrahimy, Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam
Pergolakan Aceh, (Jakarta: Media Da’wah, 2001), him. 187-188.
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7. Mendaratkan pasukan-pasukan baru sebagai tambahan kekuatan
tenfara.

Meskipun Aceh dinyatakan hampir sama dengan situasi
sekarang yaitu darurat militer atau pada wakiu itu sebagai daerah
“Militare bystand,” atau darurat perang, namun umumnya perilaku
tentara dalam peperangan sangat ditekankan untuk sedapat mungkin
menghindari  perfempuran dengan rakyat. Perilaku  TNI  yang
ditugaskan di Aceh juga terkesan lembut, dan dokumen-dokumen
yang ada tidak menyebutkan adanya kekerasan seksual dan
kekerasan lainnya. Bahkan beberapa bukii yang dapat ditelusuri dari
sebuah buku yang ditulis oleh anak asuh Daud Beureueh dan surat-
surat yang dikirimkan oleh Kolonel M.Yasin dan oleh Jenderal A.H.
Nasution sendiri. Kolonel M.Yasin misalnya, menyebut Daud
Beureueh dengan sebutan “Ayahanda.”” A.H. Nasution sendiri
terkesan sangat lembut dalam menjelaskan  langkah-langkah
penyelesaian Aceh kepada Teungku Mohammad Daud Beureueh,
seperti kutipan di bawah ini:

"

Dengan rasa gembira kami mengutjapkan sjukur
kehadirat lllahi Rabbi, bahwa surat dan Da‘wah dari Bapak
yang dibawa oleh Putra Bapak Hasballah Daud telah kami
terima dan mengenai isinja telah kami mengerti dan kami
pahami.....Sesungguhnja apa jang dimaksud dalam Da’wah
tersebut telah tertjakup dalam Keputusan Perdana Menteri
Republik Indonesia No. 1/Missi/1959 (Missi Hardi), jang tidak
lain merupakan wadah dan rangka dari apa jang dimaksud
Da’wah tersebut...”

Jarang ditemukan dalam suatu  dokumen mengenai
pemberontakan seperti itu. Walaupun dalam dokumen-dokumen lain
secara umum kadang pula dijumpai penyebutan yang dikatakan
sebagai “peristiwa,” maupun “pemberontakan.” Dalam dokumen TNI

5 Ibid., him. 322.
¢ Ibid., lampiran 24 hlm. 335.
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resmi waktu itu, misalnya juga disebutkan, ketika mereka telah
bertugas mengepung pasukan DI/TIl di pos-pos yang mereka dirikan,
ketiko ada beberapa pasukan DI/Tll yang turun gunung karena
persediaan makanan mereka habis, dan mereka mengambil
beberapa persediaan makanan di pos tentara, TNI yang bertugas
membiarkan begitu saja dan tidak melakukan kontak senjata.’
Beberapa kejadian seperti ini  disebutkan daloam laporan  TNI
mengenai upaya pemulihan keamanan Aceh pada tahun 1953-1963,
dalom sebuah dokumen resmi yang pernah ditulis dan dilaporkan
oleh TNI di masa lalu. Selain upaya-upaya perang, Pemerintah Rl
juga beberapa kali mengirimkan utusan wuntuk menjumpai Daud
Beureueh. Artinya, cara diplomasi dan perundingan pun ditempuh,
bukan semata-mata cara perang.?® Karena itu sangat jelas bahwa
Pemerintah Rl dan TNI memiliki orientasi yang sungguh-sungguh
untuk menyelesaikan Aceh secara damai dan mengakhiri konflik yang
terjadi. Bahkan pada saat Sjamaun Gaharu menjadi Panglima KDMA
dicetuskan suatu konsepsi baru mengenai penyelesaian peristiwa
berdarah yang dinamakan dengan konsepsi “Prinsipil Bijaksana” yang
tujuannya tidak meninggalkan operasi-operasi  militer, namun
diusahakan suatu bentuk penyelesaian politik, yaitu dengan cara
mengadakan  kontak-kontak dengan pihak pemberontak untuk
mencari  jalan  yang sebaik-baiknya  dalam  menyelesaikan
pemberontakan  dengan maksud menghindari  lebih  banyak
pertumpahan darah.” Orientasi penyelesaian konflik yang jelas sekali

7 Dokumen tentang pemberontakan DI/TIl yang dikeluarkan oleh
TNI. '
8 Jalur diplomasi langsung dibuka oleh beberapa utusan pejabat
tertinggi dari Pemerintahan RI. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Rl
pun dikirimkan ke Aceh demikian pula dengan Perdana Menteri Mr.
Burhanuddin Harahap juga turun untuk melakukan negosiasi. Cara-cara
damai terus ditempuh untuk menyelesaikan masalah Aceh di masa Daud
Beureueh.
? El Ibrahimy, “Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh....,” him. 196.
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dengan cara menghindari korban dan membuka kontak untuk
melakukan negosiasi adalah pelajaran paling berharga dari upaya
penyelesaian yang ditempuh untuk mengakhiri Peristiwa DI/TIl Daud
Beureueh.

Mengenai perlakuan terhadap Daud Beureueh dapat dilihat
dari cara mereka memperlakukannya saat turun gunung atau kembali
keharibaan ibu pertiwi (Indonesia). Pada waktu itu orientasi “damai”
TNI jelas  sekali dengan tidak menyebut Daud Beureueh pemimpin
pemberontakan DI-TIl di Aceh sebagai “musuh”.'® Hal ini dapat
dipahami bukan saja karena pengaruh Daud Beureueh, tetapi
sekaligus perjuangannya terhadap penjajahan Belanda di waktu itu
dan kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu sebagian besar pasukan yang dipimpin oleh Teungku
Muhammad Daud Beureueh adalah pasukan-pasukan lasykar rakyat
yang berjuang bersama-sama melawan Belanda. Pasukan-pasukan
tersebut kemudian mengangkat senjata melawan Rl bersama-sama
dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh, namun di tengah
perjalanan sebagian dari mereka membelot (berkhianat) -- bahkan
Panglimanya yang bernama Kol. Hasan Ali juga bergabung kepada
tentara RI. Kol. Hasan Saleh bergabung dengan DI/TIl pada bulan
September 1953, dan pada bulan Mei 1959 sebagai Mentferi
Peperangan mengadakan “kup” terhadap Daud Beureueh bersama
ayah Gani dan Husin Al-Mujahid, serta membentuk Dewan Revolusi,
dan mengadakan perdamaian dengan Pemerintah RI."

Sebagai ilustrasi, inilah salah satu bait dari surat yang ditulis
oleh Kolonel M. Yasin kepada Daud Beureueh.

"% Surat M. Jassin, Kol. Infantri Panglima KODAM-I/ISKANDAR
MUDA  sekurang-kurangnya  mengilustrasikan ~ demikian,  karena
sesungguhnya tfentara sendiri wakiu itu tidak menghendaki cara perang,
tetapi lebih pada cara damai.

" Ibid., him. 208.
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“... Bahwa inilah warkatul ichlas,'? jang datang dari saja M.
Jassin, Kol. Inf. Panglima KODAM-I/ISKANDAR MUDA,
semoga dapatlah sampai  kiranja diharibaan  Ajahanda
Teungku dengan tiada kurang suatu apa ... Tudjuan saja
menjampaikannya, jalah untuk sebagai penjambung lidah,
berkata-kata dengan Ajahanda Teungku, suatu hasrat jang
sudah lama saja kandung, semendjok saja diberikan tugas
dan tanggung djawab sebagai Panglima KODAM-
I/ISKANDAR MUDA ... Bahwa kepada saja telah diberikan
amanah, agar kiranya Ajahanda Teungku dapat memaklumi
bahwa Pemerintah  Republik Indonesia  masih  tetap
mengharap kembalinja Ajahanda Teungku dengan tjara jang
selajaknya demi kebahagiaan rakjat dan daerah kita jang
sudah sekian lama menderita lahir dan bathin....”'?

Mungkin dengan cara mengambil hati itulah, akhirnya Aceh
kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan “damai,” melalui jalur
diplomasi, walaupun harus menunggu sekitar 10 tahun lebih
lamanya. Orientasi para petinggi militer, termasuk A.H. Nasution
yang tidak memandang Teungku Daud Beureueh sebagai musuh,
tampak jelas pada surat-surat M. Jassin, Kol. Inf. Panglima KODAM-
I/ISKANDAR MUDA, dimana surat-surat itu sangat kental dengan
“orientasi persaudaraan dan senasib sepenanggungan,” karena
mereka memang pernah sama-sama berjuang atas pahit getirnya
mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalimat yang
menyatakan “.... Bahwa kepada sajo teloh diberikan amanah, agar
kiranya Ajahanda Teungku dapat memaklumi bahwa Pemerintah

'2 Menurut penulis, kata tersebut menunjukkan suatu ungkapan
religius dan ketulusan sebagai pembuka surat yang dapat menyentuh dan
mempengaruhi hati bagi setiap orang yang memulai untuk membacanya.
Karena tujuan dari surat tersebut adalah sebuah pendekatan untuk dapat
merebut hati rakyat Aceh. Pada waktu itu mungkin dapat dilakukan, karena
Daud Beureueh seorang ulama panutan di Aceh, tetapi sekarang cara
merebut hati mungkin dapat dilakukan dengan cara lain.

3 Ibid., lampiran 20 hlm. 322-323..
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Republik Indonesia masih tetap mengharap kembalinja Ajahanda
Teungku dengan tjara jang selajoknya demi kebahagiaan rakjat dan
daerah kita jang sudah sekian lama menderita lahir dan bathin...,"
menunjukkan ungkapan seorang anak kepada ayahnya. Sedangkan
kata-kata di awal surat-surat M. Jassin, Kol. Infantri dengan mengutip
/" Al-Quran ... Bahwa inilah warkatul ichlas, dan diakhiri dengan ...
Sekian duly, tidak lain do’a saja moga-moga Ajahanda Teungku dan
keluarga  selalu  mendapat  perlindunganNja.....”"*  merupakan
pendekatan keagamaan untuk mengetuk hati Daud Beureueh pada
waktu itu. Walaupun cara-cara seperti yang ditempuh oleh Kolonel
Yasin tidak diterapkan untuk kasus Kartosuwiryo maupun kasus Kahar
Muzakar, namun, itulah pengalaman sejarah yang dialami oleh para
pemimpin masyarakat Aceh hingga Aceh kemudian kembali lagi
menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1963.

llustrasi atas penanganan kasus Daud Beureueh tersebut,
amatlah kontras dengan apa yang dialami oleh Hasan Tiro ketika ia
membentuk ASNLF. Jelas, bahwa ia dianggap oleh Orde Baru
dan/atau  ABR!  sebagai pengganggu stabilitas  keamanan,
pemberontak, sehingga pada  peristiwa-peristiwa  masa  itu
kelompoknya sering diistilahkan sebagai Gerakan Pengacau Liar
Keamanan (GPLK), GPLHT, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).'
Jelas bahwa kelompok Hasan Tiro dicap sebagai pemberontak dan
Hasan Tiro sendiri dicap sebagai musuh negara, sehingga
keberadaan ideologinya dilarang dan kelompoknya dianggap
sebagai pemberontak (inlander dalam konteks penjajahan Belanda),
sama dengan berbagai peristiwa yang meletus di masa Orde Baru
seperti kasus Tanjung Priok 1984, Kasus Komando Jihad pada tahun
1981, dan lain sebagainya. Kasus-kasus ini hampir bersamaan

" Ibid.

'3 Sebutan seperti itu sangat kental dalam berita-berita media pada
periode 1970-1980an. Jelas-jelas mereka dikatakan sebagai pemberontak
yang harus diitumpas.

84



Bab 4 — Orientasi dan peran TNI/POLRI Dalam Konflik Aceh

munculnya, termasuk peristiwa GAM yang muncul kembali di akhir
tahun 1980-an, sehingga keberadaan mereka tidak ditolelir lagi oleh
Soeharto dan khususnya oleh ABRI.

Kekerasan politik negara merupakan tindakan yang dilakukan
oleh sekelompok atau sebuah rezim untuk memperoleh, mendukung,
dan mempertahankan kekuasaannya. Pendekatan kekerasan ini di
masa Orde Baru melahirkan ideologi kekerasan yang dilakukan oleh
negara. ldeologi kekerasan ini mencakup segala mekanisme, proses,
dan teknik kekerasan yang dilakukan secara kolektif dan terstruktur.'®
Kekerasan adalah merupakan salah satu dari bagian struktur ide
Orde Baru dan khususnya ABRI diwaktu itu. Karena itu, tidaklah
mengherankan apabila persoalan-persoalan GAM di Aceh, OPM di
Papua dan kasus-kasus seperti Tanjung Priok dan Komando Jihad,
merupakan sesuatu yang dipahami mengancam, bukan saja negara,
tetapi sekaligus mengancam kekuasaan Soeharto.

Di Aceh, cara seperti itu, khususnya di masa OJM sering
sangat kasat mata dilakukan oleh ABRI. Beberapa bentuk dari cara-
cara militer dan kekerasan negara tampak dengan jelas. Operasi
Jaring Merah | hingga IX adalah salah satu pendekatan militer yang
dilakukan ORDE BARU pada periode 1989-1995 untuk menangani
GAM, dan ini adalah sebuah operasi khusus yang dilakukan untuk
mengantisipasi dan merespon lahirnya Gerakan Aceh Merdeka pada
periode kedua, setelah yang pertama (1976) berhasil ditumpas dan
sebagian aktivisnya lari keluar negeri, termasuk ke Malaysia dan Libia
hingga ke Swedia. Operasi Jaring Merah ini telah membawa dampak
yang bermacam-macam bagi Aceh dan masyarakatnya.

Pertama, ada bukti bahwa Aceh telah dijadikan sebagai
ladang pembantaian (the killing field) untuk masa 1989-1997. Dari
data-data yang ada, tampak bahwa pasukan dari operasi-operasi

' Tim Peneliti LIPI, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru,
(Bandung: Mizan, 2001), him. 27.
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tersebut disebar ke beberapa lokasi dengan sebutan Pos Satuan taktis
(Pos Sattis). Dalam kasus DOM, ada beberapa Pos Satuan Takiis (Pos
Sattis) yang sangat sadis dan kejam, yaitu (1) Pos Sattis Bille Aron di
Glumpang Tiga yang dikenal dengan Pos Sattis Rumoh Geudong;
dan (2) Pos Sattis Jiem-Jime di Ule Glee Bandar Dua. Selain kedua
Pos tersebut masih dikenal beberapa Pos Satuan lainnya, yaitu Pos
Sattis di Pidie, Padang Tiji, Kota Bhakti, dan Pintu Tiro. Setiap Pos
biasanya membawahi beberapa kecamatan atau rata-rata  figa
kecamatan. Di Aceh Utara dan Aceh Timur, terutama di wilayah
pedesaannya, pos-pos satuan taklis  juga sering dijumpai oleh
masyarakat luas. Di kedua kabupaten ini tercatat beberapa Pos Sattis
yang kejam seperti Pos Sattis Rancung, dan pos-pos lainnya.!” Kedua,
terjadinya pembunuhan dan penghilangan orang tanpa proses hukum
yang jelas; ketiga, terjadinya perkosaan dan pelecehan seksual;
keempat, penganiayaan dan beberapa jenis kekerasan lainnya.

Di masa OJM/DOM masyarakat sipil juga dilibatkan dalam
upaya untuk menumpas GAM. Mereka ini pada catatan TNI disebut
sebagai TBO (Tugas Bantu Operasi), sementara catatan  dari
beberapa sumber di Aceh dan media lokal disebut sebagai cuak
(informan). Umumnya mereka yang berperan sebagai TBO pada saat
DOM sudah dibunuh oleh orang-orang tak dikenal (OTK). Hingga
bulan September 1999 menurut catatan KODAM | BUKIT BARISAN
jumlah mereka tercatat sekitar 18 orang. Padahal versi LSM di Aceh
jumlahnya ratusan, karena kebanyakan pemuda pada waktu itu

menjadi TBO.

Makna yang dapat diambil dari orientasi Orde Baru pada
umumnya, dan khususnya ABRI waktu itu, memberi gambaran kepada
kita bahwa orang-orang yang “mengangkat senjata,” seperti orang-
orang GAM, Komando Jihad, bahkan dalam kasus Tanjung Priok,
dianggap sebagai subversif, musuh negara, PKI, dan beberapa

"7 Ibid. him. 223.
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sebutan-sebutan lainnya. Dampaknya, karena mereka dianggap
sebagai musuh negara, karena itu mereke cenderung menjadi “objek”
untuk dilenyapkan. Orientasi semacam ini merupakan orientasi umum
dari ABRI waktu itu, bahkan pada hampir semua pejabat negara
termasuk anggota parlemen dan para petinggi partai politik, karena
mereka sangat takut terhadap politik otoriter yang dibangun oleh
Orde Baru. Khusus untuk mereka yang ada di Aceh, sebutan yang
lebih sering digunakan adalah pemberontak, Gerakan Pengacau
Keamanan (GPK), Gerakan Pengacau Keamanan Liar (GPL), dan lain-
lain, dan ini semua dimaksudkan untuk menjelekkan nama mereka
(warga GAM) dan merupakan salah satu strategi perang diplomasi
ABRI terhadap GAM waktu itu, oleh karena itu pula di tengah
masyarakat ABRI tidak pernah menggunakan istilah GAM.

Sikap Orde Baru-ABRI yang tidak pernah mentolelir gerakan-
gerakan yang membahayakan negara itu dinyatakan dalam beberapa
dokumen sebagai sesuatu yang harus dilibas dan dihancurkan. Dalam
perkataan lain, sikap demikian itu tidak mengenal kata kompromi
dan/atau negosiasi melalui cara-cara damai dan perundingan.
Cermin dari tindakan-tindakan semacam itu, seperti telah disinggung
sebelumnya, bukan saja terjadi untuk kasus penanganan GAM 1976,
1989-1995, tetapi juga untuk kasus-kasus sejenisnya seperti kasus
Komando Jihad, Kasus Tanjung Priok dan kasus-kasus serupa lainnya.

Orientasi TNI-Polri di Masa Reformasi Terhadap GAM

Di masa reformasi, ada beberapa perubahan pemikiran
mengenai GAM dan kelompoknya, khususnya pada beberapa bulan
setelah DOM dicabut pada 7 Agustus 1998 di Lhokseumawe. Di
tingkat elit sipil di Jakarta, dan khususnya elit-elit sipil di Aceh sendiri
dan beberapa orang yang mempelopori reformasi, GAM dipahami
secara gamang. Secara jelas, GAM ftidak lagi disebut sebagai
“pemberontak,” karena itu pada periode 1998-1999, ada situasi
kevakuman. Orientasi politik pada waktu itu, khususnya di Parlemen
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dan beberapa pejabat negara lainnya, belum sepenuhnya
mengatakan bahwa GAM adalah Gerakan Separatis Aceh (GSA).
Bahkan Jenderal TNI Wiranto sendiri yang waktu itu bertindak sebagai
Menhankam/Panglima TNI menanggapi keinginan beberapa LSM
ketika mereka ingin bertemu Hasan Tiro dengan mengatakan “Boleh
saja  bertemu dengan Hasan Tiro asal untuk kebaikan dan
penyelesaian Aceh. Hanya saja, saya memperingatkan jangan ada
upaya memperburuk suasana.”’® Namun sebagian tetap menyebut
dengan istilah GPL, gerakan pengacau liar." Pada sebuah dokumen
yang dikeluarkan oleh KODAM | Bukit Barisan mengenai daftar
keganasan GBPK terhadap TNI dan Polri periode Agustus 1998-
September 1999, dengan jelas bahwa GAM disebut sebagai GBPK

(Gerakan Bersenjata Pengacau Keamanan).?

Istilah-istilah  tersebut merupakan istilah  standar  yang
diciptakan oleh ABRI dan TNI (setelah mereka berubah nama dari
ABRI). Artinya, di masa reformasi orientasi TNI terhadap GAM masih
belum berubah dan tetap sama, karena mereka tetap memandang
kelompok ini sebagaimana periode-periode sebelumnya. Mereka
disebut dengan istilah yang teloah lama dilabelkan kapadanya.
Menhamkan/PanglimaTNI waktu itu, Wiranto masih kadang-kadang
menyebut GAM sebagai pengacau, walaupun terlihat telah ada
perubahan paradigma, khususnya dengan dicabutnya DOM di Aceh
yang bisa diindikasikan juga sebagai perubahan paradigma TNI.
Beberapa diantara mereka yang dianggap melanggar HAM memang
diadili, walaupun ‘proses peradilannya sendiri dianggap sebagai

'® Wawancara Jenderal TNI Wiranto pada Rakyat Merdeka, 31 Juli
1999.

19 Beberapa pernyataan dari TNI pada media massa dari tahun
1999 sampai 2003.

2 Dokumen bertuliskan rahasia dari TNl AD Komando Daerah
Militer | Bukit Barisan tentang Aksi Keganasan POK GBPK di DISTA ACEH
periode Desember 1998-September 1999 (tidak dipublikasikan).
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upaya untuk mengembalikan citra TNI, dan bukan kesungguhan untuk
menegakkan HAM di Aceh.

Namun, semenjak  Pemerintahan  Megawati  hendak
memberlakukan Operasi Terpadu, 19 Mei 2003, secara jelas TNI
mulai terang-terangan dan berani mengatakan bahwa GAM adalah
GSA (Gerakan Separatis Aceh). Mengenai penyebutan GSA itu
sendiri, ia mulai muncul di media massa setelah pihak PDMD
meminta agar pers di Aceh tidak menerbitkan berita yang
membesarkan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Tak lama kemudian,
Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif yang
awalnya menghimbau agar masyarakat dapat  mengerti  dan
melontarkan istilah jurnalisme patriotisme sebagai satu-satunya solusi,
meminta Pers untuk berpihak kepada NKRI dalam menghadapi
kelompok GAM, dan sejak itu pula pers mengubah sebutan nama
GAM menjadi Gerakan Separatis Aceh (GSA).”

Istilah inilah yang kemudian digunakan dalam berbagai
laporan TNI untuk masa periode Operasi Terpadu, khususnya dalam
pemberitaan media massa yang bersumber dari pihak PDMD.
Panglima TNI Endriartono Sutarto juga sering menyebut GAM sebagai
kelompok pengacau, hal yang sama disebutkan pula oleh Panglima
TNl sebelumnya, Widodo AS. Berikut kutipan Panglima TNI
Endriartono  Sutarto ketika Operasi Terpadu tahun 2003 akan
dilakukan:

“...lhwal operasi terbatas atau OPHK di Aceh. Untuk
kepentingan operasi, Pemerintah Rl telah memberi nama
lakob (sebutan) bagi kelompok GAM dengan istilah yang

21 Makalah Stanley, “Jurnalisme Patriotis: Bukan Solusi, Tapi
Kemuduran,” makalah tidak diterbitkan yang disampaikan dalam diskusi
peluncuran situs acehkita.com di Gedung Cipta Il Taman Ismail Marzuki,

Jakarta, 22 Juli 2003.
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melecehkan perjuangan mereka. Seperti GPLHT, GPK, GBPK,
GSA, dan separatis Aceh Merdeka. ..”?2

Dengan kata lain istilah GSA baru dikenal setelah adanya
Operasi Terpadu sejak 19 Mei 2003, karena sebelumnya istilah-
istilah yang biasa mereka gunakan adalah GPLHT, GPK, GBPK, dan
pengacau liar. Setelah adanya payung politik ---yang selama ini
dianggap tidak ada setelah DOM dicabut ---dengan terang-terangan
TNI' baru berani melakukan penyebutan bahwa mereka adalah
separatis atau pemberontak.

Makna dari beberapa sebutan TNI terhadap GAM, pada satu
sisi menyiratkan orientasi mereka terhadap GAM, bahwa GAM adalah
musuh dan pihak yang harus ditumpas. Meski demikian, dalam
pelaksanaannya mereka juga memberikan program pembinaan
khususnya kepada anggota GAM yang menyerahkan diri kepada
pihak TNI. Dari beberapa istilah penyebutan terhadap GAM tersebut
di atas jelas bahwa masih belum ada perubahan orientasi TNI
terhadap GAM, demikian sebaliknya, GAM tetap memandang TNI
sebagai Sipa’i (penjajah).

Selain penyebutan atas diri kelompok GAM dengan berbagai
sebutan sebagaimana telah dikemukakan di atas, TN menampilkan
diri mereka sendiri sebagai satu-satunya kelompok penjaga Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi mereka, NKRI adalah harga
mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Sikap semacam ini tidak salah,
karena sebagai penjaga keamanan, mereka memang seharusnya
bersikap seperti itu. Namun, akibat dari orientasi yang sempit dalam
memaknai  NKRI' tersebut, sikap mereka cenderung menafikan
kelompok-kelompok pengkritik yang tidak menghendaki cara-cara
militer diterapkan di Aceh sehingga dianggap sebagai kelompok yang
kurang memiliki rasa nasionalisme, bahkan kelompok anti-NKRI.
Membenturkan antara  pemahaman  nasionalisme  sempit dengan

2 Media Indonesia, 23 April 2004.
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pemahaman konsep NKRI sebagai nation yang berproses, telah
menyebabkan sepertinya kekuatan-kekuatan sipil di luar militer yang
kurang sepakat dengan cara-cara operasi militer sebagai “lawan.”?

Bertolak dari  pandangan yang demikian, maka tidak
mengherankan apabila  Jendral Endriartono  Sutarto pada saat
menjadi KASAD mengatakan bahwa sehubungan dengan operasi
militer di Aceh, hal itu adalah karena tidak ada jalan lain bagi usaha
mempertahankan wilayah kedaulatan Rl yang mau lepas itu kecuali
dengan operasi  militer. la  juga menambahkan  TNI  telah
mempersiapkan  satuan-satuannya  untuk mendukung  kebijakan
pemerintah, jika memang memilih jalan operasi militer untuk
penyelesaian Aceh.?® Sementara itu, KASAD Ryamizard Ryacudu
dengan jelas mengatakan bahwa GAM bukan hanya pengacau tetapi
juga pemberontak. Orientasi petinggi TNI AD ini dengan jelas
dikemukakan pada beberapa kesempatan di depan media massa
sehubungan dengan operasi terpadu bahwa GAM adalah musuh
negara sehingga harus ditumpas. Bahkan dalam sebuah kesempatan
ia mengatakan,” tidak perlu waktu 6 bulan, dengan ketapel saja kami
dapat menghadapi dan membasmi kekuatan para pengacau dan
pemberontak tersebut.”?

% Beberapa komentar petinggi TNI nada-nadanya menunjukkan
akan hal itu. Padahal kelompok-kelompok sipil telah mengingatkan agar
cara-cara militer dikurangi supaya tidak terjadi peristiwa yang sama
sebagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu khususnya pada
saat Operasi Jaring Merah [-IX, yang justru akan menjadi bumerang bagi
penyelesaian Aceh dalam jangka panjang.

# Pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal
Endriartono Sutarto  kepada  berbagai media massa seminggu sebelum
Keputusan Presiden tentang Operasi Terpadu di Aceh diputuskan.

% Pernyataan ini pernah disampaikan oleh Mayjen TNI Ryamizard
Ryacudu seminggu sebelum operasi terpadu akan diputuskan oleh Presiden
Megawati Soekarnoputeri.
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Selain itu dari hasil penelitian tahun lalu tampak bahwa TNI
memang tidak menghendaki jalur diplomasi melalui  meja
perundingan. Bagi mereka, perundingan yang dilakukan sejak masa
Jeda Kemanusiaan |, Il, hingga masa CoHA dianggap sebagai cara
yang menguntungkan GAM dan bukan menguntungkan RI. Dengan
orientasi demikian, maka pintu perundingan jelas bukan merupakan
agenda bagi mereka, karena perundingan/diplomasi dan cara damai
dianggap justru akan menjadikan Aceh lepas dari Republik Indonesia.
Orientasi semacam itu terungkap dengan jelas dari beberapa
pernyataan Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, KASAD,
bahkan Panglima TNI sendiri juga mengatakan hal yang sama.
Tidaklah mengherankan apabila di masa-masa akhir CoHA, TNI tidak
menghendaki cara damai, tetapi lebih memilih cara perang. Orientasi
TNI yang demikian itu jelas sekali dan beberapa sumber mengatakan
bahwa orientasi seperti itu muncul karena TNI dianggap memiliki
kepentingan mengenai konflik Aceh, baik kepentingan politik maupun
kepentingan bisnis (proyek).?

Tidaklah mengherankan apabila upaya damai digagalkan
karena kepentingan-kepentingan dan orientasi lama yang masih kuat
dalam tubuh  Tentara Nasional Indonesia, yang berhasil
mempengaruhi sebagian besar politisi sipil, yaitu bahwa harus ada
payung hukum bila menghendaki TNI menumpas Gerakan Aceh
Merdeka. Walaupun dengan cara seperti itu, dimana TNI
membiarkan kasus Aceh dengan alasan tidak adanya payung hukum
bagi mereka untuk bertindak, telah menyebabkan kondisi keamanan
di Aceh justru semakin tidak menentu. Selain faktor kepentingan,
faktor ketidaksabaran dalam membangun upaya perdamaian
mengakibatkan dilahirkannya Keputusan Presiden No: 28/2003

2% Seorang sumber dari Desk Aceh pada suatu kesempatan
berdiskusi dengan tim konflik pernah mengatakan semacam itu, bahwa
dalam konflik Aceh telah muncul beberapa kepentingan dari beberapa
kelompok yang menghendakinya.
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tentang peningkatan keadaan status di wilayah Nanggroe Aceh
Darusalam melalui operasi terpadu.

Pola Pengamanan Konflik Sebelum Darurat Militer

Sebelum Darurat Militer diberlakukan di Aceh, dalam kurun
wakiu  1999-2004 telah dilaksanakan beberapa  kali  operasi
keamanan di bawah komando Kepolisian Republik Indonesia. Setelah
DOM dicabut pada 7 Agustus 1998 oleh Panglima ABRI waktu itu
Jenderal TNI Wiranto, tugas pengamanan di Aceh dilakukan oleh
polisi melalui Operasi PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa),
sementara pihak TNI juga tetap melakukan pola pengamanan melalui
komando organik dari Korem 011/Lilawangsa dan Korem 012/Teuku
Umar.

Operasi PPRM kemudian digantikan dengan Operasi Wibawa
99, yang diteruskan dengan pola penanganan konflik melalui
Operasi Sadar Rencong |, dan Operasi Sadar Rencong Il pada tahun
2000 hingga 2001. Selanjutnya, pihak aparat keamanan melakukan
Operasi Cinta Meunasah. Pada bulan April 2001, Operasi Cinta
Meunasah digantikan dengan Operasi Keamanan dan Penegakan

Hukum/OKPH atas dasar Inpres No.4/2001.

“... Menurut Danrem 011/Lilawangsa Kol. Inf. Jony Wahab
bahwa Operasi Wibawa 99 bukan operasi militer. Operasi ini
dijalankan secara bersama dengan Polres dan Pemda.
Gunanya untuk menjaga pemulihan keamanan pasca DOM
serta kewibawaan pemerintah...”?’

Akan tetapi tampaknya semenjak DOM dicabut oleh Panglima
TNI di Lhokseumawe pada 7 Agustus 1998, telah terjadi kekosongan
infrastruktur keamanan dalam menyelesaikan konflik Aceh. Periode ini
terus berlanjut hingga pada periode akhir tahun 1999, karena

%7 Republika, 8 Januari 1999.
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koordinasi antara TNI dan Polri kurang memadai dan keduanya
melakukan operasi-operasi yang berbeda jenisnya. Keadaan itu
memperlihatkan kurang adanya antisipasi dari pemerintah mengenai
langkah-langkah yang harus dilakukan, yang terjadi justru sebaliknya,
pelanggaran HAM terus dilakukan oleh TNI melalui operasi-operasi
khusus di bawah komando Korem 011/Lilawangsa.

Sejok DOM dicabut hingga awal tahun 1999, tercatat
beberapa kasus pelanggaran HAM kategori berat. Dalam periode
Agustus  1998-1999, minimal telah terjadi sembilan (9) kasus
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak TNI dan Polri. Pada
periode ini pengamanan konflik dilakukan melalui operasi PPRM yang
kemudian digantikan dengan Operasi Wibawa 99. Sebagaimana
dapat dilihat pada bagian lampiran, kesembilan kasus yang terjadi
pada 1999 menurut catatan NGO HAM di Aceh, benar-benar
merupakan pelanggaran HAM.?® Dari April hingga Juli 2001, tercatat
273 orang tewas dan sebagian dari hal ini dijelaskan sebagai berikut.

“... Perihal pembantaian 100 orang di Idie Cut misalnya,
TNl menghimbau masayarakat tetap tenang, jangan
memancing situasi yang dapat menimbulkan kemarahan
aparat. Jangan ada yang mulai dengan teriak-teriak Aceh
Merdeka. Kalau itu dilakukan, wajar saja aparat marah...”?

lhwal Tragedi Simpang KKA:

"

. Kami akan segera mengusut tuntas tragedi ini serta
menambahkan pegiriman pasukan PPRM ke 3 Kabupaten.
Tugas PPRM hanyalah untuk memulihkan keamanan bukan

% Lihat lampiran Data Pelanggaran HAM tahun 1999 yang
dikeluarkan oleh NGO HAM dalam lampiran.

% Komentar Kol. Jhony Wahab, Danrem 011/Lilawangsa pada
Suara Karya, 15 Februari 1999.
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militerisasi. Dengan demikian kamtibmas terjaga khususnya
menjelang pemilu ini...”*°

Sementara itu selama masa operasi keamanan pasca
pencabutan DOM di Aceh, menurut data Koalisi NGO HAM Aceh
disebutkan telah terjadi berbagai kasus seperti tampak dalam tabel
4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1.
Data Korban selama Operasi Keamanan pasca Pencabutan DOM di Aceh
Jumlah Korban

Period

eMe% 1 Pembunuhan Penganiayaan | Penangkapan | Perkosaan Pi?kcsiﬁn Pembakaran
Operasi 9 82 78
Wibawa
OSR - | 446 608 192 3 1031
OSR - I 200 126 48 2 408
OCM - 294 653 382 0 2 801
|
Total 949 1469 700 5 2 2240

Sumber: Data Koalisi NGO HAM Aceh

Selain kasus-kasus tersebut, pihak TNI-Polri juga digunakan
oleh perusahaan-perusahaan besar di Aceh untuk mengamankan
mereka dari serangan pihak GAM. Data di bagian berikutnya
menunjukkan bahwa baik TNI' maupun Polri selain  menjaga

keamanan secara umum, mereka juga ditugaskan  untuk
mengamankan kawasan industri di Aceh.
Menurut  Koordinator  Kontras  Aceh, Aguswandi  BR,

berdasarkan hasil investigasi yang dilakukannya, keberadaan aparat
TNI/ Polri di kompleks Exxon Mobil Qil di Lhoksukon, Aceh Utara,
jumlahnya cukup besar. Kontras mencatat sedikitnya ada 17 Pos TNI-

% Pernyataan Jend. Roesman Hadi, Kapolri pada Suara Pembaruan,

22 Mei 1999.
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Polri yang dibiayai oleh Exxon Mobil dengan jumlah personil kurang
lebih 1.000 orang dari berbagai kesatuan (sebagaimana tampak
pada data di atas). Untuk pengamanan tersebut, pihak Exxon
mengeluarkan dana kurang lebih Rp.5 miliar per bulan. Exxon Mobil
Oil juga memberi vang saku Rp.40 ribu per prajurit tiap hari, fasilitas
transportasi, kantor, pos, barak, radio, telepon, mess, dan lain-lain.’!
Menurut temuan Kontras Aceh, keberadaan aparat di kawasan itu
cukup meresahkan masyarakat, sebab, aparat sering melakukan
pungutan liar. Selain pungutan liar, aparat juga melakukan sweeping-
sweeping dan patroli ke desa-desa di sekitar proyek itu, sehingga,
warga di beberapa desa sekitar harus mengungsi atau eksodus. Hal
serupa di masa pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) juga
terjadi. Pihak Exxon juga menyediakan fasilitas bagi aparat militer.3?

Perbandingan Jumlah Korban Pelanggaran HAM
Berdasarkan Kasus
1400 -1
1200 - 1220 —&— Pembunuhan
=8 Penangkapan
§ 1000 - ’
".é 801 - Penculikan
f; 800 - —¢— Penganiayaan
E 600 -
=
200 1 101 5 A 134
TP W 57
0 T T T 1
1999 2000 2001 2002
Tahun
WWW.KOALISI-HAM.ORG

3V TEMPO Interakitif, 19 November 2000.
32 |bid.
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Walaupun telah dilakukan sejumlah operasi keamanan dan
ketertiban, konflik Aceh tidak kunjung mereda di masa sebelum
darurat militer dilakukan. Salah satu factor penyebabnya adalah
karena tidak efektifnya rentang komando pengendalian lapangan
(Kodal) yang dilakukan oleh Polri yang memang “kurang ditaati oleh
pihak TNI. TNI cenderung melakukan cara-cara mereka sendiri. Di
antara  kedua institusi tersebut seakan-akan ada persaingan,
sementara di sisi lain, kelihatannya TNI kurang ikhlas berada di
bawah komando Polisi, terutoma dengan adanya persaingan
kepentingan di antara mereka.®

Akibat rivalitas mengenai komando pengendalian lapangan
yang menyebabkan ketidakefektifan jalur komando dan pelaksanaan
pengamanan di Aceh, maka pada periode 2002-2003 dilakukan
perubahan konsep Kodal untuk pengamanan wilayah Aceh. Bila di
awal, Kodal di pegang oleh Kapolda, wakilnya adalah Pangdam,
maka ini kemudian diubah menjadi masing-masing memiliki kodal
sendiri-sendiri, dengan pembagian wilayah dan tanggungjawab
pengamanan wilayah yang berbeda. Dengan cara itu, rivalitas di
antara TNI dan Polri mulai agak berkurang/mereda.®

Pola Tindakan TNI terhadap GAM di Masa Operasi Terpadu

Bagi TNI, semenjok kegagalan masa CoHA,* cara militer
dianggap paling tepat untuk menyelesaikan konflik Aceh dan

% Beberapa sumber informasi kepada penulis mengatakan bahwa,
selain  karena perbedaan kepentingan antara TNI' dan Polri dalam
penanganan konflik Aceh, juga ada rivalitas di antara mereka mengenai
Komando Pengendali Lapangan (Kodal).

3 Seorang pengamat militer sipil menyampaikan hal tersebut
kepada penulis pada tahun 2003.

% Pihak elit politik dalam Kabinet Gotong Royong dan TNI
memandang bahwa CoHA dianggap gagal karena dalam implementasi
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menumpas Gerakan Aceh Merdeka. Hal ini tampak dari beberapa
komentar petinggi militer bahwa membesarnya GAM adalah akibat
adanya kebijokan Jeda Kemanusiaan I-ll, dan khususnya akibat
adanya perjanjian genjatan senjata atau penghentian permusuhan di
masa CoHA. Karena itu, menurut TNI dan khususnya beberapa
pejabat TNl di Kabinet Gotong Royong, bahwa CoHA
menguntungkan GAM dan merugikan Pemerintah Republik Indonesia.

Pertentangan kepentingan dalam Jeda Kemanusiaan |, 1, dan
Moratorium yang berakibat diberlakukannya Inpres IV-VIl dalam
realitasnya tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Gagasan jalan
damai melalui CoHa (Komite Penghentian Permusuhan) pun diwarnai
oleh kepentingan politik yang berbeda antara pengambil kebijakan
dan pelaksana operasi keamanan di Aceh. Kegagalan implementasi
CoHa sebagai pintu masuk bagi perdamaian di Aceh dinilai secara
prematur dengan kepentingan politik elite Jakarta secara tergesa-
gesa. Padahal, peace building di Aceh membutuhkan jangka waktu
yang lebih lama, apalagi tim ini baru bekerja efektif kurang lebih 6
bulan. Ketidaksabaran dalam membangun upaya perdamaian
mengakibatkan dilahirkannya  Keputusan Presiden No. 28/2003
tentang peningkatan keadaan status di wilayah Nanggroe Aceh
Darusalam melalui operasi terpadu.

Dengan Keppres tersebut, maka seluruh wilayah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya
dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer, dengan penguasa
tertinggi Keadaan Bahaya dengan tfingkatan Keadaan Darurat Militer

beberapa butir kesepahaman penghentian permusuhan antara kedua belah
pihak lebih condong menguntungkan GAM ketimbang Pemerintah Republik
Indonesia dan TNI. Karena adanya persepsi yang demikian, maka CoHA
sengaja digagalkan dengan berbagai macam cara dan upaya. Lahirmya
Keputusan Presiden No. 38/Tahun 2003 tertanggal 19 Mei 2003
merupakan awal dari upaya untuk menggagalkan penyelesaian Aceh melalui
jalur diplomasi dan dialog perdamaian.
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh Presiden selaku
Penguasa Darurat Militer Pusat, Penguasa Keadaan Darurat Militer di
Wilayah  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh
Panglima Kodam lIskandar Muda selaku Penguasa Darurat Militer
daerah. Dalam implementasinya, Penguasa Keadaan Darurat Militer
di Daerah Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda dibantu
oleh: (a) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (b) Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam; dan  (c) Kepala Kejoksaan Tinggi Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan penetapan itu, maka terhadap
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Keputusan Presiden berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan
Darurat  Militer  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-undang
Nomor 23 Pnrp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52
Pnrp Tahun 1960.

Keppres No. 28/2003 ini mempunyai makna bahwa Presiden
selaku  Penguasa Darurat Pusat telah melimpahkan kewenangannya
secara penuh kepada pihak militer dalam menentukan nasib Aceh
dan menempatkan pemerintahan sipil berada di bawah kendali
Penguasa Darurat Militer Daerah di mana Gubernur hanya berfungsi
sebagai pembantu. Kewenangan penuh militer ity bisa dilihat dari
ketentuan UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya yang
memberikan kewenangan kepada Penguasa Darurat Militer (PDM)
Daerah berupa:

1. PDM berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan mengenai
ketertiban dan keamanan umum.

2. Badan-badan sipil serta pegawai-pegawainya waijib tunduk
pada perintah-perintah PDM

3. PDM berhak menguasai perlengakapan-perlengakapan pos,
telekomunikasi, serta alat-alat radio atau alat-alat lain yang
dapat mencapai rakyat banyak.
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PDM berhak menutup fasilitas umum seperti lapangan, gedung,
rumah makan, bioskop, pabrik dll.

PDM berhak mengatur, membatasi dan melarang keluar
masuknya barang-barang.

PDM berhak mengatur, membatasi dan melarang arus lalu
lintas baik darat, laut dan udara serta penangkapan ikan.

PDM berhak membatasi bentuk-bentuk pertunjukan, percetakan,
penerbitan,  penyampaian,  penyimpanan,  perdagangan,
penempelan dan gambar-gambar.

PDM berhak menahan dan menyita segala surat dan kiriman
lain yang melalui jawatan pos atau jawatan lainnya serta wesel
dan kwitansi serta berhak membuka melihat bahkan mengubah
isi atau menghancurkannya.

PDM berhak menahan, menyita dan menghancurkan surat-surat
kawat di kantor telegram.

PDM berhak melarang orang bertempat tinggal di suatu daerah
dan mengeluarkan orang dari suatu daerah.

PDM berhak melarang orang meninggalkan daerah jika
diperlukan.

PDM berhak melakukan militerisasi terhadap suatu jawatan atau
instansi

PDM berhak menangkap dan menahan orang selama 20 hari
dan bisa diperpanjang sampai dengan 50 hari.

Dalom menjalankan  Keppres tersebut, TNl melakukan

beberapa tindakan yang dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu
strategi  perang (war) dan strategi non-perang. Strategi perang
dilakukan melalui operasi militer, sementara strategi non-perang
dilakukan dengan berbagai modus atau cara, seperti kontrol terhadap
pers, pembinaan, indokirinasi dan lain sebagainya. Untuk optimalisasi
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tugas, TNI mengerahkan pasukan kurang lebih 50.000 personil yang
diperkuat oleh 13 tank Scorpion, 23 tank Amphibi, 12 tank reguler, 2
pesawat tempur F-16, 4 pesawat tempur Hawk-200s, 6 pesawat
pengangkut dan penerjun personil Hercules, 5 pesawat Twinpact
Hilicopter, 1 Heli Superpuma, 6 pesawat pembom ringan OV-10
Bronco.?® Termasuk penegasan oleh Kapuspen TNl Sjafrie
Syamsuddin bahwa dalam pemulihan keamanan, operasi tempur
adalah operasi pokok yang didukung oleh operasi intelijen, teritorial,
yustisi dan kepolisian.”” Perang ini ditujukan untuk menumpas GAM
yang diperkirakan berjumlah 5.000 personil dengan kekuatan 2.000
pucuk senjata.

A. Operasi Militer

Dokirin TNI pada umumnya dan dokirin beberapa angkatan,
baik itu TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU, dengan jelas
memperlihatkan bahwa ada beberapa cara terfentu yang pasti mereka
terapkan untuk mengamankan kedaulatan negara sebagai tugas
pokoknya. Dalam menangani masalah konflik bersenjata, misalnya
salah satu yang dilakukan adalah operasi militer.

Konsep operasi militer yang diterapkan oleh TNI di Aceh
adalah perang gerilya.® Pihak TNI membuat beberapa  kriteria

36 Jakarta Post, 22 Mei 2003

37 Serambi Indonesia, 20 Mei 2003

3 |ihat Dokumen dari Evaluasi Pelaksanaan Operasi Terpadu Di
Nanggroe Aceh Darussalam 19 Mei — 19 November 2003, dengan TIM
PENYUSUN: Dr. Rosita S. Noer, Dr. Humam Hamid, Moch. Nurhasim, S.Ip.,
Drs. Robertus Robet, MA, Drs. Daniel Hutagalung, MA, tidak dipublikasikan,
FORUM KOMUNIKASI KESATUAN BANGSA (FKKB), NOVEMBER 2003.
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mengenai strategi operasi terpadu di Aceh, sebagai berikut:** (1)
Daerah sasaran operasi adalah  Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh
Selatan, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie,
Biereun, dan Simeulue; (2) Pra-operasi, penambahan kekuatan
personel TNI dan Polri dari 24.000 menjadi 50.000 personel dan
pengisolasian Aceh; (3) Operasi |, merupakan jenis operasi khusus
untuk pendaratan marinir batalyon tempur yang bertugas menyisir
seluruh pantai Aceh, disusul oleh Kopassus, lalu disusul lagi dengan
batalyon Zeni tempur yang bertugas bertempur sekaligus membangun
infra-struktur; (4) Operasi Il, merupakan operasi yang bertujuan untuk
melakukan serangan ke pedalaman yang dimotori oleh TNI-AD
khususnya Linud Kostrad dan dibantu Paskhas TNI-AU; (5) Operasi lll,
pada fitik-titik sarang GAM yang sulit ditembus oleh TNI AD akan
dilokukan pengeboman didukung pesawat pengebom taktis Ov-10
Bronco; (6) Operasi IV, perkembangan serangan pada daerah
sasaran didukung pasukan pemantau TNI AU dengan menggunakan
pesawat Nomad N-24 dan Boeng 737 yang dilengkapi piranti GPS;
(7) Operasi V, dalam menghadapi perang gerilya, TNI menggunakan
semua unsur termasuk unsur mata-mata. Dalam perang ini
diperkirakan GAM akan merekrut penduduk sebagai pasukan umpan
atau sebagai tameng hidup. Dalam perang gerilya diperkirakan
kekuatan GAM bertambah dari 5000 menjadi 10.000 personel; dan
(8) Operasi penutup, pemulihan roda pemerintahan, pemantapan
keamanan, operasi kemanusiaan dan penegakan hukum.

Dari segi rasio jumlah kekuatan dalam konsep perang gerilya
menurut TNI adalah 1:10, artinya: 1 GAM akan dilawan oleh 10
prajurit TNI. Dengan estimasi kekuatan pasukan GAM antara 5.000-
6.000 orang, maka dibutuhkan pengiriman sekitar 50.000-60.000

pasukan di Aceh untuk penerapan konsep bertempur secara gerilya.

% Data diolah dari berbagai sumber dan informasi Dispendam
Kodam Iskandar Muda sebagaimana pernah dibahas oleh Republika, 20 Mei
2003.
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Kekuatan jumlah pasukan yang ditugaskan di Aceh meliputi tiga
satuan penting yaitu PDMD, Koops TNI dan Polda. Masing-masing
membawahi kekuatan personil sendiri-sendiri yang terlihat sebagai
berikut:

Tabel 4.2.
Jenis Satuan yang dikirimkan ke Aceh pada Periode Pertama Operasi Terpadu

Satuan TNI-AD | TNI-AL | TNI-AU | POLRI | PEMDA | KEJATI | Jumlah
PDMD 299 10 10 85 63 38 505
KOOPS 25.886 3.234 2.971 2.063 - - | 34.154
TNI
POLDA - - - | 12.100 - - 112.100

Jumlah 26.185 3.244 2.981 | 14.248 63 38 | 46.759

Sumber: diolah dan dikompilasi dari sumber-sumber seperti PDMD dan
pemberitaan media massa selama pelaksanaan operasi militer

Dari segi tanggungjawab operasional, berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 28/2003 tampak baohwa tanggungjawab
penanganan dan penyelesaian konflik Aceh terbagi atas dua bagian:
Pertama, Penguasa Darurat Militer Pusat (PDMP) dalam hal ini adalah
Presiden Republik Indonesia, dengan pelaksana harian PDMP adalah
Menteri Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, dan
kedua, Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) dalam hal ini
adalah Pangdam Iskandar Muda. Dalam implementasi di lapangan,
PDMD dibantu oleh Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Kepala
Kejoksaan Tinggi Aceh. Untuk operasional teknis tempur dan
operasinya, ia dibantu oleh Panglima Komando Operasi (Pangkoops)
yang berada di Aceh Utara (Lhokseumawe).

Pemilihan strategi perang gerilya adalah dimaksudkan untuk
menghindari terjadinya korban dari pihak sipil. Dalam hal ini strategi
yang ditempuh ada tiga, yaitu pertama, TNI akan menciptakan kondisi
untuk memisahkan GAM dari rakyat sipil; kedua, melakukan fase
penggiringan; dan ketiga, berupa penghancuran sasaran. Dalam
upaya memisahkan GAM-Rakyat, TNI dalam melakukan operasinya
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melakukan pemeriksaan KTP. Sementara itu, farget operasi pada
bulan pertama adalah menghancurkan kantong-kantong GAM dan
memisahkan GAM dari Rakyat. Ukuran keberhasilan operasi militer
menurut Panglima TNI, ditentukan oleh dua hal, yaitu: Ukuran
kuantitatif (kekuatan GAM yang dilumpuhkan) dan ukuran kudlitatif
(sejouhmana masyarakat mendukung TNI dalam menumpas GAM).
Selain itu, dalam operasi militer juga disertai dengan operasi-operasi
lainnya, yaitu operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum dan
operasi pemulihan kinerja pemerintahan. Keempat jenis operasi inilah
disebut dengan Operasi Terpadu.

Secara umum ada beberapa kesimpulan dari operasi militer
yang dilakukan, Pertama, mulai berkurangnya kekuatan GAM,
meskipun belum sepenuhnya kekuatan GAM dan basis wilayahnya
dapat dikendalikan sepenuhnya oleh TNI. Hasil sementara selama 6
bulan Operasi Militer tampak bahwa sebagian wilayah Aceh sudah
bisa dikategorikan sebagai kecamatan putih atau kecamatan yang
relatif aman, dan kecamatan abu-abu atau kecamatan yang hampir
aman:*°

76

151,

[0 Kecamatan Putih

E Kecamatan Abu-abu

B Kecamatan Hitam

227

Dengan kata lain, bila kita melakukan perbandingan atas
desa yang dalam kategori putih, hitam dan abu-abu, akan tampak

“Olbid.
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semakin jelas, bahwa fakta-fakta menunjukkan operasi militer selama
6 bulan ini belum maksimal capaiannya.

592

[ Desa Putih

1594
E]l Desa Abu-abu

3673 @ Desa Hitam

Sebelum operasi terpadu, khususnya operasi  militer,
dilakukan, kondisi pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam dapat
dikatakan lumpuh. Hampir 70 persen struktur pemerintah Nanggroe
Aceh Darussalam tidak berfungsi. Ini terlihat 36 dari 230 kecamatan
tidak berfungsi sehingga camat yang bersangkutan diberhentikan dari
jabatannya karena tidak dapat menjalankan tugasnya. Sementara itu,
di pedesaan (gampong-gampong) kondisinya juga hampir sama.
Kurang lebih 609 desa dari 5.477 desa di Aceh atau sekitar 11,18
persen masih belum berfungsi. Desa-desa yang tidak berfungsi
tersebut tersebar di 8 kabupaten yaitu: Aceh Besar, Pidie, Bireuen,
Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Barat
Daya.

Jumlah desa (gampong) di Aceh adalah 5.862. Dari desa-
desa fersebut tampak sekitar 27,2 persen merupakan desa abu-abu,
10,1 persen merupakan daerah hitam dan 62,7 persen merupakan
daerah putih. Sebagaimana pembagian daerah kecamatan di atas,
desa-desa dalam kategori hitam dan abu-abu juga terdapat di basis-
basis Gerakan Aceh Merdeka seperti Kabupaten Aceh Utarq,
Kabupaten Aceh Timur dan Pidie. Menariknya, meskipun felah ada
Operasi Militer selama 6 bulan, daerah-daerah yang bukan basis
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GAMpun, seperti Aceh Selatan, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh
Tamiang, pada kenyataannya tidak dapat dengan cepat dipulihkan,
bahkan daerah-daerah tersebut justru merupakan daerah hitam dan
abu-abun. Daerah abu-abu di wilayah selain basis GAM bisa
digambarkan sebagai berikut:*'

120 107

100
80 B Kecamatan Abu-abu
60 El Desa Abu-abu
40 A

Aceh Tamiang Aceh Barat  Aceh Selatan

Meskipun ada capaian positif bahwa kontak senjata,
penyergapan dan penembakan yang dilakukan oleh pihak GAM
terhadap TNI/Polri semakin menurun jumlahnya, namun dari segi
capaian penguasaan wilayah masih meragukan, karena masih terlaly
banyaknya daerah abu-abu dan hitam.

Dari segi kekuatan GAM yang dilumpuhkan atau berhasil
ditangkap dan menyerahkan diri, tampak masih belum ada
perubahan yang cukup signifikan. Selama operasi militer berjalan 6
bulan, hanya kurang lebih 1.300 kekuatan GAM yang berhasil
dilumpuhkan, baik meninggal maupun menyerahkan diri. Hingga
bulan ke-5 operasi militer, tercatat hal-hal sebagai berikut:*2

1 Ibid.
2 Ibid.
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Tabel 4.3.
Kekuatan GAM yang Dilumpuhkan Sampai Bulan ke-5 Operasi Terpadu

Dinas .
GAM PDMD Polri | Kesehatan Sesmenko Ver !
Aceh Polkam lain
Aceh
Tewas 830 112 - -
Ditangkap 649 113 - 161
Menyerah 476 146 199
Luka - 4 - -
Hilang - 10 - -
Jadi Tersangka 367
GAM divonis 25
pengadilan

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber

Dari data-data tersebut di atas, terlihat kesenjangan luar
biasa, berapa sesungguhnya kekuatan GAM yang berhasil
dilumpuhkan, mengapa ada ketidaksamaan data antara PDMD, Polri
dan Sesmenko Polkam. Sebuah pertanyaan yang menarik, ada apa
dibalik jumlah dan angka-angka tersebut. Sementara itu dilihat dari
segi senjata yang berhasil disita oleh TNI, estimasi mengatakan
bahwa GAM memiliki sekitar 2.000 senjata dari berbagai jenis dan
amunisi yang tak dapat dihitung jumlahnya, tetapi ternyata senjata
GAM yang berhasil disita hingga 14 September 2003, menurut
PDMD sebanyak 359 (campuran/berbagai jenis senjata), 5.049
amunisi, 194 bom/granat (sumber Sesmenko Polkam). Data-data
tersebut sesungguhnya masih menyiratkan bahwa kekuatan GAM
masih besar dan tersembunyi dan belum sepenuhnya dilumpuhkan
oleh TNI. Tak mengherankan apabila hingga bulan ke-5 operasi
militer, jumlah basis GAM masih cukup besar sebagaimana
disebutkan oleh data kecamatan dan desa dalam kategori abu-abu
dan hitam di atas.
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Di lain pihak, TNI-Polri yang menjadi korban pun harus
dijadikan sebagai ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi
militer dan table di bawah ini menyajikan data-data tersebut.

Tabel 4.4.
Korban Pihak TNI/Polri Sampai bulan ke-5 Operasi Terpadu

TNI/Polisi PDMD Sesmenko
Polkam

TNI Tewas 46

TNI Luka Tembak 106

TNI Luka ringan 71

TNI Hilang 1
Polisi tewas 18

Polisi Luka Tembak 61

Sumber : diolah dari data PDMD, Polisi dan pemberitaan
media massa

Fakta-fakta di atas telah menggugurkan seluruh asumsi yang
pernah dikemukakan oleh para pengambil keputusan politik dalam
hal ini adalah Presiden dan DPR, serta para petinggi TNI, bahwa
Operasi Militerlah yang paling cocok untuk menyelesaikan persoalan
Aceh. Bahkan, argumentasi-argumentasi dari pihak petinggi TNI yang
pada awal-awal Operasi  Militer akan dilakukan, seakan-akan
memberikan garansi (jaminan) bahwa secepatnya mereka akan
menumpas kekuatan GAM dan mengembalikan basis wilayah yang
diduduki oleh GAM di dalam kekuasaan mereka sama sekali tidak
terbukti. Kegagalan argumentasi mereka itu terlihat dari masih belum
dikuasainya beberapa pimpinan GAM yang paling penting dan utama
seperti Panglima AGAM (Muzakir Manaf) serta panglima-panglima di
bawahnya yang merupakan kunci dari perlawanan GAM.*?

“3 Ibid.
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Secara umum, kondisi Aceh memang mengalami perubahan,
meskipun perubahan kondisi keamanan di Aceh masih bersifat
fluktuatit antara gampong dan perkotaan. Kondisi keamanan secara
derivatif menunjukkan bahwa daerah-daerah perkotaan, khususnya di
Banda Aceh, Sabang, Aceh Barat, dan Aceh Singkil, relatif kondusif
ketimbang daerah-daerah perkotaan di sekitar Pidie, Bireuen, Aceh
Timur dan Aceh Utara. Sementara daerch-daerah tengah, seperti
Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan lain-lain kondisinya
memang selalu relatif “kondusif.” Pengertian kondusif ini belum tentu
menunjukkan tingkat aman yang sesungguhnya.** Artinya, walaupun
telah 11 bulan darurat militer di Aceh, dilaksanakan sejak Mei 2003,
kondisi keamanannya masih sulit diperkirakan, khususnya di daerah-
daerah basis GAM seperti Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur.

Perkembangan situasi perkotaan dan pedesaan (gampong) di
Aceh tersebut dapat diterima karena setelah 11 bulan darurat militer
dilaksanakan, sebagian besar kekuatan GAM yang merupakan “GAM
inti,” sekarang terpusat di daerah-daerah pinggiran atau gunung.
Secara demografi, daerah-daerah yang mempunyai pegunungan
semacam itu dalam sejarah perlawanan di Aceh memang sebagian
besar adalah daerah-daerah di sekitar Pidie, Aceh Bireuen, Aceh
Utara, Aceh Timur, dan sebagian Aceh Tengah dan Aceh Barat yang
merupakan gugus dari Pegunungan Leuser. Tidaklah mengherankan
apabila di daerah-daerah tersebut masih sering dijumpai beberapa
peristiwa kontak senjata. Dari segi intensitasnya, kontak senjata
sebagian besar terjadi di Aceh Utara dan Aceh Timur, dan secara
sporadis masih terjadi di sekitar Kabupaten Pidie.

Ada beberapa penilaian yang menarik untuk dicermati,
misalnya sebagian besar masyarakat Aceh di Banda Aceh
mengatakan telah ada perubahan perilaku TNI dalam pelaksanaan
darurat militer yang telah berlangsung kurang lebih 11 bulan, apabila

* Wawancara dengan narasumber masyarakat di Aceh, Juni 2004.

109



Bab 4 — Orientasi dan peran TNI/POLRI Dalam Konflik Aceh

ukuran perbandingannya adalah perilaku TNI di masa Operasi Jaring
Merah I-IX (atau yang lebih dikenal dengan istilah DOM). Namun,
agaknya ada juga penilaian yang sinis atas perilaku Polisi dan
BRIMOB yang dianggap terlalu over acting dalam menjalankan
tugasnya. Masyarakat menilai seakan-akan ada rivalitas antara TNI
dan Brimob ketika mereka menjalankan tugas di lapangan. Namun,
hal yang patut dicatat adalah bahwa penilaian fersebut sebagian
besar dilakukan oleh mereka yang berada di perkotaan khususnya di
Banda Aceh. Di pedesaan atau gampong, belum dapat diperoleh
informasi yang “relatif objektif,” atas perilaku TNI dan Polisi dalam
pelaksanaan darurat militer selama 11 bulan.

Menurut catatan Human Right Watch (HRW) (lihat:  Volume
15 No. 10 tahun 2003) akibat dari cara-cara militer yang dilakukan
selama Operasi Terpadu adalah: (a). meningkatnya kehadiran militer
di desa-desa. Mereka membuat pos-pos penjagaan di desa-desa
dalam melakukan operasi militer; (b) menjadikan anak-anak muda
sebagai sasaran, karena dicurigai sebagai GAM; (c) pembunuhan di
luar hukum (extra judicial killing); (d) pembunuhan kilat (summary
killing); (e) penculikan yang membawa kematian; (f) penghilangan
secara paksa (forced disappearances); (g) siksaan fisik; (h) penahanan
secara sewenang-wenang dan kefiadaan proses  pengusutan; (i)
pembatasan kebebasan bergerak; (j) pemerasan dan pembatasan
terhadap akiifitas ekonomi; (k) kembalinya jaga malam atau tugas
waijib jaga malam; dan (l) pengungsian dan perampokan. Namun
pola kekerasan selama operasi militer yang dikeluarkan oleh Human
Right Watch tersebut dibantah oleh pihak TNI dan Pemerintah
Indonesia, bahwa dokumen dari HRW tidak benar dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini secara resmi disampaikan
oleh pihak TNI dan Departemen Luar Negeri melalui konferensi pers.

Walaupun ada keberatan dari pihak TNI dan Departemen
Luar Negeri, secara sekilas, kita bisa melihat bahwa cara yang
pertama dalam catatan Human Right Watch mirip dengan cara-cara
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yang dilakukan oleh ABRI di masa OJM di mana kesatuan-kesatuan
non-organik*® ditugaskan membentuk pos-pos satuan taktis di
pedesaan yang dekat dengan perkampungan penduduk. Cara ini
juga pernah diterapkan di masa DI/TIl, perbedaannya terletak pada
cara pendekatan kepada penduduk setempat dan kepada pihak DI/TII
dan GAM. Dalam sebuah laporan tentang Pemberontakan DI/TII versi
TNI disebutkan bahwa mereka lebih menggunakan pendekatan dialog
ketimbang pendekatan kekerasan/perang.*® Sedangkan di masa
OJM/DOM, pos satuan taktis inilah yang menjadi penyebab dari
terjadinya bentuk-bentuk kekerasan di masa ini. Sedangkan di masa
Operasi Terpadu, gejala-gejala itu juga bisa dianggap terjadi,
apabila kita bisa menerima apa yang disebutkan oleh Human Right
Watch dan beberapa laporan media massa selama Operasi Terpadu.
Bila laporan Human Right Watch tersebut benar, maka jelas bahwa
belum ada perubahan cara dan model pendekatan operasi antara

masa OJM dengan masa Operasi Terpadu yang diberlakukan sejak
19 Mei 2003.

Namun, dugaan-dugaan penggunaan cara yang hampir
sama dengan di masa OJM tersebut seringkali dibantah oleh TNI
yang mengatakan bahwa mereka datang bukan dalam rangka untuk
menindas, tetapi melindungi masyarakat Aceh. Oleh karena itu bila
ada tentara yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugas
mereka, maka mereka akan dikenai sanksi dan diadili. Pengadilan

> Pasukan non-organik adalah pasukan yang dikerahkan oleh
Panglima TNI ke Aceh dari kesatuan di luar KODAM ISKANDAR MUDA.
Sementara pasukan KODAM biasanya disebut dengan istilah  pasukan
organik. Jumlah pasukan non-organik ini disebutkan hampir mencapai
50.000 personel, suatu jumlah yang amat besar dan baru pertama kali
terjadi dalom sejarah konflik Aceh, karena di masa OJM/DOM perkiraan
jumlah anggota pasukan antara 12.000-15.000.

46 Dokumen bertuliskan rahasia dari TNI AD Komando Daerah
Militer | Bukit Barisan tentang Aksi Keganasan POK GBPK di DISTA ACEH
periode Desember 1998-September 1999 (tidak dipublikasikan).
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seperti itu pernah dilakukan terhadap kasus beberapa orang TNI yang
melakukan pemukulan di sebuah desa ketika mereka menjalankan
tugas selama operasi militer. Operasi Terpadu, khususnya operasi
militer di Aceh sejak 19 Mei 2003 merupakan pertaruhan bagi TNI,
karena itu petinggi TNI sendiri menyebutnya sebagai “perang bersih,”
atau perang untuk mengembalikan citra TNI yang buruk di masa lalu,
khususnya di masa DOM. Endriartono sebagai Panglima TNI
mengatakan:

“...Kalau para prajurit  menunjukkan prestasi  yang
membanggakan, kalau perlu setiap bulan naik pangkat.
Tetapi sebaliknya, kalau berbuat salah yang merusak citra
TNI, maka tidak ada ampun hukumannya...”#’

Karena itu, penilaian negatif terhadap darurat militer atau
Operasi Terpadu di Aceh akan selalu menimbulkan reaksi dari pihak
TNL TNI akan selalu meminta data-data pendukungnya. Cara ini
memang efekiif, apabila TNI mengendaki citra dirinya membaik
dengan cara melakukan “perang bersih.” Namun langkah
pembatasan terhadap suatu penilaian justru tidak efektif, karena akan
menimbulkan efek negatif, khususnya ketika ada pembatasan
informasi mengenai apa yang mereka lakukan di masa darurat militer,
baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain menggelar pasukan keamanan di beberapa kategori
wilayah yang telah disebutkan di atas, mereka juga mewaijibkan setiap
orang untuk jaga malam. Beberapa narasumber yang ditemui oleh
penulis juga mengatakan hal yang sama, bahwa setiap laki-laki umur
antara 18-50 tahun diwajibkan untuk ikut ronda/jaga malam.*® Tidak
ada alasan bagi setiap laki-laki yang berumur antara 18-50 tahun
untuk tidak ikut dalom jaga malom yang telah ditugaskan oleh
masing-masing Komando Resort Militer (Koramil) setempat. Bagi yang

*7 Pernyataan Jenderal TNI Endriartono Sutarto selaku Panglima TNI
kepada Kompas, 7 Juli 2003.
8 Wawancara dengan narasumber di Aceh, Juni 2004,
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tidak datang, atau menolak untuk ronda/jaga malam, pasti mereka
bukan saja akan kena teguran, tetapi bisa lebih dari hal itu, misalnya
dikenai hukuman pisik.*

B. Pembinaan dan Pembantuan

Bagi anggota GAM yang menyerah, TNI pernah mengatakan
akan diberi imbalan 2 hektar tanah dan rumah.*® Selain iming-iming
imbalan tersebut, mereka juga dijanjikan akan diperlakukan dengan
wajar disamping diberikan pembinaan.

Namun banyak pula yang kemudian dijadikan sebagai TPO
(Tugas Pembantu Operasi) seperti dulu di masa DOM. Sebagian dari
mereka adalah penduduk atau warga desa termasuk ibu-ibu.
Bedanya, TPO kali ini dilakukan agak transparan, karena mereka
hanya sebagai penunjuk jalan. Kepada mereka yang dipenjara
diterapkan pola pembinaan dan pemberdayaan dengan berbagai
macam pengenalan pelatihan. Saat ini beberapa diantaranya telah
dilepaskan atau dikembalikan kepada masyarakat. Menurut catatan
yang berwenang sudah ada 200 bekas anggota GAM yang
dikembalikan ke masyarakat.

C. Indoktrinasi

Tindakan indokirinasi  dilakukan dengan beragam cara.
Namun secara umum kita bisa menyebutkan beberapa cara
indokirinasi yang dilakukan TNI yaitu: Pertama, kontrol terhadap pers
(embedded journalism); kedua, upacara apel bendera/apel siaga;

“? Ibid.

% Hal ini pernah disampaikan oleh PDSD pada saat-saat awal
operasi terpadu dilakukan. Bagi mereka/anggota GAM yang menyerahkan
diri akan diberi imbalan 2 ha tanah dan rumah, namun implementasinya
sepertinya masih sulit diwujudkan.
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ketiga, membentuk kekuatan sipil yang mirip dengan milisi; keempat,
menciptoakan  nasionalisme  masyarakat  semu/sesaat;  kelima,
mengontrol kegiatan LSM dan NGO serta kekuatan masyarakat
lainnya; dan keenam, meng-counter isu-isu yang muncul dari
masyarakat yang berkaitan dengan operasi terpadu.

a. Embedded Journalism and Patriotism

Saya ingin semua media mempunyai spirit nasionalisme. Juga
memiliki semangat kepentingan terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Tidak mem-blow up berita-berita dari GAM®'—Major
General Endang Suwarya, Penguasa Darurat Militer di Aceh. Meniru
apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam perang Irak, TNI
membuat kebijakan yang disebut dengan embedded journalism atau
jurnalisme nasionalis. Meskipun cara ini dianggap kontroversial oleh
kalangan pers, karena dapat membungkam kebebasan pers, namun
di kalangan pers sendiri muncul dua pandangan. Satu  pihak
mengatakan memang wajar dan harus dilakukan, sementara pihak
lain mengatakan bahwa cara-cara itu telah menghilangkan kontrol
pers terhadap peristiwa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Dengan program embedded journalism tersebut, TNI berhasil
menguasai jalur informasi selama masa darurat militer di Aceh,
karena sumber informasi di lapangan terkontrol, dan semuanya
berasal dari  Penguasa Darurat Militer, akibatnya tidak ada
keseimbangan berita dalam penanganan kasus Aceh.

Dampak dari jalur informasi satu pintu hanya dari PDMD,
maka pers dengan mudah dapat dikontrol khususnya dengan alasan
kepentingan nasional. Cara embedded journalism ini telah
menyebabkan “hilangnya,” respon masyarakat Indonesia terhadap
konflik dan dampak operasi terpadu, serta berbagai implikasinya,

51 Human Wright Watch, Volume 15 No. 10, tahun 2003.
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karena yang diberitakan yang baik-baik saja. Padahal pers mencoba
melakukan liputan yang berimbang (sesuai prinsip cover both side dan
balancing of reporting).

Bagi kalangan pers, kebijakan ini lebih merupakan represi
terhadap jurnalis ketimbang sebagai sebuah gagasan patriotisme.
Namun, Dewan Pers Indonesia justru mendukung upaya jurnalisme
patriotis sebagaimana yang digagas oleh Menteri Negara Komunikasi
dan Informasi Syamsul Muarif. Akibat adanya kebijokan mengenai
jurnalisme patriotis ini, pers telah terseret menjadi bagian dari perang
itu sendiri, padahal sejak tahun 1997 telah muncul konsep jurnalisme
damai. Akibat lainnya, karena pers dikontrol oleh pihak PDMD, maka
pers justru terkesan menjadi corong dari PDMD, dengan mengungkap
hal-hal yang bersifat menutupi  kebenaran, dan kurang dapat
membongkar ketidakbenaran kedua belah pihak yang berperang,
serta kurang memberikan liputan-liputan yang berdimensi resolusi
konflik atau solusi konflik untuk berdamai. Tidaklah heran bila para
aktivis pers seperti Stanley dan AJl (Aliansi Jurnalis Indonesia)
menyebut embedded journalism dan jurnalisme patriot sebagai
sebuah kemunduran dalam dunia pers di Indonesia.®® Salah satu
bentuk kemundurannya adalah karena pers tidak memihak kepada
rakyat sebagai aktor utama yang paling menjadi korban dalam
sebuah peperangan. Akibat karena pers yang dikontrol, maka
informasi cenderung “kurang berguna,” untuk melihat apa yang
sebenarnya terjadi di Aceh, terutama karena terlalu banyaknya
informasi yang disembunyikan kebenarannya.

2 Makalah Stanley, “Jurnalisme Patriotis: Bukan Solusi, Tapi
Kemunduran,” makalah tidak diterbitkan yang disampaikan dalam  diskusi
peluncuran situs acehkita.com di Gedung Cipta 1| Taman Ismail Marzuki,

Jakarta, 22 Juli 2003.
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b. Apel Siaga/Bendera, dan Nasionlisme Masyarakat Aceh

Selama masa Darurat Militer di Aceh, sudah tidak terhitung
berapakali masyarakat, pelajar, intelektual, dan aparatur pemerintah
NAD yang diwaijibkan untuk turut serta dalam apel siaga/bendera,
dengan cara-cara yang mirip dilakukan diwakiu  Orde Baru.
Tujuannya jelas, adalah untuk mencetak semangat nasionalisme pada
diri masyarakat Aceh, seakan-akan masyarakat Aceh adalah bukan
warga negara Indonesia. Termasuk dalam kategori penciptaan
semangat nasionalisme sesaat adalah dengan program KTP Merah
Putih. Bila kita hendak ke Aceh melalui Bandara Polonia Medan, KTP
Merah Putih harus dikeluarkan dari dompet, karena bila nama yang
tertera pada tiket pesawat dengan KTP Merah Putih tidak sama, maka
yang bersangkutan akan mendapatkan masalah. Sekilas saya melihat
raut wajah mereka, seakan-akan ada “perlawanan,” namun lebih
pada ekspresi perlawanan bisu. Dalam hati penulis sempat terbersit
pertanyaan, bagaimana perasaan mereka mengenai KTP Merah Putih
dan peraturan yang dikeluarkan oleh PDMD sebagai kehati-hatian
mereka dalam mengurus arus manusia dari dan keluar Aceh.

Selain cara itu, bahkan di beberapa tempat seperti di Pidie
dan Aceh Utara misalnya, Komandan Korem mewaijibkan setfiap
sekolah untuk mengikuti lomba lagu-lagu perjuangan bagi siswa
dengan tujuan memperkenalkan nasionalisme kepada generasi muda
Aceh. Bila mereka tidak mengikuti perlombaan lagu tersebut, Danrem
011/Lilawangsa kemudian mencap sekolah itu sebagai sekolah GAM
atau pro-GAM.53 Selain cara-cara seperti itu, setiap masyarakat yang
hendak ke luar dari Aceh untuk meninggalkan wilayah Aceh
diharuskan melapor dan memperoleh surat rekomendasi dari Koramil

%3 Lihat Harian Waspada, 8 Juni 2004.
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setempat.>* Cara ini digunakan oleh TNI di masa darurat militer untuk
mengontrol akfivitas dan kehiidupan masyarakat Aceh.

Pola labelisasi semacam ini justru merugikan nasionalisme
Indonesia karena bagi semakin menjauhkan rakyat Aceh dari NKRI itu
sendiri. Sepertinya, TNI fidak pernah menyadari kesalahan mereka
atas lepasnya Timor Timur, bukankah masyarakat Timor Timur felah
diindoktrinasi hampir 30 tahun dengan pendidikan P4 dan Pancasila,
namun mengapa ketika referendum dilakukan mereka memilih untuk
tidak bergabung dengan NKRI2. Dengan perfanyaan seperti itu,
semestinya TNI menyadari bahwa langkah dan cara-cara simbolik
seperti itu tidak akan mendekatkan masyarakat Aceh dengan NKRI,
malah sebaliknya akan semakin menjauhkan mereka.

c. Mereduksi Kekuatan Sipil melalui Organisasi Kekerasan

Upaya indokirinasi juga dapat berbentuk reduksi terhadap
kekuatan civil society yang ada. Salah satu bentuk reduksi dari TNI di
masa Operasi Terpadu di Aceh adalah dengan cara membentuk
suatu “organisasi kekerasan baru,” yang melibatkan unsur-unsur
masyarakat secara luas. Munculnya organisasi-organisasi baru mirip
milisi seperti Geurasa, Barisan Merah Putih dan sebagainya telah
menyebabkan kekuatan-kekuatan sipil yang ada menjadi tereduksi,
sementara gejala yang kian tampak adalah  berkembangnya
organisasi-organisasi kekerasan. Teuku Samsul Bahri menjelaskan
keberadaan beberapa bentuk milisi sesuai dengan tingkat wilayah di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di Aceh Besar terdapat
Komando Jihad, Brigade Leuser Antara, Seroja, Sapu Jagad, dan

%4 Seorang narasumber yang pernah diundang oleh tim untuk
menjadi pembicara dalam suatu workshop mengatakan bahwa sebelum
mereka berangkat ke Jakarta, mereka harus terlebih dahulu untuk melapor
dan mendapatkan surat ijin dari pihak Koramil setempat. Bila ijin tidak ada,
pasti yang bersangkutan tidak dapat pergi untuk meninggalkan Aceh.
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Pujakusuma. Sementara di Aceh Selatan terdapat beberapa nama
seperti Front Pembela Aceh (FPA), dan Pasukan Merah Putih.%
Sementara itu, di Kabupaten Pidie ada Geurasa (Gerakan Rakyat Anti
Separatis) yang baru diresmikan pada bulan Juni 2004.%

Dalam konteks Aceh pasca darurat militer (Operasi Terpadu),
kekuatan-kekuatan organisasi baru -- cenderung mirip seperti milisi --
merupakan bagian dari upaya sistematis TNI dan penguasa sipil untuk
melibatkan rakyat dalam melawan GAM. Kehadiran kekuatan-
kekuatan tersebut, menurut sebagion informan, selain merupakan
hasil rekayasa, juga dapat menimbulkan potensi konflik dengan
kekuatan-kekuatan sipil lainnya, termasuk LSM dan organisasi
keagamaan atau organisasi yang didasarkan atas struktur sosial
masyarakat Aceh. Di masa darurat militer, ketika organisasi-organisasi
masyarakat Aceh “takut” untuk menyuarakan apa yang terjadi, justru
organisasi-organisasi milisi mengisi struktur masyarakat sipil di Aceh.
Padahal organisasi milisi tersebut merupakan bagian dari anderbow
organisasi TNI dan para penguasa sipil lainnya.

Dalam banyak kasus, organisasi-organisasi dan kekuatan sipil
yang fidak sejalan dengan TNI dianggap sebagai penghalang dan
lebih condong kepada pihak GAM.*” Selain itu, TNI secara periodik
juga mengumpulkan uvlama-ulama (dalam arti formal -- belum tentu

% Makalah Teuku Samsul Bahri, “Militia: Military Proxy Army in
Aceh,” yang didistribusikan oleh The Commission on Human Rights, Geneva.

% Peresmian Geurasa ini dilakukan di lapangan terbuka di
Kabupaten Pidie. Menurut beberapa sumber yang ditemui di Aceh
menyebutkan  bahwa masing-masing  kepala desa  (keuchik) harus
mengirimkan 30-50 pemuda yang masuk sebagai anggota Geurasa
tersebut. Geurasa dibentuk atas prakarsa dari Bupati dan pejabat militer di
sana dengan fungsi untuk mencari anggota GAM dan mengajaknya untuk
kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

% Informasi seorang pengurus dari DPW Muhammadiyah dari
Banda Aceh.
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dalam  kenyataannya mereka dihargai  sebagai  ulama  di
komunitasnya) untuk acara penyamaan visi dan misi. Upaya
penyamaan ini dapat dibandingkan dengan bentuk atau model
penyeragaman yang pernah dilakukan di masa lalu (OJM di masa

Orde Baru).

Cara lain yang dapat digolongkan sebagai  bagian
indoktrinasi dan reduksi dari kekuatan masyarakat sipil yang
dilakukan oleh TNI di masa darurat militer adalah counter isu negatif.
TNI melakukan tindakan tersebut dengan berbagai cara, termasuk
membantah dan mendatangi pihak-pihak yang memberikan informasi
yang salah, dan me-labelling mereka sebagai anggota atau pro-GAM
(beberapa orang Aceh di Jakarta, karena komentarnya miring
dianggap sebagai GAM berdasi),*® dan beberapa upaya lainnya.

Counter isu negatif ini dilakukan untuk menjaga kepentingan
TNI agar tidak ada perubahan kebijakan politik atas kehadiran
mereka di Aceh. Counter itu juga dimaksudkan untuk menjaga agar
tidak adanya isu negatif, apalagi merugikan kepada mereka yang
sering dilakukan pihak lain. Selain dengan cara embedded
journalisme, mereka juga dapat mengontrol wartawan, maupun
pihak-pihak yang memberikan informasi. Meskipun harus diakui
bahwa pelaksanaan operasi militer pada khususnya dan Operasi
Terpadu pada umumnya masih banyak kekurangannya.

Dampak Positif dan Negatif dari Operasi Terpadu

Dampak paling berat dengan adanya Operasi Terpadu,
khususnya operasi militer adalah pertama, hilangnya kepercayaan
masyarakat Aceh dan Pemerintah sendiri (baik Pusat maupun Daerah)
atas cara-cara dialog untuk menyelesaikan konflik. Kedua, hilangnya

%8 Informasi seorang pembicara dalam workshop yang dilakukan
oleh tim pada 23 Agustus 2004 di LIPI.
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kekuatan-kekuatan masyarakat (civil society) yang selama ini bergerak
dalam ruang perdamaian pada situasi konflik, karena dicurigai lebih
condong dan membantu kelompok GAM, digantikan oleh
keberadaan organisasi kekerasan di bawah kontrol penguasa sipil
dan militer di Aceh.

Selain kedua dampak tersebut, masyarakat Aceh yang
mendukung  Operasi  Terpadu, sudah  mulai  mengalami
ketergantungan dan “kekhawatiran,” apabila sewaktu-waktu operasi
ini, khususnya operasi militer tidak diperpanjang. Dengan demikian
kita bisa melihat bahwa demonstrasi-demonsirasi yang terjadi di
beberapa daerah Aceh yang diperpanjangnya Operasi Terpadu
adalah dikarenakan oleh ketakutan di satu sisi dan ketergantungan
masyarakat sipil di sisi lain.

Tidoklah  mengherankan, apabila di  Aceh sekarang,
lembaga-lembaga pranata sosial Aceh, apakah berdasarkan pranata
kultural maupun keagamaan serta profesi justru “tiarap” dan tidak
berdaya melihat perkembangan situasi di Aceh. Hal ini, seperti telah
dikatakan sebelumnya, dikarenakan oleh represi yang dilakukan oleh
PDMD terhadap pihak-pihak yang kritis yang mencoba untuk
mengawasi  jalannya operasi  terpadu justru  dimana  mereka
dipandang sebagai musuh dan bagian dari GAM atau GSA. Dengan
sendirinya, bila kekuatan-kekutan sipil yang mendorong perdamaian
di Aceh justru hancur di masa darurat militer dengan operasi
terpadunya. Kekuatan-kekuatan sipil dimaksud adalah Ulama, struktur
kekvasaan adat (keuchik, mukim, dIl.), beberapa lembaga
keagamaan dan NGO yang berseberangan dengan pemikiran TNI
(dalam hal visi dan misi operasi terpadu).

Dampak negatif lainnya adaloh  banyak  korban yang
terbunuh, sekolah “terbakar atau dibakar,” orang-orang yang
stres/tertekan, dampak sosial yang lainnya sulit diukur, mandeknya
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Aceh, dan sebagainya.
Karena itu, tidok mengherankan bahwa setelah operasi terpadu
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dilakukan, pemerintah pusat dan TNI tidak bisa memberikan jaminan
bagi “keamanan masyarakat Aceh,” secara nyata. Diubahnya status
dari darurat militer menjadi darurat sipil bisa dikatakan semata-mata
untuk kepentingan politik, karena secara hukum, pemilu presiden
tidak mungkin diberlakukan dalam suasana darurat militer. Selain itu,
perubahan status keamanan juga sebagai bagian dari strategi politik
agar mendapatkan dukungan dari masyarakat Aceh.

Operasi militer yang digelar melalui Operasi Terpadu ternyata
masih kurang efektif untuk dapat menyelesaikan kekuatan Gerakan
Aceh Merdeka. Apabila kita melihat kewenangan yang ada pada
PDMD, jelas bahwa kewenangan PDM sangat besar dalam
mengendalikan dan menguasai daerah yang ditetapkan berada
dalam situasi darurat militer. Sayangnya kewenangan yang begitu
besar fersebut, tidak mewajibkan penguasa darurat militer daerah
untuk memperhatikan ketentuan atau UU lain yang semestinya perlu
dijadikan tolok ukur dalam mengatasi perlawanan bersenjata GAM.
UU itu adalah UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.
26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No.
59/1958 tentang Ratifikasi Empat Konvensi Jenewa 1949 atau lebih
dikenal sebagai ketentuan hukum humaniter.

Dalam situasi  apapun, termasuk situasi darurat militer,
seharusnya tidak boleh terdapat pengecualian untuk pengurangan
atau penundaan atas pemenuhan hak-hak asasi manusia. Hak-hak
dimaksud adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak
bebas dari perbudakan, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku
surut, hak sebagai subjek hukum, hak bebas berpikir, berkeyakinan
dan beragama, serta hak bebas dari penahanan karena gagal
memenuhi perjanjian (utang). Hak-hak inilah yang tergolong ke
dalam rumpun non-derogatoriable rights yaitu sebuah prinsip
perlindungan terhadap hak-hak yang bersifat absolut yang tak bisa
dikurangi pemenuhan atau perlindungannya oleh negara dalam
keadaan apapun (damai maupun perang). Penegasan ini telah
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tertuang secara jelas dalam konstitusi Republik Indonesia, Pasal 28 (i)
UUD 1945 antara lain hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran hati dan nurani, hak beragama dan hak untuk
diakui dan sebagai pribadi di depan hukum.

Hak-hak ini tidak hilang dengan dinyatakannya status darurat
militer di Aceh. Arinya jika terbukti ada pengurangan atau
pelanggaran hak-hak di atas maka, tindakan-tindakan itu jelas
berfentangan dengan konstitusi dan norma hak asasi manusia
internasional.  Selain itu, PDMD harus menghindari terjadinya
serangan yang diarahkan terhadap penduduk sipil, dengan
memperhatikan  ketentuan  dalam  UU  No.26/2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penyerangan terhadap penduduk sipil
(civilian population or non-combatan) baik atas perintah maupun
akibat kelalaian pimpinan (failure to act) dapat dikategorikan sebagai
kejahatan terhadap kemanusiaan yang pelakunya harus diperiksa di
Pengadilan HAM. Menurut Pasal 9 UU 26/2000, kejahatan terhadap

kemanusiaan adalah,

“...Pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau
pemindahan  penduduk  secara  paksa;  perampasan
kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang; penyiksaan;
perkosaan, perbudakan seksual, serta bentuk kekerasan
seksual lainnya; penganiayaan terhadap suatu kelompok
tertentu yang didasari alasan paham politik, ras, kebangsaan,
etnis, budaya, agama dan jenis kelamin; serta penghilangan
orang secara paksa...”

Pasal 42 UU tersebut menyatakan dengan tegas bahwa
seseorang yang secara efekiif bertindak sebagai komando militer
maupun atasan sipil — dalam konteks darurat militer di Aceh, kedua
fungsi ini berada terutama di tangan PDMD, bertanggung jawab atas
tindak pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahan atau
pasukan di bawah komandonya. Untuk memastikan hak-hak ity
terlindungi, diperlukan lembaga independen, yakni Komnas HAM
yang memantau darurat militer baik melakukan pemantauan sesuai
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UU 39/1999 Pasal 89 (3) maupun penyelidikan hukum sesuai UU
26/2000.* Jadi norma hukum hak asasi manusia secara fertulis telah
menggariskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dalam
keadaan perang atau darurat. Termasuk pengaturan bentuk hak-hak
yang perlu dilindungi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang
melanggarnya. Begitu juga prosedur dan instansi yang berwenang
untuk menjalankannya. Sayangnya upaya untuk mewajibkan TN
mematuhi UU yang lain dan membuat laporan secara berkala kepada
DPR termasuk penggunaan dana, tidak efektif dilakukan. Lemahnya
kontrol DPR atas pelaksanaan operasi terpadu telah menyebabkan
jalan panjang bagi penyelesaian Aceh dan justru akan menimbulkan
kompleksitas masalah bagi Aceh di masa mendatang.

Suatu hal yang paling sulit dilakukan adalah merubah
pemikiran dari cara-cara  militer menjadi  upaya damai  untuk
menyelesaikan masalah Aceh. Padahal sejarah Aceh telah memberi
kita pelajaran, begitu juga dengan kasus Timor-Timor bahwa cara
kekerasan termasuk pendekatan militer---khususnya perang, tidak
berguna untuk menyelesaikan konflik yang sudah akut dan multi
faktor dan multi aktor sebagaimana yang tercermin dalam kasus
konflik Aceh. Karena itu, dampak terberat dari perang adalah
masalah kemanusiaan dan harkat martabat masyarakat Aceh secara
keseluruhan. Implikasi perang terhadap masclah  kemanusiaan,
merupakan luka sejarah sosial yang akan sulit untuk disembuhkan,
terutama bila hal seperti itu berulang-ulang terjadi. Tidaklah heran
bila ada yang mengatakan bahwa di Aceh telah terjadi bentuk-bentuk
kekerasan yang terus berulang dari masa ke masa akibat kesalahan
kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia.

% Hanya Komnas HAM yang berwenang menyelidiki dugaan
terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia. Uniuk menjalankan
kewenangan sebagai penyelidik ity Komnas HAM diperbolehkan membentuk
tim ad hoc yang terdiri dari anggota Komans HAM plus anggota masyarakat.
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Catatan Penutup

Seakan-akan nasionalisme dapat divkur dan ditakar dengan
upacara apel bendera, menghormat merah putih, dan tari-
tarian menyambut pejabat....Padahal nasionalisme seperti
itu adalah nasionalisme semu, bakan dapat menimbulkan
rasa kebencian itu sendiri.

Banda Aceh, Juni 2004.

Kutipan di atas menggambarkan suasana masyarakat Aceh
saat ini. Di masa Darurat Sipil, dengan berbagai kasus yang ada,
khususnya korupsi, masyarakat Aceh merasa bahwa jalan panjang
masih menghantui bagi penyelesaian Aceh ke depan. Tidaklah
mengherankan apabila mereka mengatakan bahwa Aceh kini sedang
berada dalam situasi kritis, di mana antar elemen masyarakat sendiri
sudah tidak ada rasa saling percaya. Hilangnya saling percaya antar
elemen masyarakat Aceh merupakan implikasi dari Operasi Terpadu.
Kutipan di atas juga menyiratkat perfanyaan atas sejauhmana peran
TNI dalam konflik Aceh?. Meskipun mereka telah melakukan Operasi
Terpadu, tetapi adakah operasi tersebut telah dapat merebut hati
masyarakat Aceh secara utuh untuk kembali ke pangkuan NKRI
secara ikhlas2. Seakan-akan, NKRI itu mutlak milik TNI, dan orang-
orang Aceh tidak memilikinya. Itulah gambaran dari sejumlah langkah
simbolik dari peran TNI dalam konflik Aceh di masa darurat militer.

Kutipan di atas juga mengisyaratkan pertanyaan tentang
sejauhmana efektifitas Operasi Terpadu pada umumnya dan operasi
militer pada khususnya. Data menunjukkan bahwa Operasi Terpadu
tahap kedua yang digantikan dengan darurat sipil, ternyata juga
belum dapat menumpas kekuatan GAM. Berdasarkan laporan dari
pihak TNI, kekuatan GAM pada saat akhir Darurat Militer (19 Mei
2004) masih sekitar 50 persen, sedangkan kekuatan senjata mereka
masih sekitar 60 persen. Angks tersebut memperkuat penilaian bahwa
operasi militer tidak efektif untuk menyelesaikan masalah Aceh.
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Dengan cara-cara seperti itu, apakah kita tidak terlalu naif
bila kita tidak belajar dari kesalahan dan mau cara mengubah
orientasi kita terhadap konflik yang terjadi. Selain itu, kita seharusnya
belajar dari penyelesaian Peristiwa DI/TIl Daud Beureueh di masa lalu
yang dapat berakhir di meja perundingan. Karena ini membawa kita
kepada satu pertanyaan penting “apakah” apakah Pemerintah Rl
pada umumnya, dan khususnya TNI sungguh-sungguh dan ikhlas
untuk menyelesaikan Aceh sebagaimana diamanatkan  dalam
Ketetapan MPR Rl No. IV/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara butir G tentang Pembangunan Daerah point 2 (khusus) ayat b
yang menegaskan kepada pemerintah untuk: “Menyelesaikan kasus
Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan
pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi
manusia, baik selama pemberlakukan Daerah Operasi  Militer
maupun pasca pemberlakuan D<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>